BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPAT! KARAWANG
NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARAWANG NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG

Menimbang :

Mengingat

L

MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32, Pasal 39,
Pasal 41, Pasal 45, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 60,
Pasal 66, Pasal 76, Pasal 79, Pasal 82, Pasal 86, Pasal 95,
Pasal 99, Pasal 101 can Pasal 103 Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daeran-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daeran-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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12,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daeran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Inconesia Tahun 2014 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan
Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5610);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja
Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6219);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN

PELAKSANA PERATUJRAN DAERAH KABUPATEN
KARAWANG NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Karawang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Karawang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.

Pengelola E?arang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang
adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan
koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
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Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah
unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Karawang.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang
mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat
pengelola keuangan daerah.

Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
barang milik daerah.

Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau
beberapa program.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Perda.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa
Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk
oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya dengarn sebaik-baiknya.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna
Barang.

Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang
adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas
mengurus barang.

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah
pada Pejabat Penatausahaan Barang.

Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang
diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan
barang milik daerah pada Pengguna Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan
barang milik daerah pada Pengelola Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang
membantu dalam penyiapan adminisirasi maupun teknis penatausahaan
barang milik daerah pada Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung
jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas
suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
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Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai
Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan
pengawasan dan pengendalian.

Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian
kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan
barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai
dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat
RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang
dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai
dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah
status kepemilikan.

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dan lembaga
penunjang pemerintahan daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa
menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir
diserahkan kembali kepada Bupati.

Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah
pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber
pembiayaan lainnya.

Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan
barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan
bangunan dan/atau sarana  berikut fasilitasnya, kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu
yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah

beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah
berakhirnya jangka waktu.

Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan
barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan
bangunan dan/atau sarana beriku: fasilitasnya, dan setelah selesai

pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI
adalah kerjasama antara pemerintal dan badan usaha untuk kegiatan

penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK
adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepzala Daerah, atau badan usaha milik
negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara
infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang
dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar
pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain,

dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling
sedikit dengan nilai seimbang.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari
pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerzh adalah pengalihan kepemilikan
barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan
sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan
barang milik daerah.

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari
daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang
berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan
fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,
inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan,
dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti
kepemilikan atas barang milik daerah.

Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh
barang milik daerah.

Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik
daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.

Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang
milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.

Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan
berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan
keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai
negeri sipil Pemerintah Daerah.



BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, melipati :

PR S0 Q0 o P

—_

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
pengadaan;

penggunaan,

pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan;
penilaian;

pemindahtanganan;
pemusnahan;

penghapusan;

penatausahaan,;

pengawasan dan pengendalian;

pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang
menggunakan pola pengelolaan keuargan Badan Layanan Umum Daerah:

barang milik daerah berupa rumah negara; dan

ganti rugi dan sanksi.

BAB III
PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Lingkup Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Pasal 3
Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi:
perencanaan pengadaan barang milik daerah;

perencanaan pemeliharaan barang milik daerah;

perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah; dan

a.
b
¢. perencanaan pemanfaatan barang milik daerah,;
d
e. perencanaan penghapusan barang milik daerah.

Perencanaan pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam dokumen RKBMD Pengadaan.

Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan.

Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan.

Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, dituangkan dalam dokumen RKBMD
Pemindahtanganan.



(6)

(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

Perencanaan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan,

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah
Pada Pengguna Barang

Pasal 4

Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pengadaan barang
milik daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barang,.

Pasal 5

Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan
yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2).

Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh
Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna
Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan
Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan review terhadap kebenaran
dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan.

Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh
Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan (input)
penyusunan usulan RKBMD Pengadaan yang sekurang-kurangnya
mempertimbangkan:

a. kesesualan program perencanaan kebutuhan barang milik daerah
pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan standar barang,
standar kebutuhan, dan/atau standar harga yang telah ditetapkan;

b. ketersediaan barang milik daerah di lingkungan Pengguna Barang.

Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh
Kuasa Pengguna Barang sebagaimans dimaksud pada ayat (3) digunakan
oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pengadaan barang milik

daerah pada tingkat Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat
informasi:

a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna Barang;
C. program;

kegiatan,

data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang
pada Kuasa Pengguna Barang; dan

f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.



(1)

(2)

Pasal 6

Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pengadaan yang
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (4) ditandatangani Pengguna Barang,

Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan barang milik
daerah berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada

(1)

(2)

(3)

(4)

Pengguna Barang

Pasal 7

Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pemeliharaan barang
milik daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barang;

Pasal 8

Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD
Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

Dalam penelaahan wusulan RKBMD pemeliharaan wusulan RKBMD
Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang
mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan
Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan penelitian terhadap
kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD pemeliharaan.

Penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh
Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan (input)
penyusunan RKBMD pemeliharaan yang sekurang-kurangnya mengacu

pada daftar barang Kuasa Pengguna Barang yang memuat informasi
mengenai barang yang dipelihara.

Hasil penelaahan sebagaimana dimaxsud pada ayat (3) digunakan oleh
Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pemeliharaan barang milik

daerah tingkat Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat
informasi:

a. nama Kuasa Pengguna Barang;
nama Pengguna Barang;
nama barang yang dipelihara;

usulan kebutuhan pemeliharaan; dan

o a0 o

rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 9

Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Peme-liharaan
yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (4) ditandatangani Pengguna Barang.

Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan barang milik
daerah berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.

Pasal 10

Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan RKBMD Pemeliharaan dari Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk
disampaikan kepada Pengelola Barang.

Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat
pengantar RKBMD yang ditandatangani oleh Pengguna Barang;

Penyampaian RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pengguna Barang kepada
Pengelola Barang.

Bagian Keempat
Tata Cara Penelaahan RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah
Pada Pengelola Barang

Pasal 11

Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah dilakukan
terhadap:

a. Relevansi program dengan rencana keluaran (output) Pengguna
Barang;

b. Optimalisasi penggunaan barang milik daerah yang berada pada
Pengguna Barang; dan

c. Efektivitas penggunaan barang milik daerah yang berada pada
Pengguna Barang telah sesuai peruntukannya dalam rangka
menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memperhatikan:

a. kesesuaian program perencanaan kebutuhan barang milik daerah
pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan standar barang.
standar kebutuhan, dan/atau standar harga yang telah ditetapkan;
dan

b. data barang, berupa:

laporan Daftar Barang Pengzuna bulanan;
laporan Daftar Barang Pengzuna semesteran;
laporan Daftar Barang Pengguna tahunan;
laporan Daftar Barang Pengzlola bulanan
laporan Daftar Barang Pengelola semesteran;
laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;

2 e
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(3)

(4)

(1)

(2)

7. laporan Daftar Barang milik daerah semesteran; dan
8. laporan Daftar Barang milik daerah tahunan.

Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Hasil Penelaahan RKBMD

Pengadaan barang milik daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
a. nama Kuasa Pengguna Barang;

b. nama Pengguna Barang;

c. program;

d. kegiatan;

e. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang
pada Kuasa Pengguna Barang; dan

f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.

Dalam melaksanakan penelaahan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat
Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk
menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan
kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan.

Pasal 12

Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan barang milik daerah dari Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 11 ayat (3) ditandatangani
oleh Pengelola Barang.

Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan berdasarkan hasil
penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang .

Bagian Kelima

Tata Cara Penelaahan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada

(1)

(2)

(3)

Pengelola Barang

Pasal 13

Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah dilakukan
untuk melakukan telaahan terhadap data barang milik daerah yang
diusulkan rencana pemeliharaannya.

Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memperhatikan daftar
barang pada Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai status
barang dan kondisi barang.

Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dituangkar. dalam hasil penelaahan RKBMD
Pemeliharaan barang milik daerah yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b nama Pengguna Barang;

c. nama barang yang dipelihara;
d

usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
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(4)

(1)

(2)
(3)

(2)

(1)
(2)

(3)

(1)

e. rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui.

Dalam melaksanakan penelaahan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat
Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk
menyiapkan dan memberikan pertirabangan terhadap kebenaran dan
kelengkapan usulan RKBMD Pemeliharaan.

Pasal 14

Hasil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah dari
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)
ditandatangani oleh Pengelola Barang.

Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan berdasarkan hasil
penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dengan jangka waktu
kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 15

RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan

RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah dari Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan menjadi
RKBMD pemerintah daerah oleh Pengelola Barang.

RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan paling lambet pada semester dua.

Bagian Keenam
Penyusunan Perubahan RKBMD

Pasal 16
Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD.

Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sebelum penyusunan Perubahan APBD.

Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai

dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan
perubahan RKBMD.

Bagian Ketujuh
Penyusunan RKBMD Untuk Kondisi Darurat

Pasal 17

Dalam hal setelah batas akhir penvampaian RKBMD terdapat kondisi
darurat, pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new
initiative) dan penyediaan anggaran angka dasar (baseline) dalam rangka
rencana pengadaan dan/atau rencana pemeliharaan barang milik daerah
dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana
alam dan gangguan keamanan skala besar.
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(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang
bersamaan dengan penyampaian RKEMD Perubahan dan/atau RKBMD

tahun berikutnya.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengelola
Barang sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam penelaahan atas
RKBMD yang disampaikan oleh Pengguna Barang bersangkutan pada
APBD Perubahan tahun anggaran berkenaan dan/atau APBD tahun

anggaran berikutnya.

BAB IV
PENGADAAN

Pasal 18

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip
efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang
milik daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang milik daerah untuk
ditetapkan status penggunaannya.

Laporan hasil pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), terdiri dari laporan hasil pengadaan triwulan, semesteran
dan tahunan.

BAB V
PENGGUNAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Penggunaan barang milik daerah meliputi:

a.

b
(A
d

(1)

Penetapan status penggunaan barang milik daerah;
Pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
Penggunaan sementara barang milik daerah; dan

Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan

oleh pihak lain.

Bagian Kedua
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Paragraf 1
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Oleh Bupati
Pasal 21

Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan
perolehan lainnya yang sah kepada Bupati.
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen
penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan.

Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan seccara tertulis oleh
Pengguna Barang kepada Bupati.

Bupati menerbitkan keputusan penectapan status penggunaan barang
milik daerah setiap tahun.

Pasal 22

Pengajuan permohonan penectapan status penggunaan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) disertai dokumen.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik
daerah berupa tanah yaitu fotokopi sertifikat.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik
daerah berupa bangunan yang dipero.eh dari APBD yaitu:

a. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
b. fotokopi dokumen perolehan.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik
daerah berupa bangunan yang dipero.eh dari perolehan lainnya yang sah
sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik
daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu:

a. fotokopi sertifikat;
b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
c. fotokopi dokumen perolehan.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik
daerah berupa tanah dan bangunan dari perolehan lainnya yang sah
sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik
daerah selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen yaitu :

a. fotokopi dokumen kepemilikan; dan/atau
b. fotokopi dokumen perolehan.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik
daerah yang dari awal pengadaan direncanakan untuk dilakukan

pemindahtanganan dengan cara penyertaan modal pemerintah daerah
yaitu:

a. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran;

b. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk barang milik daerah berupa
tanah;

c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk barang milik daerah
berupa bangunan; dan/atau

d. fotokopi dokumen perolehan.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

Pasal 23

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(2) dan ayat (5) huruf a, apabila barang milik daerah berupa tanah belum
memiliki fotokopi sertifikat, maka cokumen dimaksud dapat diganti
dengan:

a. akta jual beli;
girik;

o

o letter C;

d. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah;

e. surat keterangan lurah atau kepala desa, jika ada;

f.  berita acara penerimaan terkait perolehan barang; atau
g. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(3) apabila barang milik daerah berupa bangunan belum memiliki IMB
dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari
Pengguna Barang yang menyatakan bahwa bangunan tersebut
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(5) apabila barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang
diperoleh dari APBD belum memiliki sertifikat, IMB, dan dokumen
perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang
yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk
penyelenggaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(7) apabila barang milik daerah berupa selain tanah dan bangunan yang
diperoleh dari APBD belum memiliki dokumen kepemilikan, maka
dokumen dimaksud dapat diganti dengan surat pernyataan dari
Pengguna Barang yang menyatakan bahwa barang milik daerah selain
tanah dan/atau bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaran
tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(8) huruf b, huruf ¢, dan huruf d belum ada, maka pengajuan usul
permohonan penerbitan status penggunaan disertai surat pernyataan
dari Pengguna Barang bersangkutar yang menyatakan bahwa barang
tersebut adalah barang milik daerah yang dari awal pengadaannya
direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara
penyertaan modal pemerintah daerah.

Barang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan tetap
harus menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan meskipun telah
ditetapkan status penggunaan barang milik daerah.

Pasal 24

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapan

status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.
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(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang
yang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan
barang milik daerah; dan/atau

b. melakukan pengecekan lapangan

Kegiatan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan serta barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan
yang memiliki dokumen kepemilikan atau dokumen lain yang sah.

Pasal 2§

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1), Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah.

Status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Bupati melalui Pengelola

Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai
alasan.

Paragraf 2
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
oleh Pengelola Barang

Pasal 26

Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang selain tanah
dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu berdasarkan kewenangan
yang didelegasikan oleh Bupati.

Penetapan status penggunaan barang oleh Pengelola Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme:

a. Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD
dan perolehan lainnya yang sah kepada Pengelola Barang.

b. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan
dokumen penerimaan barang pacla tahun anggaran yang berkenaan.

c. Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah

diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola
Barang.

Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

Terhadap pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang
milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penelitian
sebagaimana ketentuan Pasal 24.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang milik daerah.
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(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Per}gelols_l Barang
menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.

Bagian Ketiga
Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
Pasal 27
Barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaan.

Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan:

a. Inisiatif dari Bupati; dan

b. Permohonan dari Pengguna Barang lama.

Pasal 23

Pengalihan status penggunaan barang milik daerah berdasarkan inisiatif
dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a,
dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna
Barang.

Pengalihan status penggunaan berang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, dari Pengguna Barang kepada

Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
dilakukan berdasarkan persetujuan Bupati.

Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan terhadap barang milik daerah yang berada dalam penguasaan

Pengguna Barang dan tidak digunakan oleh Pengguna Barang yang
bersangkutan.

Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan tanpa kompensasi dan tidek diikuti dengan pengadaan barang
milik daerah pengganti.

Pasal 29

Pengalihan status penggunaan barang milik daerah berdasarkan
permohonan dari Pengguna Barang lama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan pengajuan permohonan
secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Bupati.

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:

a. data barang millk daerah yang akan dialihkan status
penggunaannya,

b. calon Pengguna Barang baru; dan

penjelasan serta pertimbangan pengalihan status penggunaan
barang milik daerah.

Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
antara lain:

a. kode barang;

b. kode register;
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(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

nama barang;
jumlah;

jenis;

nilai perolehan;
nilai penyusutan;
nilai buku;
lokasi;

=2 I -

="y
.

j.  luas; dan
k. tahun perolehan.
Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:

a. fotokopi daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3);

b. surat pernyataan yang memuat kesediaan calon Pengguna Barang

baru untuk menerima pengalihan barang milik daerah dari Pengguna
Barang lama.

Pasal 30

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan pengalihan
status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang

yang mengajukan permohonan pengalihan status penggunaan
barang milik daerah; dan

b. meminta konfirmasi kepada calon Pengguna Barang baru.

Pasal 31

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30,

Bupati memberikan persetujuan penzalihan status penggunaan barang
milik daerah.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat
Persetujuan Bupati.

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat:

a. data barang milik daerah yang akan dialihkan status
penggunaannya,

b. Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru; dan
c. kewajiban Pengguna Barang lama.

18



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

Kewajiban Pengguna Barang lama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c, yaitu:

a. melakukan serah terima barang milik daerah kepada Pengguna
Barang baru yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Serah

Terima (BAST); dan

b. melakukan penghapusan terhadap barang milik daerah yang telah
dialihkan dari daftar barang pada Pengguna Barang berdasarkan
surat keputusan penghapusan barang.

Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Bgrang
sebagaimana dimaksud dalam Pasa. 29 ayat (1), Bupap menerbitkan
surat penolakan kepada Pengguna Barang dengan disertai alasan.

Pasal 32

Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (2), Pengguna Barang lama melakukan serah terima barang milik
daerah kepada Pengguna Barang baru.

Serah terima barang milik daerah kepada Pengguna Barang baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak
persetujuan alih status penggunaan barang milik daerah yang dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Berdasarkan Berita Acara Serah Ter:ma (BAST) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pengguna Barang lama melakukan usulan penghapusan
kepada Pengelola Barang atas barang milik daerah yang dialihkan status
penggunaannya kepada Pengguna Barang baru dari daftar barang pada
Pengguna Barang.

Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1
(satu) minggu sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).

Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Pengelola Barang.

Pasal 33

Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (2) dan Keputusan Pengelola Barang tentang penghapusan barang
milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) dilaporkan
kepada Bupati dengan tembusan keoada Pengguna Barang baru paling
lama 1 (satu) minggu sejak keputusan penghapusan ditetapkan.

Pengguna Barang dalam penatausahaan barang milik daerah melakukan
pencatatan berdasarkan persetujuan Bupati, Berita Acara Serah Terima

(BAST), dan keputusan penghapusan barang milik daerah.

Bagian Keempat
Penggunaan Sementara BEarang Milik Daerah

Pasal 34

Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada
Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang
lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status
penggunaan barang milik daerah tersebut setelah terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan Bupati.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

Penggunaan sementara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan untuk jangka waktu:

a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk barang
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;

b. paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk barang
milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Penggunaan sementara barang milik daerah dalam jangka waktu kurang
dari 6 (enam) bulan dilakukan tanpa persetujuan Bupati.

Pasal 35

Penggunaan sementara barang milik daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang
dengan Pengguna Barang sementara.

Biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka
waktu penggunaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang
menggunakan sementara barang milik daerah.

Pasal 356

Permohonan penggunaan sementara barang milik daerah diajukan secara
tertulis kepada Bupati.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. data barang milik daerah yang a<xan digunakan sementara;

b. Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara barang milik
daerah; dan

c. penjelasan serta pertimbangan penggunaan sementara barang milik
daerah.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi
dokumen:

a. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan barang milik
daerah; dan

b. fotokopi surat permintaan periggunaan sementara barang milik
daerah dari Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara
barang milik daerah kepada Pengguna Barang.

Pasal 37

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan
permohonan penggunaan sementara barang milik dacrah; dan

b. meminta konfirmasi dan klarifizasi kepada Pengguna Barang yang
akan menggunakan sementara barang milik daerah.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

3)

Pasal 38

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(1), Bupati memberikan persetujuan atas penggunaan sementara barang
milik daerah.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menerbitkan surat persetujuan Bupati.

Surat persetujuan sebagaimana dimeksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:

a. data barang milik daerah yang akan digunakan sementara;

b. Pengguna Barang yang menggunakan sementara barang milik
daerah;

c. kewajiban Pengguna Barang yang menggunakan sementara barang
milik daerah untuk memelihara dan mengamankan barang milik
daerah yang digunakan sementara;

d. jangka waktu penggunaan sementara;

e. pembebanan biaya pemeliharaan; dan

Lt

kewajiban Pengguna Barang untuk menindaklanjuti dalam
perjanjian.

Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (1), Bupati menerbitkan surat penolakan kepada
Pengguna Barang disertai alasan.

Pasal 39

Apabila jangka waktu penggunaan sementara atas barang milik daerah
telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), maka:

a. Pengguna Barang sementara mengembalikan barang milik daerah
kepada Pengguna Barang; atau

b. dilakukan pengalihan status penggunaan kepada Pengguna Barang
yang menggunakan sementara barang milik daerah.

Mekanisme pengalihan status penggunaan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 berlaku
mutatis mutandis terhadap mekanisme pengalihan status penggunaan

kepada pengguna sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b.

Pasal 40

Pengguna Barang Sementara dapat mengajukan permohonan

perpanjangan waktu penggunaan sementara atas barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).

Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
Pengguna Barang kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
jangka waktu penggunaan sementara barang milik daerah berakhir.

Mekanisme pengajuan permohonan, penelitian, persetujuan, dan
penetapan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai
dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme
pengajuan permohonan, penelitian, persetujuan dan penetapan oleh

Bupati terhadap perpanjangan penggunaan sementara barang milik
daerah.
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Bagian Kelima

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

Oleh Pihak Lain

Pasal 41

Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada
Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain.

Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka
menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi PERANGKAT
DAERAH terkait.

Penggunaan barang milik daerah unatuk dioperasikan oleh pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian antara
Pengguna Barang dengan pimpinan pihak lain.

Biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka
waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak
lain dibebankan pada pihak lain yang mengoperasikan barang milik
daerah.

Pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah dilarang melakukan
pengalihan atas pengoperasian bareng milik daerah tersebut kepada
pthak lainnya dan/atau memindahtangankan barang milik daerah
bersangkutan.

Bupati dapat menarik penetapan status barang milik daerah untuk
dioperasikan oleh pihak lain dalam hal pemerintah daerah akan

menggunakan kembali untuk penyelenggaraan pemerintah daerah atau
pihak lainnya.

Pasal 42

Permohonan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh

pihak lain diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang bersangkutan
kepada Bupati.

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:

a. data barang milik daerah;

b. pihak lain yang akan menggunakan barang milik daerah untuk
dioperasikan,;

c. jangka waktu penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan
oleh pihak lain;

d. penjelasan serta pertimbangan penggunaan barang milik daerah
yang dioperasikan oleh pihak lain; dan

e. materi yang diatur dalam perjanjian.

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dokumen:

a. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan barang milik
daerah;

b. fotokopi surat permintaan pengoperasian dari pihak lain yang akan
mengoperasikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang; dan
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(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

c. fotokopi surat pernyataan dari pihak lain yang akan mengoperasikan
barang milik daerah kepada Pengguna Barang.

Surat pernyataan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢, merupakan pernyataan pihak lain yang memuat:

a. barang milik daerah yang akan dioperasionalkan dalam rangka
pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit
Kerja;

b. menanggung seluruh biaya pemeliharaan barang milik daerah yang
timbul selama jangka waktu pengoperasian barang milik daerah;

c. tidak mengalihkan pengoperasian dan/atau pemindahtanganan

barang milik daerah selama jangka waktu pengoperasian barang
milik daerah; dan

d. mengembalikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang,
apabila jangka waktu pengoperasian barang milik daerah telah
selesai.

Pasal 43

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan
barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimena dimaksud pada ayat (2) belum
mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan

permohonan penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan
oleh pihak lain;

b. meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak lain yang akan
mengoperasikan barang milik daerah;

c. mencari informasi dari sumber lainnya;

d. melakukan pengecekan lapangan dengan mempertimbangkan
analisis biaya dan manfaat.

Pasal 44

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat

(2), Bupati menetapkan penggunaan barang milik daerah untuk
dioperasikan oleh pihak lain,

Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat:

a. data barang milik daerah;

b. jangka waktu penggunaan barang millk daerah untuk
dioperasionalkan pihak lain;

c. pihak lain yang akan mengoperasionalkan barang milik daerah;
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(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

(3)

d. kewajiban pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah; dan
e. kewajiban Pengguna Barang.

Kewajiban pihak lain yang mengoperasikan barang milils daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, antara lain memelihara dan
mengamankan barang milik daerah yang dioperasikan.

Kewajiban Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

e, meliputi:

a. menindaklanjuti penggunaan barang milik daerah untuk
dioperasikan oleh pihak lain dengan perjanjian; dan

b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang milik
daerah yang dioperasikan oleh pihak lain.

Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Bupati menerbitkan
surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.

Pasal 45

Penggunaan barang milik daerah oleh Pengguna Barang untuk
dioperasikan oleh pihak lain dituangkan dalam perjanjian yang
ditandatangani oleh Pengguna Barang dengan pihak lain.

Perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh
pihak lain sebagaimana dimaksud paca ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun
dan dapat diperpanjang.

Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan setelah diterbitkannya Keputusan Bupati.

Pasal 45

Perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasa 45 ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat:

o & B § o

R

(1)

data barang milik daerah yang menjadi objek;
Pengguna Barang;

pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah;
peruntukan pengoperasian barang milik daerah;
jangka waktu pengoperasian barang milik daerah;

hak dan kewajiban Pengguna Barang dan pihak lain yang
mengoperasikan barang milik daerah, termasuk kewajiban pihak lain

tersebut untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik
daerah;

pengakhiran pengoperasian barang milik daerah; dan
penyelesaian perselisihan.

Pasal 47

Pengguna Barang dapat melakukan perpanjangan penggunaan barang
milik daerah untuk dioperasikan olel pihak lain.
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(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Pengguna
Barang kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu
penggunaan barang milik daerah beraxhir.

(3) Ketentuan Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 berlaku mutatis mutandis
pada mekanisme permohonan, penclizian, dan penetapan perpanjangan
jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh
pihak lain.

Pasal 48

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penggunaan barang
milik daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

(1) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain
berakhir apabila:

a. berakhirnya jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk
dioperasikan oleh pihak lain, sebagaimana tertuang dalam
perjanjian;

b. perjanjian diakhiri secara sepihak oleh Pengguna Barang;

c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Perjanjian diakhiri secara sepihak olesh Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila:

a. pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah tidak
memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian; atau

b. terdapat kondisi yang mengakibatkan pengakhiran penggunaan
barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana
dituangkan dalam perjanjian.

(3) Dalam melakukan pengakhiran pengoperasian barang milik daerah yang
didasarkan pada kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna
Barang meminta persetujuan Bupati.

Pasal 50

(1) Pada saat jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk
dioperasikan oleh pihak lain telah berakhir, pihak lain yang
mengoperasikan barang milik daerah mengembalikan barang milik

daerah tersebut kepada Pengguna Barang dengan Berita Acara Serah
Terima (BAST).

(2) Pengguna Barang melaporkan berakhirnya penggunaan barang milik
daerah untuk dioperasikan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada Bupati paling lama 1 (setu) bulan sejak ditandatanganinya
Berita Acara Serah Terima (BAST)), dengan melampirkan fotokopi Berita
Acara Serah Terima (BAST).
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a.

b
c
d

BAB VI

PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 51
Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa:
Sewa;
Pinjam Pakai;
KSP;
BGS atau BSG; dan
KSPI.

€.

(1)

(2)

(3)

Pasal 52
Objek pemanfaatan barang milik daerah meliputi:
a. tanah dan/atau bangunan; dan
b. selain tanah dan/atau bangunan.

Objek pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan
untuk sebagian atau keseluruhannya.

Dalam hal objek pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas tanah
dan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan barang milik
daerah adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang
dimanfaatkan.

Bagian Kedua
Mitra Pemanfaatan

Pasal 53

Mitra Pemanfaatan meliputi:

a.
b.

penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Sewa;

peminjam pakai, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk
Pinjam Pakai;

mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSP;

mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan barang milik daerahdalam bentuk
BGS/BSG; dan

mitra KSPI, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSPI.

Pasal 54

Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memiliki tanggung
jawab:

a.

melakukan pembayaran atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai
bentuk pemanfaatan;
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b. menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk
pemanfaatan,;

c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang milik daerah
yang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan barang
milik daerah;

d. mengembalikan barang milik daerah setelah berakhirnya pelaksanaan;
dan

e. memenuhi kewajiban lainnya yarg ditentukan dalam perjanjian
pemanfaatan barang milik daerah.

Bagian Ketiga
Pemilihan dan Penetapan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Pasal 55

Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip:
a. dilaksanakan secara terbuka;
b. sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
c. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah,;
d

dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal dan
kompeten,;

tertib administrasi; dan

44

f.  tertib pelaporan.

Pasal 55

(1) Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada Pengelola
Barang atau BGS/BSG terdiri atas:

a. Pengelola Barang; dan
b. panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola Barang.

(2) Pelaksana pemilihan mitra pemanfeatan berupa KSP pada Pengguna
Barang terdiri atas:

a. Pengguna Barang; dan

b. panitia pemilihan, yang dibentulk oleh Pengguna Barang.

Pasal 57
(1) Pemilihan mitra dilakukan melalui Tender.

(2) Dalam hal objek pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan barang milik

daerah yang bersifat khusus, pemilinan mitra dapat dilakukan melalui
Penunjukan Langsung.

Pasal 58

(1) Dalam pemilihan mitra Pemanfaatan KSP atau BGS/BSG, Pengelola

Barang/Pengguna Barang memiliki tugas dan kewenangan sebagai
berikut:
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(2)

(1)

(2)

a. menetapkan rencana umum pemilihan, antara lain persyaratan
peserta calon mitra dan prosedur kerja panitia pemilihan;

b. menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang meliputi:
1. kemampuan keuangan,
2. spesifikasi teknis; dan
3. rancangan perjanjian.

c. menetapkan panitia pemilihan;
menetapkan jadwal proses pemil han mitra berdasarkan usulan dari
panitia pemilihan;

e. menyelesaikan perselisihan antara peserta calon mitra dengan
panitia pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;

f. membatalkan Tender, dalam hal:

1. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau menyimpang dari
dokumen pemilihan;

2. pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi, korupsi,
nepotisme yang melibatkan panitia pemilihan ternyata terbukti
benar;

g. menetapkan mitra,

h. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemilihan
mitra; dan

i. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan mitra kepada Bupati.

Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dalam hal diperlukan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dapat:

a. menetapkan Tim pendukung; dan/atau

b. melakukan tugas dan kewenangan lain dalam kedudukannya selaku
Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Pasal 59
Panitia pemilihan sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.

Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
berjumlah gasal ditetapkan sesuai kebutuhan, paling sedikit 5 (lima)
orang, yang terdiri atas:

a. unsur dari Pengelola Barang dan dapat mengikutsertakan unsur dari
Perangkat Daerah/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan
mitra pemanfaatan KSP barang milik daerah pada Pengelola Barang;

b. unsur dari Pengguna Barang dan dapat mengikutsertakan unsur
dari Perangkat Daerah/unit kerja lain yang kompeten, untuk
pemilihan mitra pemanfaatan KSP barang milik daerah pada
Pengguna Barang; dan
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(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

c. unsur dari Pengelola Barang serta dapat mengikutsertakan unsur
dari Perangkat Daerah/unit kerja lain yang kompeten, untuk
pemilihan mitra BGS/BSG.

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh:

a. Unsur dari Pengelola Barang, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan
KSP barang milik daerah pada Pengelola Barang atau BGS/BSG; dan

b. unsur dari Pengguna Barang, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan
KSP barang milik daerah pada Fengguna Barang.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilarang ditunjuk dalam
keanggotaan panitia pemilihan.

Pasal €0

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai panitia
pemilihan:

a. memiliki integritas, yang dinyatakan dengan pakta integritas;

b. memiliki tanggung jawab dan pengetahuan teknis untuk
melaksanakan tugas;

c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pengelolaan barang
milik daerah;

d. mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas; dan
e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
meliputi:

a. berstatus Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah dengan golongan
paling rendah II/b atau yang setara;

b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan

memiliki kemampuan  kerja secara  berkelompok dalam
melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

Pasal 61
Tugas dan kewenangan panitia pemilihan meliputi:

a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra dan
menyampaikannya kepada Perigelola Barang/ Pengguna Barang
untuk mendapatkan penetapan;

b. menctapkan dokumen pemilihar;

mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media massa
nasional dan di website pemerintah daerah masing-masing;

d. melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra;

melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran
yang masuk;

f. menyatakan tender gagal;
g. melakukan tender dengan peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;

h. melakukan negosiasi dengan calon mitra dalam hal tender gagal atau
pemilihan mitra tidak dilakukan melalui tender;
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(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

i, mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil tender/seleksi
langsung/penunjukan langsung kepada Pengelola Barang/
Pengguna Barang;

j.  menyimpan dokumen asli pemilihan;

k. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil
pemilihan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang; dan

.  mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan
materi perjanjian kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang, dalam
hal diperlukan.

Perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, dilaksanakan setelah
mendapat persetujuan dari Bupati untuk barang milik daerah yang
usulan pemanfaatannya atas persetujuan Bupati.

Perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, dilaksanakan setelah
mendapat persetujuan dari Pengelole Barang untuk barang milik daerah
yang usulan pemanfaatannya atas persetujuan Pengelola Barang.

Pasal €62

Pemilihan mitra yang dilakukan melalui mekanisme tender, calon mitra
Pemanfaatan KSP dan/atau BGS/BSG wajib memenuhi persyaratan
kualifikasi sebagai berikut:

a. Persyaratan administratif sekurang-kurangnya meliputi:
1. berbentuk badan hukum;
2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. membuat surat Pakta Integritas;
4

menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen
pendukungnya; dan

5. memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas.
b. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi:
1. cakap menurut hukum;

2. tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/ jasa
Pemerintah;

3. memiliki keahlian, pengaleman, dan kemampuan teknis dan
manajerial; dan

4. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas
lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pejabat/pegawai pada pemerintah daerah atau pihak yang memiliki
hubungan keluarga, baik dengan Pengelola Barang/Pengguna Barang,
Tim pemanfaatan, maupun panitia pemilihan, sampai dengan derajat
ketiga dilarang menjadi calon mitra.

Pasal 63

Pengelola Barang/Pengguna Barang menyediakan biaya untuk persiapan
dan pelaksanaan pemilihan mitra yang dibiayai dari APBD, yang meliputi:

a. honorarium panitia pemilihan mitra;
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(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

b. biaya pengumuman, termasuk biaya pengumuman ulang;
biaya penggandaan dokumen; dan

biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
pemilihan mitra.

Honorarium panitia pemilihan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Tender

Paragraf’ 1
Umum
Pasal 64

Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan barang milik
daerah kepada mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan pemanfaatan
barang milik daerah yang efisien, efektif, dan optimal.

Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
tahapan:

a. pengumumarn,

&

pengambilan dokumen pemilihan;
pemasukan dokumen penawaran;
pembukaan dokumen penawaran;
penelitian kualifikasi;

pemanggilan peserta calon mitra;

pelaksanaan tender; dan

S m oo oo

pengusulan calon mitra.

Paragraf 2
Pengumuman
Pasal 65

Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan tender di media
massa nasional sekurang-kurangnya melalui surat kabar harian nasional
dan website pemerintah daerah.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling
sedikit 2 (dua) kali.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya
memuat:

a. nama dan alamat Pengelola Barang/Pengguna Barang;
identitas barang milik daerah objek pemanfaatan;
bentuk pemanfaatan;

peruntukan objek pemanfaatan; dan

o oo T

jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Paragraf 3
Pengambilan Dokumen Pemilihan

Pasal 66

Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pcmilihar'n secara
langsung kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari website
sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.

Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan
pengambilan dokumen pemilihan.

Paragral 4
Pemasukan Dokumen Penawaran

Pasal 67

Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan secara
langsung kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari website
sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.

Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan
pengambilan dokumen pemilihan.

Paragra’ 5
Pembukaan Dokumen Penawaran

Pasal €68

Pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara terbuka di hadapan

peserta calon mitra pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam
dokumen pemilihan.

Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh panitia pemilihan dan 2 (dua) orang saksi dari peserta
calon mitra yang hadir.

Paragra’ 6
Penelitian Kualifikasi

Pasal €9

Panitia pemilihan melaksanakan penelitian kualifikasi terhadap peserta
calon mitra yang telah mengajukan dokumen penawaran secara lengkap,
benar, dan tepat waktu untuk memperoleh mitra yang memenuhi
kualifikasi dan persyaratan untuk mengikuti tender pemanfaatan.

Hasil penelitian kualifikasi dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh panitia pemilihan.

Paragrafl 7
Pemanggilan Peserta Calon Mitra

Pasal 70

Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon mitra yang
dinyatakan lulus kualifikasi untuk mergikuti pelaksanaan tender melalui
surat tertulis dan/atau surat elektronik (e-mail).

32



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Paragrai 8
Pelaksanaan Tender

Pasal 71

Tender dilakukan untuk mengalokas kan hak pemanfaatan barang milik
daerah berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh
Pengelola Barang/Pengguna Barang kepada mitra yang tepat dari peserta
calon mitra yang lulus kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ayat (1).

Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang
terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan
penawaran.

Hasil tender dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh
panitia pemilihan dan calon mitra selaku pemenang tender.

Paragral 9
Pengusulan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan
Pasal 72

Pengusulan pemenang tender sebagai calon mitra pemanfaatan
disampaikan secara tertulis oleh panitia pemilihan kepada Pengelola
Barang/Pengguna Barang berdasarkan berita acara hasil tender.

Usulan sebagaimana dimaksud pacda ayat (1) melampirkan dokumen
pemilihan.

Pasal 73

Pengelola Barang/Pengguna Barang menetapkan keputusan pemenang tender
sebagai mitra pemanfaatan berdasarkan wusulan panitia pemilihan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1).

(1)

(2)

(1)

Paragraf 10
Tender Gagal

Pasal 74

Panitia pemilihan menyatakan tender gagal apabila:

a. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;

b. ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

c. dokumen pemilihan tidak sesua. dengan Peraturan Menteri ini; atau

d. calon mitra mengundurkan diri.
Apabila tender gagal, tidak diberiken ganti rugi kepada peserta calon

mitra.

Paragraf 11
Tender Ulang

Pasal 75

Panitia pemilihan menyatakan tender ulang apabila:

a. Tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat

(1); atau
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(3) Usulan sebagaimana dimaksud paca ayat (2} disertai dengan dasar
pertimbangan dan melampirkan dokumen pemilihan.

Paragraf 13
Penunjukkan Langsung

Pasal 79
(1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 75 ayat (2), peserta calon mitra yang mengajukan penawaran
hanya terdiri atas 1 (satu) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan
tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan penunjukan langsung.

(2) Penunjukan langsung dilakukan terhadap 1 (satu) calon mitra yang
mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Proses tahapan seleksi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
berlaku mutatis mutandis terhadap proses dalam tahapan penunjukan
langsung.

Pasal 80

Tahapan penunjukkan langsung dan proses dalam tahapan penunjukkan
langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3), berlaku

mutatis mutandis terhadap penunjukkan langsung pada KSP atas barang
milik daerah yang bersifat khusus sebagaimnana dimaksud dalam Pasal 57 ayat
(2).

Bagian Kelima
Sewa

Paragraf 1
Umum
Pasal 81
(1) Penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan:

a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah vyang
belum/tidak dilakukan pengguriaan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang
tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau

c. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara
tidak sah.

(2) Penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan
pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 82
(1) Barang milik daerah yang dapat disewa berupa:

a. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna
Barang kepada Bupati;

b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh
Pengguna Barang; dan/atau
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(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

(4)

c. selain tanah dan/atau bangunari.

Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurpf a,
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan
Bupati.

Sewa barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan huruf c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat
persetujuan dari Pengelola Barang.

Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah, meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;

b. Badan Usaha Milik Daerah;

c. Swasta; dan

d. Badan hukum lainnya.

Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ¢, antara lain:
perorangan;

persekutuan perdata;

persckutuan firma;

persekutuan komanditer;

perseroan terbatas;

lembaga/organisasi internasional/asing;

yayasan; atau

SR &M A0 TP

koperasi.
Paragraf 2
Jangka Waktu Sewa
Pasal 83

Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak
ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.

Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:

a. kerja sama infrastruktur;

b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa
lebih dari 5 (lima) tahun; atau

c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Jangka waktu sewa barang milik daerah untuk kegiatan dengan
karakteristik usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima) tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan

perhitungan hasil kajian atas Sewa yang dilakukan oleh pihak yang
berkompeten.

Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung
berdasarkan periodesitas Sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:

a. per tahun;
b. per bulan;

c. per hari; dan
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d. perjam.

(5) Jangka waktu sewa barang milik daerah dalam rangka kerja sama
infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling lama
10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Pasal 84

Lingkup pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka kerja sama
infrastruktur dapat dilaksanakan melalui sewa mempedomani ketentuan
perundang-undangan.

Paragraf 3
Formula Tarif/Besaran Sewa
Pasal 85
(1) Formula tarif/besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati:
a. untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan

b. untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan
dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik
daerah.

(2) Besaran sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran nilai
nominal sewa barang milik daerah yang ditentukan.

(3) Besaran sewa atas barang milik daerah untuk KSPI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a, atau untuk kegiatan dengan
karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima)
tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b, dapat
mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis
infrastruktur.

(4) Mempertimbangkan nilai keekonomian, sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/ kemampuan
membayar (ability to pay) masyarakat dan/atau kemauan membayar
(willingness to pay) masyarakat.

Pasal 856
Formula tarif sewa barang milik daerah merupakan hasil perkalian dari:
a. tarif pokok sewa; dan

b. faktor penyesuai sewa.

Pasal 87

(1) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, adalah
hasil perkalian antara nilai indeks barang milik daerah dengan luas tanah
dan/atau bangunan dan nilai wajar tanah dan/atau bangunan

(2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan untuk:
a. barang milik daerah berupa tanah;
b. barang milik daerah berupa bangunan;
¢. barang milik daerah berupa sebzgian tanah dan bangunan; dan
d

barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

Tarif pokok sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf ¢ dapat
termasuk formula sewa barang milik cdlaerah berupa prasarana bangunan.

Tarif pokok sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 88

Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a, merupakan hasil perkalian
dari:

a. faktor variabel sewa tanah,

b. luas tanah (Lt); dan

c. nilai tanah (Nt).

Faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
besarannya ditetapkan oleh Bupati.

Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung
berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.

Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, merupakan nilai
wajar atas tanah.

Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dalam meter
persegi.

Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian tanah, maka luas tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar luas bagian tanah
yang disewakan.

Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak
terhadap bagian tanah yang lainnya, maka luas tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini
terkena dampak pemanfaatan tersebut.

Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dalam rupiah
per meter persegi.

Pasal 89

Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b, merupakan hasil
perkalian dari:

a. faktor variabel sewa bangunan;
b. luas bangunan (lb); dan
c. nilai bangunan.

Dalam hal sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif
pokok sewa bangunan ditambahkan tarif pokok sewa prasarana
bangunan.

Faktor variabel sewa bangunan secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, ditetapkan oleh Bupati.

Luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan
luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.

Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, merupakan
nilai wajar atas bangunan.
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(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Dalam hal bangunan yang disewaken hanya sebagian dari bangunan,
maka luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
adalah sebesar luas lantai dari bagiar. bangunan yang disewakan.

Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang disewakan memiliki
dampak terhadap bagian bangunan vang lainnya, maka luas bar?gunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) auruf b, dapat ditambahkan Jumlak}
tertentu dari luas bangunan yang diyakini terkena dampak dari
pemanfaatan tersebut.

Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihitung
dalam rupiah per meter persegi.

Pasal 90

Tarif pokok sewa untuk prasarana bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 ayat (2) merupakan hasil perkalian dari:

a. faktor variabel sewa prasarana bangunan; dan
b. nilai prasarana bangunan (Hp).

Faktor variabel sewa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, ditetapkan sama besar dengan faktor variabel sewa
bangunan.

Nilai prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan nilai wajar atas prasarana bangunan.

Nilai prasarana bangunan dihitung dalam rupiah.

Pasal 91

Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c,
merupakan hasil penjumlahan dari:

a. tarif pokok sewa tanah; dan
b. tarif pokok sewa bangunan.

Penghitungan tarif pokok sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 88.

Penghitungan tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 89.

Pasal €2

Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b
meliputi:

a. Jjenis kegiatan usaha penyewa;
b. bentuk kelembagaan penyewa; can
c. periodesitas sewa.

Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dalam persentase.

Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Bupati.
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Paragraf 4
Jenis Kegiatan Usaha Penyewa

Pasal 93

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimara dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)
huruf a, dikelompokkan atas:

a.
b.
c.

(1)

(2)

(3)

(1)

kegiatan bisnis;
kegiatan non bisnis; dan
kegiatan sosial.

Pasal 94

Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf

a, diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari
keuntungan, antara lain:

a. perdagangan;
b. jasa; dan
c. industri.

Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93
huruf b, diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang
atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:

a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah
tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun
immateril;

b. penyelenggaraan pendidikan nasional;

c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan
dalam rangka menunjang tugas can fungsi Pengguna Barang; dan

d. Kkegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.

Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf ¢
diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas

barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari
keuntungan, antara lain:

a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau
tidak terdapat potensi keuntungan;

b. kegiatan sosial;

c. kegiatan keagamaan;

d. kegiatan kemanusiaan,;

e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

Paragraf 5
Perjanjian Sewa

Pasal 95

Penyewaan barang milik daerah dituengkan dalam perjanjian sewa yang
ditandatangani oleh penyewa dan:
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola
Barang; dan

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada
Pengguna Barang.

Perjanjian sewa sebagaimana dimaxksud pada ayat (1), paling sedikit
memuat:

a. dasar perjanjian;

b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
d. besaran dan jangka waktu sewa termasuk periodesitas sewa;
e

tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan
selama jangka waktu sewa;

f. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan
kategori bentuk kelembagaan penyewa;

g. hak dan kewajiban para pihak; dan
h. hal lain yang dianggap perlu.

Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa
ditanggung penyewa.

Paragraf 6
Pembayaran Sewa

Pasal 96

Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan
seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling
lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa
barang milik daerah.

Pembayaran uang sewa sebagaimara dimaksud pada ayat (2), dapat
dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara
penerimaan atau menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah.

Pembayaran uang sewa sebagaimane dimaksud pada ayat (2), dan ayat
(3) dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu

dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari
perjanjian sewa.

Pasal 97

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat
(2), penyetoran uang sewa barang milik daerah untuk KSPI dapat
dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.

Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilaporkan kepada Bupati.
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(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

Penyetoran uang sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam perjanjian Sewa.

Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara bertahap sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhitungkan nilai
sekarang dari setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran sewa
barang milik daerah hasil perhitungan sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 92.

Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta
masukan dari Penilai.

Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara bertahap sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan sepanjang penyewa tidak memiliki
kemampuan yang cukup dari aspek finansial untuk membayar secara
sekaligus dibuktikan dengan surat pernyataan.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani
oleh penyewa yang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai
ketidakmampuan tersebut dan pernyataan tanggung jawab untuk
membayar lunas secara bertahap.

Paragraf 7
Perpanjangan Jangka Waktu Sewa

Pasal 98

Jangka waktu sewa barang milik daerah dapat diperpanjang dengan
persetujuan:

a. Bupati, untuk barang milik dasrah yang berada pada Pengelola
Barang; dan

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada
Pengguna Barang.

Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu
sewa kepada:

a. Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang; dan

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna
Barang.

Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan ketentuan:

a. untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan
perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan
sebelum berakhirnya jangka waktu sewa,

b. untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan harus
disampaikan paling lambat 3 [tiga) bulan sebelum berakhirnya
jangka waktu sewa,

c. untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan harus
disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya
jangka waktu sewa;

d. untuk periodesitas sewa per hari atau per jam, permohonan harus
disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
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(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b
diajukan dengan melengkapi persyara:an sebagaimana permohonan sewa
pertama kali.

(5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan
dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan sewa baru.

(6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 ayat (5) dilakukan dernigan mempertimbangkan:

a. karakteristik jenis infrastruktur;
b. kebutuhan penyediaan infrastruktur;
c. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam peraturan
perundang-undangan; dan
d. pertimbangan lain dari Bupati.
Paragraf 8
Pengakhiran Sewa
Pasal 99

Sewa berakhir apabila:

a. Berakhirnya jangka waktu sewa;

b. Berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan
pencabutan persetujuan sewa oleh Bupati atau Pengelola Barang;

c. Bupati atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka
pengawasan dan pengendalian; dan

d. Ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

(1) Penyewa wajib menyerahkan barang milik daerah pada saat berakhirnya
sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai
fungsi dan peruntukannya.

(2) Penyerahan barang milik daerah sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

(3) Pengelola_ 'Barang/ Penggung Barang harus melakukan pengecekan
barang milik daerah yang disewakan sebelum ditandatanganinya Berita
Acara Serah Terima (BAST) guna memastikan kelayakan kondisi barang
milik daerah bersangkutan.

(4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana

(1)

dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban penyewa
dipenubhi.

Paragraf 9
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengelola Barang

Pasal 101

Calon Penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen
pendukung.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(2)

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:

a. data calon penyewa;

b. latar belakang permohonan;

c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas Sewa; dan

d. peruntukan Sewa.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Pernyataan/persetujuan dari  pemilik/pengurus, perwakilan
pemilik/ pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon
penyewa berbentuk hukum/badan usaha;

b. Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan
memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang
berlaku selama jangka waktu sewa; dan

c. data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa.
Pasal 102

Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2)
huruf a, terdiri dari:

a. fotokopi KTP;

b. Fotokopi NPWP;

c. fotokopi SIUP; dan
d. data lainnya.

Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya
dibuktikan dengan fotokopi KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a.

Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat
(3) huruf c, terdiri dari:

a. foto atau gambar barang milik daerah, berupa:

1. gambar lokasi dan/atau sife plan tanah dan/atau bangunan
yang akan disewa; dan

2. foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewa.

b. alamat objek yang akan disewakan; dan/atau

c. perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.

Pasal 103

Pengelola Barang melakukan penclitien terhadap surat permohonan dan
dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 untuk

menguji atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon
penyewa.

Dalam melakukan penelitian terhedap barang yang akan disewa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf c, Pengelola
Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang
menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang diajukan untuk disewakan.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik
untuk melakukan penilaian objek s2wa guna memperoleh nilai wajar
barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan
disewakan.

Penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh
Bupati.

Hasil penilaian berupa nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diperlakukan sebagai tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 adalah perhitungan besaran Sewa.

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh
Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian dibebankan pada
APBD.

Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam
waktu yang bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa dengan
didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan
barang milik daerah serta usulan sewa yang paling menguntungkan
pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan sewa barang milik
daerah kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 104

Bupati memberikan persetujuan atas permohonan Sewa yang diajukan
dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan
penyewaan secbagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (9).

Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan tersebut, Bupati
menerbitkan surat penolakan kepada pihak yang mengajukan permintaan
sewa dengan disertai alasan.

Apabila Bupati menyetujui permohonan tersebut, Bupati menerbitkan
surat persetujuan penyewaan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan.

Surat persetujuan penyewaan bareng milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-
kurangnya memuat:

a. data barang milik daerah yang akan disewakan,;
b. data penyewa;

c. data sewa, antara lain:
1. besaran tarif sewa; dan
2. jangka waktu.

Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil
perhitungan berdasarkan formula tarif sewa.
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(6)

Dalam hal terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa
dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan
formula tarif sewa, besaran sewa yang dicantumkan dalam surat
persetujuan sewa adalah sebesar usulan besaran sewa dari calon
penyewa.

10
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengguna Barang

Pasal 105

Pengguna Barang dapat membentuk Tim dalam rangka pemanfaatan sewa
untuk mempersiapkan usulan sewa.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Pasal 106

Pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101 dan Pasal 102 berlaku mutatis mutandis terhadap
pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa pada Pengguna Barang.

Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan
permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

Pengguna Barang melakukan penilaian terhadap barang milik daerah
berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau
bangunan yang akan disewakan.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:

a. Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati,
untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.

b. Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai yang
ditetapkan oleh Bupati, untuk barang milik daerah berupa selain
tanah dan/atau bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pengguna Barang mengajukan
usulan permohonan sewa barang milik daerah kepada Pengelola Barang
untuk mendapat persetujuan.

Pasal 107

Usulan permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat
(5) disertai:

a. data barang milik daerah yang diusulkan;
usulan jangka waktu sewa;
usulan nilai sewa berdasarkan formulasi tarif/ besaran sewa;

surat pernyataan dari Pengguna Barang; dan

I - N I 5

surat pernyataan dari calon penyewa.

Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bukan berdasarkan
permohonan dari calon penyewa, maka usulan sewa kepada Pengelola
Barang tidak perlu disertai surat pernyataan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Pasal 108

Surat pernyataan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
107 ayat (1) huruf d, menyatakan bahwa:

a. Barang milik daerah yang akan disewakan tidak sedang digunakan
dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah/unit kerja; dan

b. penyewaan barang milik daerah tidak akan mengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah /unit kerja.

Surat pernyataan calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107
ayat (1) huruf e, menyatakan bahwa calon penyewa bersedia untuk
menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan
yang berlaku selama jangka waktu sewa.

Pasal 109

Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan yang
diusulkan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
ayat (5).

Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang
yang mengajukan sewa.

Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian
guna menghitung nilai wajar atas nilai sewa pasar apabila Pengelola
Barang memiliki keyakinan yang memadai bahwa:

a. luastanah dan/atau bangunan yang disewakan tidak mencerminkan
kondisi peruntukan sewa; atau

b. estimasi perhitungan tarif dasar sewa dengan menggunakan formula
sewa dianggap sangat jauh berbeda dengan kondisi pasar.

Hasil penilaian berupa nilai wajar atas nilai sewa pasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai tarif pokok sewa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dalam penghitungan besaran
sewa.

Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan barang milik
daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan, Pengelola Barang

melakukan penelitian atas besaran sewa yang diusulkan oleh Pengguna
Barang.

Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dengan berpedoman pada standar penilaian dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan oleh
Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan pada
APBD.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

Pasal 110

Pengelola Barang memberikan surat oersetujuan atas permohonan sewa
yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
ayat (5), dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dan kajian kelayakan penyewaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal .09 ayat (7).

Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran sewa kepada
Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan
penyewaan.

Pasal 111

Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan sewa yang
diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat
(5), Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan
permintaan sewa dengan disertai alasan.

Apabila Pengelola Barang menyetujui permohonan sewa yang diajukan
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5),
Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan barang milik
daerah.

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat:

a. data barang milik daerah yang akan disewakan;
b. data penyewa;
c. data sewa, antara lain:

1. Dbesaran tarif sewa; dan

2. jangka waktu, termasuk periodesitas sewa.

Apabila usulan sewa yang diajukan coleh Pengguna Barang tidak disertai
data calon penyewa, maka persetujuan sewa tidak perlu disertai data
calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil
perhitungan berdasarkan formula tarif sewa.

Apabila usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan/atau
Pengguna Barang lebih besar dar: hasil perhitungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), maka besaran sewa yang dicantumkan dalam
surat persetujuan sewa untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah
dan/atau bangunan adalah sebesar usulan besaran sewa dari calon
penyewa dan/atau Pengguna Barang.

Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang
milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai
sSEwa.

Pasal 112

Pengguna Barang melaksanakan sewa berdasarkan persetujuan Pengelola
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) paling lambat 1
(satu) bulan sejak dikeluarkannya persetujuan sewa oleh Pengelola
Barang.
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak
disertai data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat
(4), Pengguna Barang mengupayakan agar informasi mengenai
pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh
dengan mudah dan jelas oleh para calon penyewa.

Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam
waktu yang bersamaan, Pengguna Barang menentukan penyewa dengan
mempertimbangkan aspek pengamanan dan pemeliharaan barang milik
daerah serta pertimbangan usulan sewa yang dianggap paling
menguntungkan.

Paragraf 11
Pemeliharaan Sewa

Pasal 113

Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas barang milik daerah yang
disewa.

Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan barang
milik daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk
menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik
dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Perbaikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus sudah selesai dilaksanakan peling lambat pada saat berakhirnya
jangka waktu sewa.

Dalam hal barang milik daerah yang disewa rusak akibat keadaan kahar
(force majeur), perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh
Pengelola Barang/ Pengguna Barang dan Penyewa.

Paragraf 12
Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah

Pasal 114

Perubahan bentuk barang milik daerzh dilakukan dengan persetujuan:

a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola
Barang; dan

b. Pengelola barang, untuk barang milik daerah yang berada pada

Pengguna Barang.

Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dinaksud pada ayat
(1) dilaksanakan tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan.

Dalam hal perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan adanya penambahan, bagian yang
ditambahkan menjadi barang milik daerah dan disertakan dalam Berita
Acara Serah Terima (BAST) pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.
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Paragraf 13
Ganti Rugi

Pasal 115

Dalam hal barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang
disewakan hilang selama jangka waktu sewa, penyewa wajib melakukan ganti
rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 14
Denda Sanksi

Pasal 116

Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila:

a.

b.

(1)

(2)

(1)

(2)

penyewa belum menyerahkan barang milik daerah yang disewa pada saat
berakhirnya jangka waktu sewa;

perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (4) belum
dilakukan atau diperkirakan belum selesai menjelang berakhirnya jangka
waktu sewa; dan/atau

penggantian sebagaimana dimaksucd dalam Pasal 115 belum selesai
dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

Pasal 117

Dalam hal penyerahan, perbaikan, can atau penggantian barang milik
daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya
surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, penyewa
dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.

Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik
daerah belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat
peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa dikenakan
sanksi administratif berupa denda, sebagaimana ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pinjam Pakai

Paragraf 1
Prinsip Umum
Pasal 118
Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak
dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pengguna Barang; dan

b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek
pinjam pakai.
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(1)

2

(3)

(2)

(1)

(2)

(4)

Paragraf 2
Pihak Pelaksana Pinjam Pakai

Pasal 119

Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh:

a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada
Pengelola Barang; dan

b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada
Pengguna Barang.

Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan
persetujuan Bupati.

Paragraf 3
Objek Pinjam Pakai

Pasal 120

Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada
Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Objek pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan untuk
sebagian atau keseluruhannya.

Paragrafl 4
Jangka Waktu Pinjam Pakai

Pasal 121

Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama S (lima)
tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
pertimbangan sebagaimana dimaksuc. dalam Pasal 118 ayat (1).

Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang, permohonan
perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola
Barang/Pengguna Barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka
waktu pinjam pakai berakhir.

Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai
disampaikan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang melewati batas
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), proses pinjam pakai
dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai baru.
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(1)

(2)

)

(4)

(1)

(2)

(3)

Paragraf S5
Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah
Pasal 122

Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai dapat mengubah
bentuk barang milik daerah, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan
fungsi dan/atau penurunan nilai barang milik daerah.

Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1):

a. tanpa disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar
barang milik daerah; atau

b. disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar
barang milik daerah.

Usulan perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan
bentuk oleh peminjam pakai kepada:

a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola
Barang; dan

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada
Pengguna Barang.

Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Paragraf 6
Perjanjian Pinjam Pakai
Pasal 123

Pelaksanaan Pinjam Pakai dituengkan dalam perjanjian serta
ditandatangani oleh:

a. Peminjam pakai dan Bupati, untuk barang milik daerah yang berada
pada Pengelola Barang; dan

b. Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah
yang berada pada Pengguna Barang.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

dasar perjanjian;

identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;

Jjenis, luas atau jumlah barang yzng dipinjamkan, dan jangka waktu;

tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan
selama jangka waktu peminjaman;

L - T "2

f.  hak dan kewajiban para pihak; dan
g.  persyaratan lain yang dianggap perlu.
Salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepada Pengguna Barang.
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(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Paragraf 7
Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Fakai Barang Milik Daerah
Pada Pengelols. Barang

Pasal 124

Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada
Pengelola Barang.

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan pinjam pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penelitian atas permohonan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi:

a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan barang
milik daerah;

b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan
c. jangka waktu pinjam pakai.

Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar
pertimbangan Bupati dalam memberikan persetujuan/penolakan atas
permohonan pinjam pakai.

Pasal 125

Berdasarkan hasil penelitian sebaga mana dimaksud dalam Pasal 124
ayat (3), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam
pakai kepada Bupati.

Permohonan persetujuan pinjam pakai paling sedikit memuat:
a. pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai;
b. identitas peminjam pakai;

c. tujuan penggunaan objek pinjam pakai;

d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan; dan

e. jangka waktu pinjam pakai.

Apabila objek pinjam pakai berupa tanah dan/atau bangunan atau
sebagian tanah dan/atau bangunan, rincian data objek pinjam pakai

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, termasuk luas dan lokasi
tanah dan/atau bangunan.

Apabila objek pinjam pakai berupa selain tanah dan/atau bangunan,
rincian data objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d, termasuk nama dan jumlah barang milik daerah.

Pasal 126

Pemberian persetujuan/penolakan oleh Bupati atas permohonan pinjam
pakai dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. barang milik daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak
sedang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang; dan

b. barang milik daerah yang dimohon akan digunakan untuk
menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah
pusat/pemerintahan daerah lainnya.
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

Apabila Bupati menyetujui permohonan pinjam pakai, Bupati
menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai.

Surat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling
sedikit memuat:

a. identitas peminjam pakai;

b. data objek pinjam pakai;

c. jangka waktu pinjam pakai; dan

d. kewajiban peminjam pakai.

Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan pinjam pakai, Bupati

menerbitkan surat penolakan pinjam pakai kepada calon peminjam pakai
dengan disertai alasan.

Pasal 127

Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dituangkan dalam
perjanjian pinjam pakai yang ditandatangani oleh Bupati dan Peminjam
pakai.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan
penyerahan objek pinjam pakai dari Pengelola Barang kepada peminjam
pakai yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 1228

Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai wajib memelihara
dan mengamankan objek pinjam pakai dengan biaya yang dibebankan
pada Peminjam pakai.

Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus
memberitahukan kepada Pengelola Barang akan mengakhiri atau
memperpanjang pinjam pakai.

Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai mengajukan
permohonan perpanjangan jangka wektu pinjam pakai kepada Pengelola
Barang.

Pengelola Barang menyampaikan pengajuan permohonan persetujuan
perpanjangan pinjam pakai kepada Bupati.

Pengajuan perpanjangan permohcnan persetujuan pinjam pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan:

a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Bupati;

b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai
masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintah pusat/ pemerintahan daerah lainnya; dan

c. surat pernyataan dari Pengelola Barang bahwa pelaksanaan pinjam
pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 129

Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum masa

pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada
Pengelola Barang.

Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
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(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pengelola Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima (BAST)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Paragraf 8
Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah
Pada Pengguna Barang

Pasal 130

Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada
Pengguna Barang.

Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pengelola
Barang berdasarkan permohonan dari calon peminjam pakai dengan
melampirkan:

a. surat permohonan pinjam pakai dari calon peminjam pakai;

b. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam
pakai tidak mengganggu peslaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

c. data objek pinjam pakai, antara lain kartu identitas barang, untuk
barang milik daerah yang memiliki kartu identitas barang.

Permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang sekurang-
kurangnya memuat:

pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai;
identitas peminjam pakai;

tujuan penggunaan objek pinjam pakai;

a0 g P

rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk luas dan
lokasi tanah dan/atau bangunan; dan

e. jangka waktu pinjam pakali.

Pasal 131

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan persetujuan

pinjam pakai dari Pengguna Barang szbagaimana dimaksud dalam Pasal
130 ayat (2).

Penelitian sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) meliputi:

a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan barang
milik daerah,;

b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan
c. jangka waktu pinjam pakai.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Bupati
sebagai dasar pertimbangan persetujuan/penolakan permohonan
persetujuan pinjam pakai oleh Bupati.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 132

Pemberian persetujuan/penolakan oleh Bupati atas permohonan pinjam
pakai dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. barang milik daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak
digunakan untuk tugas dan fungsi pemerintah daerah;

b. barang milik daerah yang dimohon akan digunakan untuk
menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah
pusat/pemerintahan daerah lainnya; dan

c. jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 (lima) tahun sejak
ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai.

Dalam hal Bupati menyetujui permohonan pinjam pakai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2), Bupati menerbitkan surat
persetujuan pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas peminjam pakai;

b. data barang milik daerah objek pinjam pakai,
c. jangka waktu pinjam pakai; dan

d. kewajiban peminjam pakai.

Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan pinjam pakai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2), Bupati melalui

Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai
alasannya.

Pasal 133

Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah yang berada pada
Pengguna Barang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara
Pengelola Barang dengan peminjam pakai.

Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengguna
Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara
Serah Terima (BAST).

Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai wajib memelihara
dan mengamankan objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dengan biaya yang dibebankan pada peminjam pakai.

Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus
memberitahukan kepada Penggune Barang akan mengakhiri atau
memperpanjang pinjam pakai.

Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai mengajukan
permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai kepada Pengguna
Barang.

Pengguna Barang menyampaikan pengajuan permohonan persetujuan
perpanjangan pinjam pakai kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:

a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Bupati;

b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai
masih digunakan untuk menun ang pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnya; dan
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c. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjarr{
pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dap fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal pinjam pakai
dilaksanakan oleh Pengguna Barang.

Pasal 134

(1) Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pak_ai sebelum masa
pinjam pakai berakhir, peminjam pekai harus memberitahukan kepada
Pengguna Barang.

(2) Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

(3) Pengguna Barang melaporkan Berita Acara Serah Tcrirpa (BAST)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Pengelola
Barang.

Bagian Ketujuh
KSP

Paragral 1
Umum

Pasal 135
KSP barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;
dan/atau

b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 136

(1) KSP atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atau
tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya
operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan
terhadap barang milik daerah yang dikerjasamakan.

(2) Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milik daerah
yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.

(3) Barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) memiliki karakteristik:

a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandara
udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik, dan
bendungan/waduk;

c. barang yang dikerjasamakan calam investasi yang berdasarkan
perjanjian hubungan bilateral antar negara; atau

d. barang lain yang ditetapkan Bupati.

(4) Penunjukan langsung mitra KSP atas barang milik daerah yang bersifat
khusus sebagaimana dimaksud pade ayat (2) dilakukan oleh Pengelola
Barang atau Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik
Negara/Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu
sesuai ketentuan peraturan perundarg-undangan.
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(5)

(6)

(1)
(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

(1)

Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka
waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor pembagian
keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah.

Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) yang merupakan bagian pemerintah daerah,
harus memperhatikan perbandingan nilai barang milik daerah yang
dijadikan objek KSP dan manfaat lain yang diterima pemerintah daerah
dengan nilai investasi mitra dalam KSP.

Pasal 137

Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan
atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek KSP.

Biaya persiapan KSP yang dikeluarken Pengelola Barang atau Pengguna
Barang sampai dengan penunjukan mitra KSP dibebankan pada APBD.

Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dan
biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP.

Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman mitra KSP,
dibebankan pada mitra KSP dan tidak diperhitungkan dalam pembagian
keuntungan.

Pengawasan atas pelaksanaan KSP o.eh mitra KSP dilakukan oleh:

a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang;
dan

b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna
Barang.

Paragrai’ 2
Pihak Pelaksana KSP
Pasal 138
Pihak yang dapat melaksanakan KSP adalah:

a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk barang milik
daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk
barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b setelah mendapat pertimbangan dari Bupati.

Pihak yang dapat menjadi mitra KSP barang milik daerah meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;

b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
c. Swasta, kecuali perorangan.

Paragrai 3
Objek KSP

Pasal 139
Objek KSP meliputi barang milik daerah berupa:

a. tanah dan/atau bangunan; dan
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(1)
(2)

3)

(4)

b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengelola
Barang /Pengguna Barang.

Objek KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk

sebagian atau keseluruhannya.

Paragraf 4
Hasil KSP

Pasal 140

Hasil KSP dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan
fasilitas yang diadakan oleh mitra KSF.

Sarana dan fasilitas hasil KSP sebazaimana dimaksud pada ayat (1),
antara lain:

a. peralatan dan mesin;

b. jalan, irigasi, dan jaringan;
c. aset tetap lainnya; dan

d. aset lainnya.

Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari
pelaksanaan KSP.

Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi barang milik
daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian
atau pada saat berakhirnya perjanjian.

Pasal 141

Hasil KSP barang milik daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur
terdiri atas:

a. penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu
KSP barang milik daerah; dan
b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSP barang milik daerah.

Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
atas:

a. kontribusi tetap; dan

b. pembagian keuntungan.

Pasal 142

Dalam pelaksanaan KSP, mitra KSP dapat melakukan perubahan
dan/atau penambahan hasil KSP.

Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan cara addendum perjanjian.

Addendum perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditujukan untuk menghitung kembali besaran kontribusi tetap dan
pembagian keuntungan.

Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil
perhitungan.
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(1)
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(1)

(2)

(3)

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan:

a. Bupati, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan; atau

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan.

Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP dilakukan setelah
memperoleh persetujuan Bupati.

Paragraf 5
Jangka Waktu KSP
Pasal 143

Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian
ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Dalam hal KSP atas barang milik daerah dilakukan untuk penyedigan
infrastruktur, jangka waktu KSP paling lama 50 [lirpa puluh) tahun sejak
perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Pasal 144

Perpanjangan jangka waktu dilakukan oleh mitra KSP dengan cara
mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP
paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu berakhir.

Perpanjangan jangka waktu dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

b. selama pelaksanaan KSP terdahulu, mitra KSP mematuhi peraturan
dan perjanjian KSP.

Paragrai 6
Perjanjian KSP
Pasal 145

Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP antara Bupati atau

Pengelola Barang dengan mitra KSP setelah diterbitkan keputusan
pelaksanaan KSP oleh Bupati.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh mitra
KSP dan:

a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola
Barang; atau

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada
Pengguna Barang.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. dasar perjanjian;

b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;

c. objek KSP;

d. hasil KSP berupa barang, jika ada;
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(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

e. peruntukan KSP;
jangka waktu KSP;

g. besaran Kkontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta
mekanisme pembayarannya;

h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
i. ketentuan mengenai berakhirnya KSP;

j.  sanksi; dan

k. penyelesaian perselisihan.

Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam
bentuk Akta Notaris.

Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan setelah mitra KSP
menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama kepada
Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama sebagaimana Fiimaksud
pada ayat (5) merupakan salah satu dokqme_p pada lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian KSP.

Paragraf 7
Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan

Pasal 136
Mitra KSP wajib menyetorkan:
a. kontribusi tetap; dan
b. pembagian keuntungan KSP.

Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun
selama jangka waktu KSP.

Kontribusi tetap sebagaimana dimeksud pada ayat (1) huruf a dan
pembagian keuntungan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, merupakan penerimaan daerah.

Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Dalam KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan,
sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa

bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan
perencanaan.

Sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya yang berupa

bangunan beserta fasilitasnya sebazaimana dimaksud ayat (5) bukan
merupakan objek KSP.

Pasal 147

Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari
kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 146 ayat (5) paling banyak 10% (sepuluh persen)

dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
selama masa KSP.
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

)

(1)

Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan
pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan barang milik
daerah.

Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP
barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan sebagian
tanah dan/atau bangunan ditetapkar dari hasil perhitungan Tim yang
dibentuk oleh Bupati, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil
penilaian.

Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP
barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan
dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang,
berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.

Pasal 148
Perhitungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian dari:
a. besaran persentase kontribusi tetap; dan
b. nilai wajar barang milik daerah yang menjadi objek KSP.

Besaran persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditentukan oleh Bupati dari hasil perhitungan Tim berdasarkan
dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.

Nilai wajar barang milik daerah dalam rangka KSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan:

a. hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang
ditetapkan oleh Bupati, untuk barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan;

b.  hasil penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat
melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati, untuk barang milik
daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Apabila terdapat nilai barang milik daerah yang berbeda dengan nilai
wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam
rangka pemanfaatan barang milik daerah digunakan nilai wajar hasil
penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 149

Besaran persentase kontribusi tetap pelaksanaan KSP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf a, meningkat setiap tahun, yang
dihitung berdasarkan Lkontribusi tetap tahun pertama dengan
memperhatikan estimasi tingkat inflasi.

Besaran peningkatan persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud
p:‘.ida ayat (1) ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan KSP dan
dituangkan dalam perjanjian KSP.

Pasal 150

Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan dengan
mempertimbangkan:

a. nilai investasi pemerintah daerah;

b. nilai investasi mitra KSP; dan
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(1)

(2)
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(2)
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(1)

(2)

(3)

(1)

c. risiko yang ditanggung mitra KSF.
Perhitungan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditentukan oleh Bupati dari hasil perhitungan Tim berdasarkan
dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.

Besaran nilai investasi pemerintah daerah sebagaimana c}imaksud pada
ayat (1) huruf a, didasarkan pada nilai wajar barang milik daerah yang
menjadi objek KSP.

Besaran nilai investasi mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, didasarkan pada estimasi investasi dalam proposal KSP.

Pasal 151

Besaran pembagian keuntungan dapat ditinjau kembali oleh Bupati
dalam hal realisasi investasi yang dikeluarkan oleh mitra KSP lebih
rendah dari estimasi investasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian.

Realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan dari
hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen.

Pasal 152

KSP atas barang milik daerah dapat dilakukan untuk
mengoperasionalkan barang milik daerah.

KSP operasional atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bukan merupakan penggunaan barang milik daerah yang
dioperasikan oleh pihak lain.

Apabila mitra KSP hanya mengoperasionalkan barang milik daerah,
bagian keuntungan yang menjadi bagian mitra KSP ditentukan oleh
Bupati berdasarkan persentase terteantu dari besaran keuntungan yang
diperoleh mitra KSP terkait pelaksanean KSP.

Pasal 153

Apabila mitra KSP barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur
berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah, kontribusi tetap dan
pembagian keuntungan yang disetorkan kepada pemerintah daerah dapat
ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil
perhitungan Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (5).

Penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi keuangan Badan Usaha
Milik Negara/Daerah dan hasil analisis kelayakan bisnis KSP.

Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 8
Pembayaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan
Pasal 154

Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama ke rekening Kas Umum
Daerah oleh mitra KSP harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja
sebelum penandatanganan perjanjian KSP.
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(1)
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(3)
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(1)

Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya disetorkan ke rekening
Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yang
ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan
berakhirnya perjanjian KSP.

Pembayaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dibuktikan dengan bukti setor.

Pasal 155

Pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP tahun sebelumnya hamg
disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai
dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap
tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.

Pembayaran pembagian keuntungan sebagaimana dimaksuc'l pada ayat
(1) dilakukan oleh mitra KSP berdasarkan persetujuan Bupati.

Paragraf 9
Berakhirnyz KSP
Pasal 156
KSP berakhir dalam hal:

a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam
perjanjian;

b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Bupati atau
Pengelola Barang;

c. berakhirnya perjanjian KSP; dan
d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat
dilakukan dalam hal mitra KSP:

a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-
turut;

b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut sesuai perjanjian KSP; atau

c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP.

Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:

a. Bupati, untuk barang milik deerah yang berada pada Pengelola
Barang; atau

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada
Pengguna Barang.

Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara
tertulis.

Pasal 157

Paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu KSP berakhir, mitra
harus melaporkan akan mengakhiri KSP.
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Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau
Pengelola Barang meminta auditor independen /aparat pengawasan intern
pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan KSP.

Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menyampeikan hasil audit kepada Bupati,
Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang.

Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang menyampaikan
hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada mitra KSP.

Mitra KSP menindaklanjuti hasil audi: sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan melaporkannya kepada Bupati, Pengelola Barang, dan/atau
Pengguna Barang.

Pasal 158

Serah terima objek KSP dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya
jangka waktu KSP.

Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terima (BAST).

Dalam hal Mitra KSP belum selesai menindaklanjuti hasil audit setelah
dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mitra
KSP tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit.

Pengguna Barang/Pengelola Barang melaporkan pengakhiran KSP dan
penyerahan objek KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan.

Pasal 159

Pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Bupati atau Pengelola
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) huruf b,
dilaksanakan dengan menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra
KSP.

Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam jangka waktu 20 (tiga puluh) hari kalender sejak
diterbitkan teguran tertulis pertama, Bupati atau Pengelola Barang
menerbitkan teguran tertulis kedua.

Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Bupati atau Pengelola Barang
menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir.

Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Bupati atau Pengelola Barang
menerbitkan surat pengakhiran KSP.

Mitra KSP harus menyerahkan objek KSP kepada Bupati atau Pengelola
Barang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah
menerima surat pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4).



Paragraf 10
Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah Yang Berada Pada
Pengelola Berang

Pasal 160

Tahapan pelaksanaan KSP atas barang milik daerah yang berada pada
Pengelola Barang meliputi:

a. inisiatif atau permohonan,;

b. penelitian administrasi;

c. pembentukan Tim dan penilaian;

d. perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSP berupa kontribusi
tetap dan persentase pembagian keuritungan;

e. pemilihan mitra;

f. penerbitan keputusan;

g. penandatanganan perjanjian; dan

h. pelaksanaan.

Pasal 161

KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dapat
dilakukan berdasarkan:

a. inisiatif Bupati; atau

b. permohonan dari pihak lain.

Pasal 162

(1) Inisiatif Bupati terhadap KSP atas barang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 161 huraf a, dituangkan dalam bentuk
rekomendasi KSP barang milik daerah.

(2) Inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari

rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang/ Kuasa
Pengguna Barang.

Pasal 163

(1) Permohonan dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161
huruf b, diusulkan kepada Bupati.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. latar belakang permohonan;
b. rencana peruntukan KSP;
c. jangka waktu KSP; dan
d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a. data barang milik daerah yang direncanakan untuk dilakukan KSP;
b. data pemohon KSP;

c. proposal rencana usaha KSP; dan
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(4)

(5)

(1)

(2)

d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan KSP.

Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, antara
lain:

a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan

b. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.

Kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tic?atk
diberlakukan untuk KSP dalam rangka mengoperasionalkan barang milik
daerah.

Pasal 164

Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi atas dokumen
barang milik daerah yang akan dilakukan KSP.

Dokumen sebagaimana dimaksud pacda ayat (1) meliputi:
a. bukti kepemilikan atau dokumer yang dipersamakan;
b. dokumen pengelolaan barang mi ik daerah; dan

c. dokumen penatausahaan barang milik daerah.

Pasal 1565

Apabila hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164,
barang milik daerah dapat dilakukan KSP, Bupati:

a.
b.

(1)

(2)

(3)

membentuk Tim KSP; dan

menugaskan Penilai melalui Pengelola Barang untuk melakukan
penilaian barang milik daerah yang akan dilakukan KSP guna mengetahui
nilai wajar atas barang milik daerah bersangkutan.

Pasal 166

Dalam hal barang milik daerah dapat dilakukan KSP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 165, maka Bupati membentuk Tim KSP.

Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan
ditenderkan apabila KSP berdasarkan inisiatif Bupati dan bukan
dalam rangka mengoperasionalkan barang milik daerah;

b. menghitung besaran penerimaan daerah dari KSP berdasarkan
dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian;

c. menyiapkan perjanjian KSP;

menyiapkan Berita Acara Serzh Terima (BAST) objek KSP dari
Pengelola Barang kepada mitra KSP; dan

e. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim
KSP dapat mengikutsertakan PERANGKAT DAERAH /Unit Kerja teknis
yang berkompeten.
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(2)
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(2)

(3)
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Pasal 167

Dalam rangka menentukan kelayakan bisnis KSP, Bupati dapat
menugaskan penilai atau pihak lain yang berkompeten untuk melakukan:

a. analisis penggunaan atas barang milik daerah yang akan dilakukan
KSP; atau

b. analisis kelayakan bisnis atas proposal KSP.

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf b, dan
laporan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati sebagai bagian dalam menentukan pelaksanaan KSP.

Pasal 168

Berdasarkan laporan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167
ayat (1) dan/atau mempertimbangkan laporan penilaian nilai wajar
barang milik daerah, Tim KSP menghitung besaran kontribusi tetap dan
persentase pembagian keuntungan.

Penghitungan besaran kontribusi tstap dan persentase pembagian
keuntungan oleh Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 sampai
dengan Pasal 153.

Dalam hal usulan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian
keuntungan yang diajukan oleh pihak lain lebih besar dari hasil
perhitungan Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran
kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang ditetapkan
dalam persetujuan KSP adalah sebesar usulan besaran kontribusi tetap
dan persentase pembagian keuntungan yang diajukan oleh pihak lain.

Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan nilai limit terendah dalam
pelaksanaan pemilihan mitra KSP.

Pasal 169

Pemilihan mitra KSP dilakukan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
55 sampai dengan Pasal 80.

(1)
(2)

Pasal 170
Bupati menerbitkan keputusan pelaksanaan KSP.

Kcputusan pclaksanaan KSP scbagairnana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:

a. objek KSP,;

b. peruntukan KSP;

c. penerimaan daerah dari KSP;
identitas mitra KSP; dan
jangka waktu KSP.
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Pasal 171

(1) Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud Pasal
170, para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)
menandatangani Perjanjian KSP dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun
terhitung scjak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP.

(2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak keputusan pelaksanaan
KSP ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian
KSP, keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
170 dinyatakan tidak berlaku.

(3) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1){
dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi
tetap tahun pertama.

Pasal 172
(1) Mitra KSP harus melaksanakan KSP sebagaimana ditentukan dalam
perjanjian KSP.

(2) Apabila KSP dilakukan bukan dalam rangka mengoperasionalkan barang

milik daerah, maka pada saat pembangunan selesai dilaksanakan, mitra
KSP wajib:

a. menyerahkan bangunan hasil KSP beserta fasilitasnya yang
merupakan bagian dari kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (5);

b. dapat langsung mengoperasionalkan hasil KSP yang dibangun sesuai
dengan perjanjian KSP.

Paragraf 11
Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah Yang Berada
Pada Pengguna Barang

Pasal 173

Tahapan pelaksanaan KSP atas barang milik daerah yang berada pada
Pengguna Barang meliputi:

a. permohonan;

o

penelitian administrasi;

pembentukan Tim dan penilaian;

perhitungan besaran kontribusi dan persentase pembagian keuntungan;
persetujuan;

pemilihan mitra;

penerbitan keputusan;

=g S . B - N &

penandatanganan perjanjian; dan

-

pelaksanaan.

Pasal 174

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf a, diajukan

oleh Pengguna Barang untuk memperoleh persetujuan dari Pengelola
Barang.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. latar belakang permohonan;

b. rencana peruntukan KSP;

c. jangka waktu KSP; dan

d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

a. data calon mitra KSP;

b. proposal rencana usaha KSP,

c. data barang milik daerah yang akan dijadikan objek KSP; dan

d. surat pernyataan dari Pengguna Barang.

Surat pernyataan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf d menegaskan bahwa:

a. Barang milik daerah yang akan menjadi objek KSP tidak sedang
digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah; dan

b. Pelaksanaan KSP barang milik daerah tidak akan mengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam hal Pengguna Barang mengusulkan penetapan mitra KSP melalui
mekanisme penunjukan langsung sebdagaimana dimaksud dalam Pasal
136 ayat (4), maka pengajuan permohonan dari Pengguna Barang kepada
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data calon
mitra KSP.

Data calon mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
a. nama;

b. alamat;

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP;

d.

bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat lzin
Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis, untuk calon mitra KSP
yang berbentuk badan hukum /badan usaha.

Pasal 175

Persetujuan atas permohonan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal

174 ayat (1) diberikan oleh Pengelola Barang berdasarkan laporan panitia
pemilihan mitra dan laporan Tim KSP dengan mempertimbangkan hasil
penilaian.

Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan KSP tersebut,
Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai
dengan alasan.

Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Pengelola Barang dengan menerbitkan surat persetujuan.

Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit
memuat:

a. objek KSP;
b. peruntukan KSP;
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c. nilai barang milik daerah yang menjadi objek KSP sebagai besaran
nilai investasi pemerintah;

d. minimal besaran kontribusi tetap:

e. minimal persentase pembagian keuntungan; dan
f. jangka waktu KSP.

(5) Berdasarkan Surat Persetujuan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan KSP.

(6) Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), para pihak menandatangani perjanjian KSP dilakukan paling
lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlaku keputusan
pelaksanaan KSP.

(7) Swurat persetujuan KSP dari Pengelola Barang dinyatakan tidak berlaku
apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan tidak
ditindaklanjuti dengan penandatangaran surat perjanjian KSP.

(8) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi
tetap tahun pertama.

Pasal 176

Ketentuan pelaksanaan KSP barang milik daerah yang berada pada Pengelola
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 sampai dengan Pasal 172

secara mutatis mutandis berlaku untuk pelaksanaan KSP barang milik daerah
yang berada pada Pengguna Barang.

Paragraf 12
Perpanjangan Jangka Waktu KSP Yang Berada Pada Pengelola Barang
Dan Pengguna Barang

Pasal 177

(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas barang milik daerah
yang berada pada Pengelola Barang diajukan oleh mitra KSP kepada

Bupati paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu
KSP.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri:
a. proposal perpanjangan KSP;
b. data dan kondisi objek KSP; dan

c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam
5 (lima) tahun terakhir.

(3) Bupati meneliti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta
mengevaluasi kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP yang telah
berlangsung.

(4) Apabila berdasarkan hasil penelitiar. sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Bupati menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu KSP, maka
Bupati:

a. membentuk Tim KSP; dan

b. menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai barang
milik daerah yang akan dijadi<an objek KSP, besaran kontribusi
tetap, dan persentase pembagian keuntungan KSP.
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(5) Tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP;

b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian
keuntungan KSP berdasarkan darn /atau dengan mempertimbangkan
hasil Penilaian; dan

c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.

Pasal 178

Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu
pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (3),
Bupati melalui Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak

yang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan perpanjangan
pelaksanaan KSP.

Penilai atau pihak yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyampaikan laporan analisis kelayakan perpanjangan yang
merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pengelola
Barang.

Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (5) menyampaikan
laporan hasil pelaksanaan tugas kepacda Bupati melalui Pengelola Barang.

Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka
waktu KSP tidak dapat disetujui, Bupati menerbitkan surat penolakan

perpanjangan jangka waktu KSP yeng ditujukan kepada mitra KSP
disertai dengan alasan.

Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka
waktu KSP dapat disetujui, Bupat. menerbitkan surat persetujuan
perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP.

Berdasarkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim KSP menyusun perjanjian
perpanjangan jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknis
yang diperlukan.

Perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
berlaku pada saat penandatanganan perjanjian KSP antara Bupati
dengan mitra KSP dilakukan.

Pasal 179

Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas barang milik daerah

yang berada pada Pengguna Barang diajukan oleh mitra KSP kepada
Pengguna Barang.

Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampirkan:
a. proposal perpanjangan KSP;
b. data dan kondisi objek KSP; dan

c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam
5 (lima) tahun terakhir.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(1)

Pasal 180

Pengguna Barang melakukan penelitian administrasi atas permohonan
perpanjangan jangka waktu KSP yang disampaikan oleh mitra KSP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1).

Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan
perpanjangan jangka waktu KSP kepada Pengelola Barang.

Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilampirkan:

a. proposal perpanjangan KSP;
b. data dan kondisi objek KSP; dan

c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam
5 (lima) tahun terakhir.

Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Pengelola Barang menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu KSP,
maka Pengelola Barang:

a. membentuk Tim KSP; dan
b. menugaskan Penilai.

Pasal 181

Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (4) huruf a,
bertugas antara lain:

a. menyiapkan perjanjian perpanjargan KSP;

b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian
keuntungan KSP berdasarkan daa/atau dengan mempertimbangkan
hasil penilaian;

c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pengelola Barang.

Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang.

Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan bahwa permochonan perpanjangan jangka waktu
KSP tidak dapat disetujui, Pengelola Earang menerbitkan surat penolakan
perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP
disertai dengan alasan.

Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu
KSP dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan
perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP.

Berdasarkan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Tim KSP menyusun perjanjian perpanjangan
jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknis yang diperlukan.

Pasal 182

Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (4) huruf b, bertugas
melakukan penghitungan nilai barang milik daerah yang akan dijadikan
objek KSP, besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian
keuntungan KSP.
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(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan
penilaian yang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola
Barang.

Pasal 1835

Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu
pelaksanaan KSP atas permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 179, Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak

yang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan perpanjangan
pelaksanaan KSP.

Perpanjangan jangka waktu KSP berlaku pada saat penandatanganan
perjanjian KSP antara Pengelola Barang dengan mitra KSP dilakukan.

Pasal 184

Dalam hal Bupati atau Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan
perpanjangan jangka waktu KSP, objek KSP beserta sarana berikut
fasilitasnya diserahkan kepada Bupati atau Pengelola Barang pada saat
berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana diatur dalam perjanjian KSP.

Penyerahan objek KSP beserta sarana dan prasarananya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima
(BAST) antara mitra KSP dengan:

a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola
Barang; atau

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada
Pengguna Barang.

Bagian Kedelapan
BGS dan BSG

Paragraf 1

Umum

Pasal 185
BGS/BSG barang milik dacrah dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan
pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
dan

b. tidak tersedia atau tidak cukup tlersedia dana dalam APBD untuk
penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan
BGS/BSG harus dilengkapi dengan 1zin Mendirikan Bangunan (IMB) atas
nama pemerintah daerah.

Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau
Pengguna Barang sampai dengen penunjukan mitra BGS/BSG
dibebankan pada APBD.

Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra
BGS/BSG dan biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi beban mitra yang
bersangkutan.
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(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan penerimaan daerah
yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

BGS/BSG barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan
Bupati.

Pasal 186

Penetapan status Penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari
pelaksanaan BGS/BSG dilaksanakan oleh Bupati, dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi PERANGKAT DAERAH terkait.

Hasil pelaksanaan BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
bangunan beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra setelah
berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan untuk BGS atau setelah
selesainya pembangunan untuk BSG.

Pasal 187

Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu
pengoperasian:

a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap
tahun sesuai besaran yang telah citetapkan;

b. wajib memelihara objek BGS/BS(; dan
c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
1. tanah yang menjadi objek BGS/BSG;

2. hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/ atau

3. hasil BSG.

Mitra BGS barang milik daerah harus menyerahkan objek BGS kepada
Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit
oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Paragraf 2
Pihak Pelaksana

Pasal 188
Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG adalah Pengelola Barang.
Pihak yang dapat menjadi mitra BGS; BSG meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Swasta kecuali perorangan; dan,atau
d. Badan Hukum lainnya.

Dalam hal mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk badan
hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama
mitra BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Paragraf 3
Objek BGS/BSG

Pasal 189
Objek BGS/BSG meliputi:

a. barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengelola
Barang; atau

b. barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna
Barang.

Dalam hal barang milik daerah berupa tanah yang status penggunaannya

berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi

Pengguna Barang yang bersangkutan, BGS/BSG dapat dilakukan setelah
terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.

BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh

Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai
tugas dan fungsinya.

Keikutsertaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan BGS/BSG,
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mulai dari tahap persiapan

pembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan penyerahan
hasil BGS/BSG.

Paragraf 4
Hasil BGS/BSG
Pasal 190

Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra
BGS/BSG merupakan hasil BGS/BSG.

Sarana dan fasilitas hasil BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), antara lain:

a. peralatan dan mesin;

b. jalan, irigasi dan jaringan;
c. aset tetap lainnya; dan

d. aset lainnya.

Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada pemerintah
daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

Pasal 191

Dalam pelaksanaan BGS/BSG, mitra BGS/BSG dapat melakukan
perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG.

Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan penyelenggaraan
tugas dan fungsi pemerintah daerah dan/atau untuk program-program
nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara addendum perjanjian
BGS/BSG.

(4) Addendum perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
a. tidak melebihi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun; dan

b. menghitung kembali besaran kontribusi yang ditetapkan
berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Bupati.

(5) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memperoleh
persetujuan Bupati.

Paragraf &
Bentuk BGS/BSG
Pasal 192
BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk:

a. BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada pada Pengelola
Barang; dan

b. BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada pada Pengguna
Barang.

Paragraf 5
Pemilihan Dan Penetapan Mitra BGS/BSG
Pasal 163
(1) Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui Tender.

(2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan 79.

Pasal 194

Hasil pemilihan mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193
ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 7
Jangka Waktu BGS/BSG

Pasal 195

(1) Jangka waktu BGS/BSG paling lema 30 (tiga puluh) tahun sejak
perjanjian ditandatangani.

(2) Jangka waktu BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan
perpanjangan.

Paragraf 8
Perjanjian BGS/BSG

Pasal 196
(1) Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjian.
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(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani antara Bupati dengan ritra BGS/BSG.

Perjanjian sebagaimana dimaksud psda ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat:

a. dasar perjanjian;

identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
objek BGS/BSG;

hasil BGS/BSG;

peruntukan BGS/BSG;

jangka waktu BGS/BSG;

besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya;

oo
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besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan
fungsi Pengelola Barang/Pengguna Barang;

i. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
j.  ketentuan mengenai berakhirnya BGS/BSG;

k. sanksi;

l. penyelesaian perselisihan; dan

m. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan
dalam bentuk Akta Notaris.

Penandatanganan perjanjian BGS/BSG dilakukan setelah mitra

BGS/BSG menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tahunan
pertama kepada pemerintah daerah.

Bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada lampiran
yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian BGS/BSG.

Paragraf 9
Kontribusi Tahunan, Hasil BGS/BSG Yang Digunakan Langsung
Untuk Tugas Dan Fungsi Pemerintah Daerah, Penghitungan
Dan Pembayszrannya

Pasal 197

Mitra wajib membayar kontribusi tahunan melalui penyetoran ke
Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah dari
pelaksanaan BGS/BSG.

Besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 198

Besaran kontribusi tahunan merupakan hasil perkalian dari besaran
persentase kontribusi tahunan dengan nilai wajar barang milik daerah
yang akan dilakukan BGS/BSG.

Besaran persentase kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan Penilai.
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Nilai wajar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau
Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.

Dalam hal nilai barang milik daerah berbeda dengan nilai wajar hasil
penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BGS/BSG barang milik
daerah menggunakan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

Pasal 199

Besaran kontribusi tahunan pelaksanaan BGS/BSG dapat meningkat
setiap tahun dari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 198 ayat (2).

Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan
kontribusi tahunan tahun pertama dengan memperhatikan tingkat
inflasi.

Besaran kontribusi tahunan ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan
BGS/BSG dan dituangkan dalam perjanjian.

Dalam hal usulan besaran kontribusi tahunan yang diajukan oleh calon
mitra BGS/BSG lebih besar dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh
Penilai Pemerintah, besaran kontribusi tahunan yang ditetapkan dalam
persetujuan pelaksanaan BGS/BSC dan yang dituangkan dalam

perjanjian adalah sebesar usulan beseran kontribusi tahunan dari calon
mitra BGS/BSG.

Pasal 200

Pembayaran kontribusi tahunan pertama ke Rekening Kas Umum Daerah
oleh mitra BGS/BSG harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja
sebelum penandatanganan perjanjian BGS/BSG.

Pembayaran kontribusi tahunan tahun berikutnya ke Rekening Kas
Umum Daerah harus dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan
dalam perjanjian.

Pembayaran kontribusi tahunan padea akhir tahun perjanjian dibayarkan
paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian berakhir.

Pembayaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dibuktikan dengan bukti setor.

Pasal 201

Dalam jangka waktu pengoperasien BGS/BSG, paling sedikit 10%
(sepuluh persen) dari hasil BGS/BSG harus digunakan langsung oleh

Pengguna Barang untuk penyzslenggaraan tugas dan fungsi
pemerintahan.

Besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil

perhitungan yang dilakukan rekomendasi oleh Tim yang dibentuk oleh
Bupati.

Penyerahan bagian hasil BGS/BSG yang digunakan langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan waktu
yang ditentukan dalam perjanjian BGS/BSG.
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(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Penetapan penggunaan barang milik daerah hasil BGS/BSG yang
digunakan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh
Bupati.
Paragraf 10
Berakhirnya Jangka Waktu BGS/BSG

Pasal 202
BGS/BSG berakhir dalam hal:

a. berakhirnya jangka waktu BGS/ESG sebagaimana tertuang dalam
perjanjian BGS/BSG;

b. pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati;
c. berakhirnya perjanjian BGS/BSG;
d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengakhiran BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra
BGS/BSG tidak memenuhi kewajiben sebagaimana tertuang dalam
perjanjian dan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, antara lain:

a. mitra BGS/BSG terlambat membayar kontribusi tahunan sebanyak
3 (tiga) kali berturut-turut;

b. mitra BGS/BSG tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak 3
(tiga) kali berturut-turut; atau

c. mitra BGS/BSG belum memulai pembangunan dan/atau tidak
menyelesaikan pembangunan sesuai dengan perjanjian, kecuali
dalam keadaan force majeure.

Pengakhiran BGS/BSG sebagaimane dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan oleh Bupati secara tertulis.

Pasal 203

Pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) huruf b, dilaksanakan
dengan tahapan:

a. Bupati menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra
BGS/BSG;

b. dalam hal mitra BGS/BSG ticak melaksanakan teguran dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran
tertulis pertama, Bupati menerbitkan teguran tertulis kedua;

c. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran kedua dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran
tertulis kedua, Bupati menerb:itkan teguran tertulis ketiga yang
merupakan teguran terakhir; dan

d. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran ketiga dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran
tertulis ketiga, Bupati menerbitkan surat pengakhiran BGS/BSG.

Setelah menerima surat pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, mitra
BGS/BSG wajib menyerahkan objek BGS/BSG kepada Bupati.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

©)

Bupati meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan
audit atas objek BGS/BSG yang diserakkan oleh mitra BGS/BSG.

Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk memeriksa:

a. kesesuaian jumlah dan kondisi objek BGS/BSG antara yang akan
diserahkan dengan perjanjian BGS/BSG;

b. kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil BGS/BSG antara yang akan
diserahkan dengan Perjanjian BGE/BSG; dan

c. laporan pelaksanaan BGS/BSG.

Aparat pengawasan intern pemerintah melaporkan hasil audit kepada
Bupati dengan tembusan kepada mitra BGS/BSG.

Mitra BGS/BSG menindaklanjuti seluruh hasil audit yang disampaikan

oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan melaporkannya kepada
Bupati.

Serah terima objek BGS/BSG dilakukan paling lambat pada saat

berakhirnya jangka waktu BGS/BSG dan dituangkan dalam Berita Acara
Serah Terima (BAST).

Mitra tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit dalam hal terdapat
hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra setelah
dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pengakhiran sepihak BGS/BSG tidak menghilangkan kewajiban mitra
BGS/BSG untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam
perjanjian BGS/BSG.

Paragraf 11

Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG Atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah

Yang Berada Pada Pengelola Barang

Pasal 204

Tahapan pelaksanaan BGS/BSG atas barang milik daerah yang berada pada
Pengelola Barang, meliputi:

a.

b
&
d

= TR

inisiatif atau permohonan;
penelitian administrasi;
pembentukan Tim dan Penilaian;

perhitungan besaran penerimaan daerah berupa kontribusi tahunan dan

persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan
fungsi pemerintahan;

pemilihan mitra;
penerbitan keputusan;
penandatanganan perjanjian; dan

pelaksanaan.

Pasal 205

BGS/BSG atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dapat
dilakukan berdasarkan:

a.

inisiatif Bupati; atau
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

permohonan dari pihak lain.

Pasal 206

Inisiatif Bupati atas BGS/BSG Barang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 205 huruf a, dituangkan dalam bentuk
rekomendasi BGS/BSG barang milik daerah.

Inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari
rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang.

Pasal 207

Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205
huruf b, diusulkan kepada Bupati yang memuat:

a. latar belakang permohonan;

b. rencana peruntukan BGS/BSG;

c. jangka waktu BGS/BSG; dan

d. wusulan besaran kontribusi tahunan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:

a. data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG;
b. data pemohon BGS/BSG;

c. proposal rencana usaha BGS/BSG;

d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG, antara lain
informasi mengenai:

1. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan

2. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.

Pasal 208

Besaran kontribusi tahunan, dan persentase hasil BGS/BSG yang
digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan dihitung oleh
Tim BGS/BSG berdasarkan dan/atau mempertimbangkan nilai wajar
barang milik daerah dan analisis dari Penilai.

Penghitungan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan
fungsi pemerintahan, dilakukan oleh Tim BGS/BSG.

Apabila diperlukan, Bupati melalui Pengelola Barang dapat menugaskan
Penilai untuk melakukan perhitungen hasil BGS/BSG yang digunakan
langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.

Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan

langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan merupakan nilai limit
terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra.

Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan
langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan Bupati.
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(1)

(2)

(3)

Pasal 209

Mitra BGS/BSG harus melaksanakan pembangunan gedung dan
fasilitasnya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian
BGS/BSG.

Apabila mitra BGS/BSG telah selesai melaksanakan pembangunan
gedung dan fasilitasnya sebagaimana cimaksud pada ayat (1), maka:

a. mitra menyerahkan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung pntuk
penyelenggaraan tugas dan fuagsi pemerintahan sebagaimana
ditentukan dalam perjanjian BSG/BGS;

b. mitra dapat langsung mengoperasionalkan hasil BGS yang dibangun
sesuai dengan perjanjian BGS; dan

c. mitra menyerahkan hasil BSG kepada Bupati.

Hasil BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ merupakan
barang milik daerah.

Pasal 21.0

Ketentuan mengenai pelaksanaan KSP barang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 161 sampai dengan Pasal 172 mutatis mutandis
berlaku untuk pelaksanaan BGS/BSG yang berada pada Pengelola Barang.

(1)

(2)

(4)

Paragraf 12
Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG Atas Barang Milik Daerah
Berupa Tanah Yang Berada Pada Pengguna Barang

Pasal 211

Barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang
dapat dilakukan BGS/BSG berdasarkan:

a. inisiatif Pengguna Barang; atau
b. permohonan dari pihak lain.

Inisiatif Pengguna Barang atas pelaksanaan BGS/BSG barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan dalam
bentuk surat permohonan pelaksanaan BGS/BSG yang ditujukan kepada
Bupati.

Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, disampaikan dalam bentuk surat permohonan pelaksanaan BGS/BSG
yang ditujukan kepada Pengguna Barang.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
a. latar belakang permohonan;

b. rencana peruntukan BGS/BSG,

c. jangka waktu BGS/BSG;

d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan

e

usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk
tugas dan fungsi pemerintahan.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

Pasal 212

Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan BGS/BSG
terhadap permohonan pihak lain sebageimana dimaksud dalam Pasal 211
ayat (3) kepada Bupati, yang memuat:

a. latar belakang permohonan;

b. rencana peruntukan BGS/BSG;

c. jangka waktu BGS/BSG;

d. wusulan besaran kontribusi tahunan; dan
e

usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk
tugas dan fungsi pemerintahan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:

data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG;
data pemohon BGS/BSG;

proposal BGS/BSG;

data barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG; dan
Informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG.

oo o P

Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,
menegaskan bahwa:

a. barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG tidak sedang
digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pokok
Perangkat Daerah/unit kerja; dan

b. pelaksanaan BGS/BSG barang milik daerah tidak akan mengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Informasi lainnya yang berkaitan dengan usulan BGS/BSG sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara lain informasi mengenai:

a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan
b. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.

Apabila permohonan BGS/BSG yang diajukan oleh Pengguna Barang
bukan berdasarkan permohonan dari pemohon BGS/BSG, maka
permohonan BGS/BSG kepada Bupati tidak perlu disertai data pemohon
BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Berdasarkan permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (5), Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi
atas barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG.

Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) kepada Bupati.

Pasal 213

Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 212 ayat (7), Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan
terhadap permohonan BGS/BSG.

Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan BGS/BSG, Bupati
menerbitkan surat penolakan yarg disampaikan kepada Pengguna
Barang dengan disertai alasan.
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(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Apabila Bupati menyetujui permohonan BGS/BSG, Bupati menerbitkan
surat persetujuan.

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat
persetujuan Bupati dan kewajiban Pengguna Barang untuk menyerahkan
barang milik daerah yang akan dijadiken sebagai objek BGS/ BSG kepada
Bupati.

Penyerahan objek BGS/BSG kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 214

Penentuan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan
dibangun di atas objek BGS/BSG ditentukan Bupati berdasarkan
pertimbangan bersama antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

Ketentuan pada pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
161 sampai dengan Pasal 172 berlaku mutatis mutandis terhadap
pelaksanaan BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada pada
Pengguna Barang yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada
Bupati.

Bagian Kesembilan
KSPI

Paragraf 1
Umum

Pasal 215

KSPI atas barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur
guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan;

tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk
penyediaan infrastruktur; dan

termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 216
Kewajiban Mitra KSPI selama jangka waktu KSPI adalah:

a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan
barang milik daerah yang menjadi objek KSPI;

b. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil KSPI; dan
c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang

terdapat kelebihan keuntungan vang diperoleh dari yang ditentukan
pada saat perjanjian dimulai (clawback).

Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI kepada
pemerintah daerah pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI sesuai
perjanjian.

Barang hasil KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang

milik daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai
perjanjian.
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(4) Penetapan mitra KSPI dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 217

Jenis Infrastruktur yang termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan
infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf ¢, sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Paragraf 2
Pihak Pelaksana KSPI Atas Barang Milik Daerah
Pasal 218
Pihak yang dapat melaksanakan KSPI adalah:

a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada
Pengelola Barang; atau

b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada
Pengguna Barang.

KSPI atas barang milik daerah dilakukan antara pemerintah daerah dan
badan usaha.

Badan usaha sebagaimana dimaksuc. pada ayat (2) adalah badan usaha
yang berbentuk:

a. Perseroan Terbatas;

b. Badan Usaha Milik Negara;

c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
d

Koperasi.

Paragraf 3
PJPK KSPI Atas Barang Milik Daerah
Pasal 219

PJPK KSPI atas barang milik daerah adalah pihak yang ditunjuk dan/atau
ditetapkan sebagai PJPK dalam rangka pelaksanaan kerja sama
pemerintah daerah dengan badan usaha.

Pihak yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PJPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan perturan perundang-
undangan.

Paragraf 4
Objek KSPI

Pasal 220
Objek KSPI meliputi:
a. barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau

b. barang milik daerah yang beracda pada Pengguna Barang.
Objek KSPI atas barang milik daerah meliputi:

a. tanah dan/atau bangunan,
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan; atau
c. selain tanah dan/atau bangunan.

Paragraf 5
Jangka Waktu KSPI

Pasal 221

Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah paling lama 50 (lima puluh)
tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah dan perpanjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian KSPI
atas barang milik daerah.

Pasal 222

Perpanjangan jangka waktu KSPI atas barang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 221 ayat (3) hanya dapat dilakukan apabila terjadi
government force majeure, seperti dampak kebijakan pemerintah yang
disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan keamanan.

Perpanjangan jangka waktu KSPI atas barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan permohonannya paling lama 6 (enam)
bulan setelah government force majeure terjadi.

Paragraf 6
Hasil KSPI Atas Barang Milik Daerah
Pasal 2223
Hasil dari KSPI atas barang milik daerah terdiri atas:

a. barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang
dibangun oleh mitra KSPI; dan

b. pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang
ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback).

Pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan penerimaan pemerintah daerah yang harus
disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 224

Formulasi dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan
(clawback) ditetapkan oleh Bupati.

Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI yang dibentuk oleh Bupati.

Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan (clawback) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara
lain:

a. nilai investasi pemerintah daerah;
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

b. nilai investasi mitra KSPI;
risiko yang ditanggung mitra KSPI; dan
karakteristik infrastruktur.

Paragraf 7
Infrastruktur Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Dalam Rangka Penyediaan Infrastrukur

Pasal 225

Infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas barang milik daerah
berupa:

a. bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana dan prasarana;

b. pengembangan infrastruktur berupa penambahan dan/atau
peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas
infrastruktur; dan/atau

c. hasil penyediaan infrastruktur berupa penambahan dan/atau
peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas
infrastruktur lainnya.

Mitra KSPI menyerahkan infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI

atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh mitra
KSPI atas barang milik daerah kepada PJPK.

Pasal 2226

PJPK menyerahkan barang milik daerah yang diterima dari mitra KSPI
atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat
(3) kepada Bupati.

Barang hasil KSPI atas barang milik caerah berupa infrastruktur beserta

fasilitasnya menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada
pemerintah daerah.

Paragraf 8
Tata Cara Pelaksanaan KSPI Atas Barang Milik Daerah
Pada Pengelola Barang

Pasal 227

Tahapan pelaksanaan KSPI atas barang milik dacrah yang berada pada
Pengelola Barang meliputi:

a.
b.

G

permohonan;
penelitian administrasi;

pembentukan Tim dan penilaian;

perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSPI berupa pembagian
kelebihan keuntungan (clawback);

penerbitan keputusan;
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(1)

(2)

(1)

(2)

penyerahan barang milik daerah dari Bupati kepada Penanggung Jawab
proyek KSPI;

pemilihan mitra;

penandatanganan perjanjian,

pelaksanaan;

pengamanan dan pemeliharaan;

pembayaran bagian atas kelebihan keuntungan (clawback), jika ada; dan

pengakhiran.

Pasal 223

KSPI atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dapat
dilakukan berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang yang
disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat data dan informasi mengenai:

a. identitas PJPK, termasuk dasar penetapan/ penunjukkannya;
b. latar belakang permohonan;

c. barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan KSPI, antara
lain jenis, nilai, dan kuantitas barang milik daerah;

d. rencana peruntukan KSPI;
jangka waktu KSPI; dan

estimasi besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback).

-0

Pasal 229

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (2), dilengkapi
dokumen pendukung berupa:

a. proposal pra kelayakan studi (pra feasibility study) proyek KSPI;
b. surat pernyataan kesediaan menjadi PJPK KSPI; dan

c. surat kelayakan penyediaan infrastruktur dari Kementerian/
Lembaga dan/atau Dinas Teknis sesuai kententuan peraturan
perundang-undangan.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling
sedikit memuat:

a. data dan informasi mengenai PJPK KSPI;
b. dasar penunjukan/penetapan;

c. barang milik daerah yang direacanakan untuk dijadikan sebagai
objek KSPI;

d. kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi PJPK KSPI; dan

e. kesediaan melaksanakan proses KSPI sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 230

Bupati melakukan penelitian adminisirasi atas permohonan KSPI yang
diajukan oleh PJPK.

Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menunjukkan bahwa barang milik daerah dapat dilakukan
KSPI, Bupati:

a. membentuk Tim KSPI; dan

b. menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian barang milik daerah
yang akan dilakukan KSPI guna raengetahui nilai wajar atas barang
milik daerah bersangkutan.

Pasal 221

Tim KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) huruf a,
berjumlah gasal dan beranggotakan antara lain:

a. Pengelola Barang;
b. Perwakilan dari Perangkat Daerah terkait; dan

c. Perwakilan dari Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan
barang milik daerah.

Tugas Tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melakukan kajian atas barang milik daerah yang diusulkan menjadi
objek KSPI;

b. melakukan kajian atas besaran penerimaan daerah dari KSPI,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (1) huruf b; dan

c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.

Segala biaya yang diperlukan dalem pelaksanaan tugas Tim KSPI
dibebankan pada APBD.

Tim KSPI dapat meminta masukan kepada Penilai atau pihak yang
berkompeten dalam rangka pelaksanaan tugas.

Pasal 232

Perhitungan besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback)

dilakukan oleh Tim KSPI sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 224.

Bupati menetapkan besaran bagian Pemerintah dalam pembagian
kelebihan  keuntungan (clawback) dengan mempertimbangkan

perhitungan Tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat
persetujuan KSPI.

Besaran bagian pemerintah daerah dalam pembagian kelebihan
keuntungan (clawback) yang ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dicantumkan dalam dokumen tender.

Pasal 233

Bupati menerbitkan Keputusan KSPI apabila permohonan KSPI dianggap
layak, dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan tugas Tim KSPI.
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(2)

3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat:

a. data barang milik daerah yang menjadi objek KSPI;

b. peruntukan KSPI, termasuk kelompok/jenis infrastruktur;
c. besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback);

d. jangka waktu KSPI atas barang milik daerah; dan

e. penunjukan PJPK KSPI atas barang milik daerah.

Salinan Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Pengelola Barang.

Apabilla permohonan KSPI dianggap tidak layak, Bupati memberitahukan
kepada pemohon disertai alasannya.

Pasal 234

Bupati menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI
kepada PJPK penyediaan infrastruktur berdasarkan keputusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (1).

Penyerahan objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1]' dituangkan_
dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dita.q@atangam oleh Bupati
dan PJPK penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah.

Penyerahan objek KSPI kepada PJPK penyediaan infrastruktur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam rangka KSPI atas
barang milik daerah dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan barang
milik daerah.

Pasal 235

PJPK penyediaan infrastrukturatas barang milik daerah menetapkan
mitra KSPI berdasarkan hasil tender cari proyek kerjasama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama
pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.

Penetapan mitra KSPI dilaporkan oleh PJPK penyediaan infrastruktur atas

barang milik daerah kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan setelah
tanggal ditetapkan.

Pasal 236

PJPK Penyediaan Infrastruktur menandatangani perjanjian KSPI dengan
mitra KSPI yang ditetapkan dari hasil tender.

Penandatanganan perjanjian KSPI dilakukan paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan KSPI.

Pasal 237

Berdasarkan perjanjian KSPl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236
avat (1), PJPK Penyediaan Infrastruktur menyerahkan barang milik
daerah yang menjadi objek KSPI kepada mitra KSPI.

Penyerahan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima

(BAST) yang ditandatangani oleh PJPK Penyediaan Infrastruktur dan
mitra KSPI.

91



(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Penyerahan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dalam rangka pemanfaatan barang milik
daerah dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan barang milik daerah.

Pasal 233

PJPK Penyediaan Infrastruktur melaporkan pelaksanaan
penandatanganan perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal
236 ayat (1) dan penyerahan barang milik daerah kepada mitra KSPI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) kepada Bupati dengan
melampirkan salinan perjanjian KSPI dan salinan Berita Acara Serah
Terima (BAST).

Dalam hal jangka waktu sudah terlewati dan perjanjian belum
ditandatangani, Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236
ayat (2) dinyatakan tidak berlaku.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
sepanjang lewat waktu tidak disebabkan oleh hal yang dilakukan oleh
mitra KSPI, penandatanganan perjanjian dilakukan paling lama 3 (tiga)
tahun terhitung sejak berlakunya keputusan KSPI atas barang milik
daerah.

Pasal 239
Perjanjian KSPI atas barang milik daerah sekurang-kurangnya memuat:
dasar perjanjian;
identitas para pihak;
barang milik daerah yang menjacli objek pemanfaatan;
peruntukan pemanfaatan;
hak dan kewajiban;
jangka waktu pemanfaatan;

besaran penerimaan serta mekanisme pembayaran;

T ® ome e TP

ketentuan mengenai berakhirnye pemanfaatan;

b
H

sanksi; dan
j.  penyelesaian perselisihan.

Perjanjian KSPI atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.

Pasal 240

Mitra KSPI atas barang milik daerah wajib melakukan pengamanan dan
pemeliharaan atas:

a. barang milik daerah yang menjadi objek KSPI; dan
b. barang hasil KSPI atas barang milik daerah berdasarkan perjanjian.

Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
mencegah terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya barang milik
daerah yang menjadi objek dan hasil KSPI atas barang milik daerah.
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(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
menjaga kondisi dan memperbaiki barang milik daerah yang menjadi
objek KSPI dan hasil KSPI atas barang milik daerah agar selalu dalam
keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan

berhasil guna.

Perbaikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya
jangka waktu KSPI.

Seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi beban mitra KSPI.

Pasal 241

Mitra KSPI dilarang mendayagunakan barang milik daerah yang menjadi
objek KSPI selain untuk peruntukan KSPI sesuai perjanjian.

Mitra KSPI dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik
daerah objek KSPI.

Pasal 242

Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan
(clawback) disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Daerah
paling lambat 31 maret.

Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan
(clawback) yang terjadi pada tahun terakhir dalam jangka waktu
perjanjian KSPI disetorkan oleh mira KSPI ke rekening Kas Umum
Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka
waktu perjanjian.

Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan
(clawback) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh mitra
KSPI sepanjang terdapat kelebihan keuntungan (clawback) yang diperoleh
dari yang ditentukan pada saat perjanjian KSPI dimulai.

Pasal 243

KSPI atas barang milik daerah berakhir dalam hal:

a.
b.

(1)

berakhirnya jangka waktu KSPI atas barang milik daerah;

pengakhiran perjanjian KSPI atas barang milik daerah secara sepihak oleh
Bupati; atau

ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 244

Pengakhiran secara sepihak oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 243 huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSPI atas barang
milik daerah:

a. tidak membayar pembagian ke.ebihan keuntungan dari KSPI atas

barang milik daerah yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai
(clawback); atau

b. tidak memenuhi kewajiban selain dari sebagaimana dimaksud pada
huruf a sebagaimana tertuang dalam perjanjian.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9

(6)

(1)

(2)

(3)

4)

)

(1)

Pengakhiran KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
oleh Bupati berdasarkan hasil pertimbangan Pengelola Barang dan/atau
Pengguna Barang secara tertulis.

Pasal 245

Pengakhiran perjanjian KSPI secara sepihak oleh Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 244, diawali dengan penerbitan teguran tertulis
pertama kepada mitra KSPI oleh Bupati.

Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran pertama sebaggima_na
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 [t1.ga puluh) hari sqa_k
teguran tertulis pertama diterbitkan, Bupati menerbitkan teguran tertulis
kedua.

Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejgk
teguran tertulis kedua diterbitkan, Bupati menerbitkan teguran tertulis
ketiga yang merupakan teguran terakhir.

Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran ketiga sebaga_imgna
dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sc_:Jak
teguran tertulis ketiga diterbitkan, Bupati menerbitkan surat pengakhiran
KSPI.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
serta surat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditembuskan kepada PJPK.

Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI kepada Bupati dengan
tembusan PJPK berdasarkan surat pengakhiran KSPI atas barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari setelah mensrima surat pengakhiran perjanjian
KSPI.

Pasal 246

Mitra KSPI harus melaporkan akan mengakhiri KSPI paling lambat 2 (dua)
tahun sebelum jangka waktu KSPI berakhir kepada PJPK.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
audit oleh auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah atas

pelaksanaan KSPI atas barang milix daerah berdasarkan permintaan
PJPK.

Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil audit kepada PJPK

penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah.

PJPK menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada mitra KSPI.

Mitra KSPI menindaklanjuti hasil aucit sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan melaporkannya kepada PJPK

Pasal 247

Mitra KSPI menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI
pada saat berakhirnya KSPI kepada PJPK dalam keadaan baik dan layak
digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.

94



(2)

(3)

Dalam hal terdapat infrastruktur hasil KSPI atas barang milik daerah,
mitra KSPI wajib menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan objek
KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 248

Dalam hal masih terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh
mitra KSPI setelah dilakukan serah terima scbagaimana c!imaksud da%am Pasal
247, Mitra KSPI tetap berkewajiban menindaklanjutinya sampai dengan
selesai.

(1)

(2)

(2)

(1)

Pasal 249
PJPK melaporkan kepada Bupati:
a. berakhirnya KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243;
b. hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (3); dan

c. hasil audit yang belum diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 248.

PJPK menyerahkan kepada Bupati:
a. objek KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1); dan
b. hasil KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2).

Paragraf 9
Penatausahaan

Pasal 250

Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI atas
barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang.

Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI atas
barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal 251

Mitra KSPI melaporkan secara tertulis hasil penyetoran pendapatan
daerah atas KSPI kepada Bupati sesuai perjanjian dengan dilampiri bukti
penyetoran pendapatan daerah.

Bukti penyetoran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan dokumen sumber pelaksanaan penatausahaan KSPI.

Paragraf 10
Sanksi dan Denda

Pasal 252

Dalam hal mitra KSPI terlambat melakukan pembayaran atau melakukan
pembayaran namun tidak sesuai cengan ketentuan atas pembagian
keuntungan KSPI sebagaimana dimeksud dalam Pasal 242, mitra KSPI
atas barang milik daerah wajib membayar denda sebagaimana diatur
dalam naskah perjanjian.
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(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 253

Dalam hal barang milik daerah yang menjadi objek KSPI tidak dipeliha.ra_.
dengan baik sesuai ketentuan pada pledaqjian., mitra KSPI memperbaiki
sampai pada kondisi sesuai dengan yang diperjanjikan.

Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai

dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya masa KSPI atas
barang milik daerah.

Pasal 254

Dalam hal barang milik daerah yang menjadi objek KSPI hilang selama
pelaksanaan masa KSPI akibat kesalahan atau kelalaian mitra KSPI,
mitra wajib mengganti objek dan hasil KSPI dengan barang yang sama
atau barang yang sejenis dan setara.

Penggantian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus sudah selesai dilaksanakan peling lambat pada saat berakhirnya
KSPI.

Pasal 255

Dalam hal perbaikan dan/atau penggantian barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 dan Pasal 254 tidak dapat
dilakukan, mitra KSPI membayar biaya perbaikan dan/atau penggantian
tersebut secara tunai.

Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh PJPK.

Pasal 256

Pembayaran biaya sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 255 ayat (1) dilakukan
dengan cara menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu)

bulan terhitung sejak adanya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
255 ayat (2).

Pasal 257

Mitra dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dalam hal:

a.

(1)

belum melakukan perbaikan dan/atau penggantian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 255 dan Pasal 256 pada saat berakhirnya KSPI;
atau

belum menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI
dan/atau hasil pemanfaatan pada saat berakhirnya KSPI.

Pasal 458

Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 belum dilakukan
terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 257, mitra dikenakan sanksi administratif berupa
surat peringatan.
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(2) Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan barang milik
daerah belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat
peringatan sebagaimana dimaksud pacla ayat (1), mitra dikenakan sanksi
administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian.

Pasal 259

Dalam hal denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (2) tidak
dilunasi mitra KSPI, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1.1
Tata Cara Pelaksanaan KSPI Atas Barang Milik Daerah
Pada Pengguna Barang

Pasal 260

Tata cara pelaksanaan KSPI pada pengelola dari Pasal 227 sampai dengan
Pasal 259 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara pelaksanaan KSPI
pada Pengguna Barang.

Pasal 261

Bupati melakukan penelitian administrasi terhadap barang milik daerah yang
berada pada Pengguna Barang dengan dilampiri surat pernyataan dari
Pengguna Barang bahwa barang milik daerah yang menjadi objek KSPI tidak
sedang digunakan atau tidak menggangzu pelaksanaan tugas dan fungsi
Pengguna Barang.

BAB VII
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama
Pengamanan

Paragraf 1
Umum
Pasal 262

(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang

wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya.

(2) Pengamanan barang milik daerah sedagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

a. pengamanan fisik;
b. pengamanan administrasi; dan

c. pengamanan hukum.
Pasal 263

(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan
aman.
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(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh
Pengelola Barang.

Pasal 264

Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam
rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 2
Tata Cara Pengaméanan Tanah
Pasal 265
(1) Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:
a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;
b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan
c. melakukan penjagaan.

(2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah
dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan

(3) Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:

a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan
dokumen bukti kepemilikan tanzh secara tertib dan aman.

b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat
tanah;

membuat kartu identitas barang;

melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali
dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan

4. mencatat dalam Dafter Barang Pengelola/Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna.

(4) Pengamanan hukum dilakukan terhadap:
a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan

b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama
pemerintah daerah.

Pasal 2,66

Pembangunan pagar batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1)
huruf a, belum dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran, maka
pemasangan tanda letak tanah dilakukan melalui pembangunan patok
penanda batas tanah.

Pasal 267

Tanda kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1)
huruf b, dibuat dengan ketentuan antara lain:

a. berbahan material yang tidak mudah rusak;
b. diberi tulisan tanda kepemilikan;
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(1)

(2)

(1)

(2)

gambar lambang pemerintah daerah; dan

informasi lain yang dianggap perlu.

Pasal 263

Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki .scrtiﬁkat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (4) huruf a, dilakukan
dengan cara:

a. apabila barang milik daerah telah didukung oleh quumen 'awal
kepemilikan, antara lain berupa Letter C, akta jual beli, akte hibah,
atau dokumen setara lainnya, maka Pengelola Barang/ Pengg‘una
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan
permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah
kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badar}
Pertanahan Nasional setempat/Kantor Pertanahan setempat sesual
dengan ketentuan peraturan peru ndang-undangan; dan

b. apabila barang milik daerah tidak didukung dengan dokumen
kepemilikan, Pengelola Barang/Fengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang mengupayakar. untuk memperoleh dokumen awal
kepemilikan seperti riwayat tanah.

Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat namun
belum atas nama pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
265 ayat (4) huruf b, dilakukan dengan cara Pengelola Barang/Pengguna
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan
permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada Kantor
Pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah.

Paragraf 3
Tata Cara Pengamanan Gedung Dan/atau Bangunan

Pasal 269

Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan, antara
lain:

a. membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan;
b. memasang tanda kepemilikan berupa papan nama;

c. melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/ menanggulangi
terjadinya kebakaran;

d. gedungdan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang
berlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan pelayanan

langsung kepada masyarakat dapat memasang Closed-Circuit
Television (CCTV);

e. menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan
peruntukkan gedung dan/atav bangunan sesuai kondisi lokasi
gedung dan/atau bangunan tersebut.

Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa gedung dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keuangan pemerintah
daerah.
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(3)

(4)

()

(1)

(2)

Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
a. fungsi penggunaan bangunan;

b. lokasi bangunan; dan

c. unsur nilai strategis bangunan.

Pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan
menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib
dan teratur atas dokumen sebagai berikut:

a. dokumen kepemilikan berupa Surat I[zin Mendirikan Bangunan
(IMB);

b. keputusan penetapan status penggunaan gedung dan/atau
bangunan;

daftar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan;
daftar Barang Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan;

c
d
e. daftar Barang Pengelola berupa gedung dan/atau bangunan;
f. Berita Acara Serah Terima (BAST); dan

g. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

Pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan:

a. melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bagi
bangunan yang belum memiliki [zin Mendirikan Bangunan (IMB);
dan

b. mengusulkan penetapan status penggunaan

Paragraf 4
Tata Cara Pengamanan Kendaraan Dinas

Pasal 270
Kendaraan dinas terdiri dari:

a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang
digunakan bagi pemangku jabatan:

1. Bupati;
2. Wakil Bupati; dan
3. Sekretaris Daerah.

b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan
dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran;

c. Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk
pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.

Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:
a. Kendaraan Perorangan Dinas;
b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan

¢. Kendaraan Dinas Operasional.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 271

Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 270 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan membuat
Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang vang melakukan penatausahaan
kendaraan perorangan dinas dengan Pejabat yang menggunakan
kendaraan perorangan dinas.

Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berisi klausa antara lain:

a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan,
antara lain nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode
barang kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlengkapan yang
melekat pada kendaraan tersebut;

b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh
risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;

c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya
jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir kepada
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penatausahaan kendaraan perorangan dinas;

d. pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada saat
berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara
serah terima kendaraan.

Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita
acara penyerahan.

Kehilangan Kendaraan Perorangan Dinas menjadi tanggung jawab
penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pasal 272

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 270 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan membuat
Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara:

a. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan
kendaraan Dinas Jabatan Pengguna Barang;

b. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang
menggunakan kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan

¢.  Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pejabat vang
menggunakan kendaraan dinas jabatan.

Berita Acara Serah Terima (BAST) scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
berisi klausa antara lain:

a. pernyataan tanggung jawab ztas kendaraan dengan keterangan
antara lain: nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode

barang, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan
tersebut;

b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh
risiko yang melekat atas kenda-aan dinas Jabatan tersebut;

¢. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya
Jjangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir; dan
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(3)

(4)

(2)

(3)

(1)

(2)

d. pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat
berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara
serah terima kendaraan.

Pengembalian kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam berita acara
penyerahan kembali.

Kehilangan Kendaraan Dinas Jabatan menjadi tanggung jawab
penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 273

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 270 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan membuat
surat pernyataan tanggung jawab aras kendaraan dinas operasional
dimaksud dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang dengan penanggung jawab kendaraan dinas operasional.

Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat antara lain:

a. nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan
perlengkapan kendaraan tersebut;

b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional
dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;

c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan dinas segera setelah
jangka waktu penggunaan berakhir;

d. pengembalian kendaraan dinas operasional dituangkan dalam berita
acara penyerahan kembali; dan

e. menyimpan Kkendaraan dinas operasional pada tempat yang
ditentukan.

Apabila kendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dari kesalahan atau
kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan, maka Pejabat/penanggung
jawab yang menggunakan kendaraan dinas sebagai penanggung jawab
kendaraan dinas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 274

Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan, dengan
menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib
dan teratur atas dokumen sebagai berikut:

bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB);
fotokopi surat tanda nomor kencaraan (STNK);
Berita Acara Serah Terima (BAST);

kartu pemeliharaan;

data daftar barang;dan

=0 o0 O

dokumen terkait lainnya yang diperlukan.
Pengamanan hukum Kendaraan Dinas dilakukan, antara lain:

a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan
bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB);
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

b. melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada
pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan
dinas bermotor.

Paragraf 5§
Tata Cara Pengamanan Rumah Negara

Pasal 275

Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dilarang
menelantarkan rumah negara.

Pengamanan fisik rumah negara dilakukan, antara lain:
a. pemasangan patok; dan/atau
b. pemasangan papan nama.

Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
meliputi unsur, antara lain:

a. logo pemerintah daerah; dan

b. nama pemerintah daerah.

Pasal 276

Setiap rumah negara diberi patok dari bahan material yang tidak mudah
rusak, dengan ukuran panjang dan ringgi disesuaikan dengan kondisi
setempat.

Setiap rumah negara dipasang papan nama kepemilikan pemerintah
daerah.

Pasal 277

Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa rumah negara

dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) rumah
negara.

Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh:

a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penatausahaan rumah negara dengan pejabat negara atau pemegang
jabatan tertentu yang menggunakan rumah negara pejabat negara
atau pemegang jabatan tertentu;

b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang vyang melakukan
pcnatausahaan rumah negara dengan Pengelola Barang yang

menggunakan rumah negara jabatan Pengelola Barang;

¢. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan
rumah negara jabatan Pengguna Barang;

d. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang
menggunakan rumah negara jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan

e. Pengguna Barang/Kuasa Pengzuna Barang dengan penanggung
jawab rumah negara yang dalam penguasaan Pengguna
Barang/Kuasa Pengelola Barang.
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(3)

(1)

(2)

Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat
antara lain:

da.

pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan keterangan
jenis golongan, luas, kode barang rumah negara, dan kode barang
sarana/prasarana rumah negara dalam hal rumah negara tersebut
dilengkapi dengan sarana/prasarana di dalamnya;

pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan seluruh
risiko yang melekat atas rumah negara tersebut;

pernyataan untuk mengembalikan rumah negara setelah
berakhirnya jangka waktu Surat Izin Penghunian (SIP) atau masa
jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang;

Pengembalian rumah negara yang diserahkan kembali pada saat
berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya Surat Izin Penghunian
(SIP) kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna
Barang;

Pengembalian sarana/prasarana apabila rumah negara dilengkapi
sarana/prasarana sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) dan
diserahkan kembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau
berakhirnya Surat Izin Penghunian (SIP) kepada Pengelola
Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan

Penyerahan kembali dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
(BAST).

Pasal 278

Kewajiban penghuni rumah negara, antara lain:

a.

memelihara rumah negara dengan baik dan bertanggung jawab,
termasuk melakukan perbaikan ringan atas rumah negara
bersangkutan; dan

menyerahkan rumah negara dalam kondisi baik kepada pejabat yang
berwenang paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pencabutan Surat
Izin Penghunian (SIP).

Penghuni rumah negara dilarang untuk:

a.

mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis

dari pejabat yang berwenang pada PERANGKAT DAERAH yang
bersangkutan;

menggunakan rumah negara tidak sesuai dengan fungsi dan
peruntukkannya;

meminjamkan atau menyewakan rumah negara, baik sebagian
maupun keseluruhannya, kepada pihak lain;

menyerahkan rumah negera, baik sebagian maupun
keseluruhannya, kepada pihak lain;

menjaminkan rumah negara atau menjadikan rumah negara sebagai

agunan atau bagian dari pertanggungan utang dalam bentuk
apapun; dan

menghuni rumah negara dalam satu daerah yang sama bagi masing-
masing suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
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(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(1)

(2)

Pasal 279

Penetapan Status Penggunaan barang milik daerah berupa rumah negara
ditetapkan oleh Bupati.

Hak penghunian rumah negara berlaku sebagaimana ditetapkan dalam
Surat Izin Penghunian (SIP), kecuali ditentukan lain dalam keputusan
pencabutan Surat Izin Penghunian (SIF).

Surat Izin Penghunian (SIP) untuk rumah negara golongan I ditetapkan
oleh Pengelola Barang.

Surat Izin Penghunian (SIP) untuk rumah negara golongan Il dan golongan
[II ditetapkan oleh Pengguna Barang.

Surat Izin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4) sekurang-kurangnya harus mencar tumkan:

a. Nama pegawai/nama pejabat, Nomor Induk Pegawai (NIP), dan
jabatan calon penghuni rumah negara;

b. masa berlaku penghunian;

c. pernyataan bahwa penghuni bersedia memenuhi kewajiban yang
melekat pada rumah negara.

d. menerbitkan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) terhadap
penghuni, yang dilakukan:

1. paling lambat 1 (satu) bulen terhitung sejak saat meninggal
dunia, bagi penghuni yang meninggal dunia;

2. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan
pemberhentian, bagi penghuni yang berhenti atas kemauan
sendiri atau yang dikenakan hukuman disiplin pemberhentian;

3. paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak saat terbukti
adanya pelanggaran, bagi penghuni yang melanggar larangan
penghunian rumah negara yang dihuninya; dan

4. paling lambat 6 (enam) bu.an sebelum tanggal pensiun, bagi
penghuni yang memasuki usia pensiun.

Pasal 280

Penghuni rumah negara golongan | yang tidak lagi menduduki jabatan
harus menyerahkan rumah negara.

Penghuni rumah negara golongan II dan golongan 111 tidak lagi menghuni
atau menempati rumah negara karena:

a. dipindahtugaskan (mutasi);

b. izin penghuniannya berdasarkan Surat Izin Penghunian (SIP) telah
berakhir;

c. berhenti atas kemauan sendiri;
berhenti karena pensiun; atau

diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
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(2)

(3)

(1)
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Pasal 28]

Suami/istri/anak/ahli waris lainnya dari penghuni rumah negara
Golongan II dan rumah negara golongen Il yang meninggal dunia wajib
menyerahkan rumah negara yang dihuni paling lambat 2 (dua) bulan
terhitung sejak saat diterimanya keputusan pencabutan Surat [zin
Penghunian (SIP).

Pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) rumah negara Golongan I
dilakukan oleh Pengelola Barang.

Pencabutan SIP rumah negara golongan Il dan Golongan III dilakukan
oleh Pengguna Barang yang menatausahakan rumah negara
bersangkutan atas persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 282

Apabila terjadi sengketa terhadap penghunian rumah negara golongan I,
rumah negara golongan Il dan rumah negara golongan III, maka Pengelola
Barang/Pengguna Barang yang bersangkutan melakukan penyelesaian
dan melaporkan hasil penyelesaian keoada Bupati.

Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), yang bersangkutan dapat meminta bantuan Perangkat
Daerah/unit kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 283

Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa rumah negara
dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan
secara tertib dan teratur atas dokumen, artara lain:

a.
b.

C.

(1)

sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah;
Surat Izin Penghunian (SIP);

keputusan Bupati mengenai penetapan rumah negara golongan I,
golongan II atau golongan III;

gambar/legger bangunan;
data daftar barang; dan

keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).

Paragrai 6
Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah
Berupa Barang Persediaan
Pasal 284
Pengamanan fisik barang persediaan dilakukan, antara lain:

a. menempatkan barang sesuai dengan frekuensi pengeluaran jenis
barang;

b. menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalam gudang/tempat
penyimpanan, jika diperlukan;

c. menyediakan tempat penyimpanan barang;

melindungi gudang/tempat penyimpanan;
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

e. menambah prasarana penanganan barang di gudang, jika
diperlukan;

f. menghitung fisik persediaan secara periodik; dan

g. melakukan pengamanan persediaan.

Pengamanan administrasi barang persediaan dilakukan, antara lain:
a. buku persediaan;

kartu barang;

Berita Acara Serah Terima (BAST);

berita acara pemeriksaan fisik barang;

Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB);

o0 a0 T

laporan persediaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
semesteran/tahunan;

¢. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.

Pengamanan hukum barang persediaan dilakukan, dengan melakukan
pemprosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang
bertanggungjawab atas kehilangan barang persediaan akibat kelalaian,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Selain Tanah, Gedung
Dan/Atau Bangunan, Rumah Negara, Dan Barang Persediaan Yang
Mempunyai Dokumen Berite Acara Serah Terima

Pasal 285

Pengamanan fisik barang milik daerah berupa selain tanah, gedung
dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang
mempunyai dokumen berita acara serah terima dilakukan dengan

menyimpan barang di tempat yang sudah ditentukan di lingkungan
kantor.

Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa selain tanah,
gedung dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang

mempunyai dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan,
antara lain:

a. faktur pembelian;
b. dokumen Berita Acara Serah terima (BAST);
c. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.

Pengamanan hukum barang milik daerah berupa selain tanah, gedung
dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang
mempunyai dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan
dengan melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan
pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan barang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Paragraf 8
Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah
Berupa Barang Tak Berwujud

Pasal 286

Pengamanan fisik barang milik dacrah berupa barang tak berwujud
dilakukan dengan:

a. membatasi pemberian kode akses hanya 'kepada pihgk-p'ihak
tertentu yang berwenang terhadap pengoperasian suatu aplikasi;

b. melakukan penambahan security system terhadap aplikasi yang
dianggap strategis oleh pemerintah daerah.

Pengamanan adminstrasi barang milik daerah berupa barang tak
berwujud sebagaimana dimaksud pade ayat (1) melalui:

a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara
tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:

1. Berita Acara Serah Terima (BAST),
2. lisensi; dan
3. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.

b. mengajukan hak cipta dan lisensi kepada instansi atau pihak yang
memiliki kewenangan.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 237

Barang yang dipelihara adalah barang milik daerah dan/atau barang

milik daerah dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna Barang
bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaannya.

Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimana
dimakud pada ayat (2) adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki
semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak
serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam rangka tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah

daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam
jumlah yang cukup,

Biaya pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dibebankan pada APBD.

Dalam hal barang milik daerah dilakukan pemanfaatan dengan pihak

lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra
pemanfaatan barang milik daerah.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(4)

(S)

(6)

(2)

Paragraf 2
Tata Cara Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Pasal 288

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 berpedoman pada
daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.

Daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari daftar kebutuhan barang
milik daerah.

Pasal 289

Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan
Barang yang berada dalam kewenangannya.

Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasil pemeliharaan barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pengguna
Barang untuk dilakukan penelitian secara berkala setiap enam bulan/per
semester.

Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyusun daftar hasil
pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang disusun pengguna barang atau
pejabat yang ditunjuk sebagaimana d.maksud pada ayat (3) merupakan
bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan
barang milik daerah.

Penelitian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
terhadap:

a. anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan; dan
b. target kinerja dan realisasi target kinerja pemeliharaan.

Pengguna Barang melaporkan/menyampaikan Daftar Hasil Pemeliharaan
Barang tersebut kepada Pengelola Barang secara berkala.

Pasal 290

D_alam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik daerah
dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan
oleh pengurus barang/pengurus barang pembantu.

Kartu pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:

nama barang;

spesifikasinya;

tanggal pemeliharaan;

jenis pekerjaan atau pemeliharaan;
barang atau bahan yang dipergunakan;
biaya pemeliharaan;

pihak yang melaksanakan pemeliharaan; dan

SR ee a0 o

hal lain yang diperlukan.
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(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

BAB VIII
PENILAIAN

Pasal 291

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan
neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan

Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan untuk:

a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan
b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca
pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian barang milik daerah
dibebankan pada APBD.

Pasal 292

Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam
rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:

a. Penilai Pemerintah; atau
b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.

Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian
dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.

Penilaian barang milik daerah sebazaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari hasil
penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

Pasal 293

Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam
rangka pemanfaatan atau pemindah:anganan dilakukan oleh Tim yang

ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan
Bupati.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia penaksir harga
yang unsurnya terdiri dari Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.

Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penilai Pemerintah
atau Penilai Publik.

Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada avat (4) dilakukan oleh
Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian barang
milik daerah hanya merupakan nilai taksiran.
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(6)

(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 294

Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat melakukan penilaian kembali dalam
rangka koreksi atas nilai barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam
neraca pemerintah daerah.

Penilaian kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses
revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) vang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai
standar penilaian.

Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang milik daerah
dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan
berpedoman pada ketentuan pemerinteh yang berlaku secara nasional.

Ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) adalah kebijakan yang ditetapkan oleh
pemerintah untuk seluruh entitas pemerintah daerah.

BAB IX
PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 295

Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas
pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.

Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:
a. penjualan;

b. tukar menukar;

c. hibah; atau

penyertaan modal pemerintah deerah.

Pasal 296

Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan
penilaian,

T)ike.cualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk
mendapatkan nilai wajar.

Bagian Kedua
Persetujuan Pemindahtanganan
Pasal 297

Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah
mendapat persetujuan DPRD untuk:

a. tanah dan/atau bangunan: atau
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b. selain tanah dan/atau banguran yang bernilai lebih dari
Rp5.000.000.000,- (lima miliar rup.ah).

(2) Pemindahtanganan barang milikk deerah berupa tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak
memerlukan persetujuan DPRD, apabila:

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti
sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;

c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang
bersangkutan;

d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau

dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hu<um tetap dan/atau berdasarkan
ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya
dipertahankan tidak layak secara ekonomis,

Pasal 298

(I) Tanah dan/atau bangunan yang sudeh tidak sesuai dengan tata ruang
wilayah atau penataan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat
(2) huruf a, dimaksudkan bahwa lokasi tanah dan/ atau bangunan
dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan
wilayah.

(2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak sesuai dengan penataan kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan penyesuaian yang
berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Pasal 299

Bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan
pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 297 ayat (2) huruf b, dimaksudkan bahwa yang
dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dirobohkan
untuk selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama
(rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam
dokumen penganggaran.

Pasal 300

Tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil

pemerintah daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
297 ayat (2) huruf ¢, adalah:

a. tanah dan/atau bangunan yang merupakan kategori rumah
negara/daerah golongan III;

b. tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan

awalnya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah
daerah yang bersangkutan.
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(1)

Pasal 301

Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2¢7 ayat (2) huruf d, adalah tanah
dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut
kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat
banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, tfermasuk
diantaranya kegiatan pemerintah daerah dalam lingkup hubungan
persahabatan antara negara/daerah dengan negara lain atau
masyarakat/lembaga internasional.

Kategori bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
sebagai berikut:

a. jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundangan,
jalan tol, dan rel kereta api;

b. saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;

waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, termasuk
saluran irigasi;

d. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;

e. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau terminal;
f. tempat ibadah;

g. sekolah atau lembaga pendidikan non komersial

h. pasar umum,;

-

fasilitas pemakaman umum;

LS

fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul penanggulangan
bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;

k. sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;
l.  sarana dan prasarana olahraga untuk umum;

m. stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya
untuk lembaga penyiaran publik;

n. kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing,
Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah
naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;

o. [fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya;

rumah susun sederhana;

tempat pembuangan sampah untuk umum;
cagar alam dan cagar budaya;

promosi budaya nasional;

pertamanan untuk umum;

panti sosial,;

lembaga pemasyarakatan; dan

£ S £ r®nog

pembangkit, turbin, transmisi, can distribusi tenaga listrik termasuk

instalasi pendukungnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak
dapat terpisahkan.
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Pasal 302

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 eyat (2) dilakukan oleh Pengelola
Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 303

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan
yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan
yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.

Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai
wajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar
dan penyertaan modal.

Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai
perolehan untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diajukan oleh Bupati.

Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan per tiap usulan.

Bagian Ketiga
Penjualan

Paragraf 1
Umum

Pasal 304
Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak
digunakan /dimanfaatkan;

b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual,
dan/atau

¢. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Barang milik daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah barang milik daerah yang tidalk
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

Pasal 205

Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal
tertentu.

Leilgng, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan barang
milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara

tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk
mencapai harga tertinggi.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah
dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.

Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a  Barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

b. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh
Bupati.

Barang milik daerah yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a adalah barang-barang yang diatur secara khusus'sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu:

a. Rumah negara golongan Ill yang dijual kepada penghuninya yang
sah.

b. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:
Bupati;
Wakil Bupati;

mantan Bupati;

B 0 N e

mantan Wakil Bupati; dan
5. Sekretaris Daerah.

Barang milik daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
b antara lain yaitu:

a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan
umum;

b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya
digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil
pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar
(force majeure);

d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada
pihak lain pemilik tanah tersebut;

e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun
kembali; atau

f. sclain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti
kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000 (satu juta
rupiah) per unit.

Pasal 306

Dalam rangka penjualan barang milix daerah dilakukan penilaian untuk
mendapatkan nilai wajar.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
bagi penjualan barang milik daerah berupa tanah yang diperlukan untuk
pembangunan rumah susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan

oleh Bupati berdasarkan perhitungan yang ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 292 dan Pasal 293.
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(4)

()

(6)

(7)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Penentuan nilai dalam rangka penjuelan barang milik daerah secara
lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (1) dilakukan dengan
memperhitungkan faktor penyesuaian.

Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan limit/batasan
terendah yang disampaikan kepada Bupati, sebagai dasar penetapan nilai
limit.

Nilai limit/batasan terendah sebagaimena dimaksud pada ayat (5) adalah
harga minimal barang yang akan dilelang.

Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati
selaku penjual.

Pasal 307

Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak laku
dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1(satu) kali.

Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan penilaian ulang.

Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang
menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah,
penyertaan modal atau pemanfaatan.

Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) atas barang milik daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 308

Barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak
laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu)
kali.

Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan penilaian ulang.

Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan
penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal.

Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan setelah

mendapat  persetujuan  Bupati untuk masing-masing kegiatan
bersangkutan.

Dalam hal penjualan tanpa Ilclang, tukar menukar, hibah, atau
penyertaan modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat
dilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan.

Pasal 309

Hasil penjualan barang milik daereh wajib disetorkan seluruhnya ke
rekening Kas Umum Daerah.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Dalam hal barang milik daerah berada pada Badan Layanan Umum
Daerah maka:

a. Pendapatan daerah dari penjualan barang m%lik daerah dalam
rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesual dengan tugas dan
fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan
daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan
Umum Daerah.

b. Pendapatan daerah dari penjualan barang mil'}k daerah dalam
rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan'Layanan
Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan
seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf 2
Objek Penjualan
Pasal 310

Objek penjualan adalah barang milik daerah yang berada pada Pengelola
Barang/Pengguna Barang, meliputi:

a. tanah dan/atau bangunan,
b. selain tanah dan/atau banguan.

Penjualan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan
persyaratan sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan teknis:

b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih
menguntungkan bagi daerah apabila barang milik daerah dijual,
karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari
pada manfaat yang diperoleh; dan

c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak
terdapat permasalahan hukum.

Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:

a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata
ruang wilayah;

b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak dapat
digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah,;

c. tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya
diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri
pemerintah daerah yang bersangkutan;

d. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau

barang milik daerah yang menganggur (idle) tidak dapat dilakukan
penetapan status penggunaan atau pemanfaatan.

Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan
persyaratan sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan teknis:
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(5)

b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lef.)ilh
menguntungkan bagi pemerintah daerah apabila barang milik
daerah dijual, karena biaya operzsional dan pemeliharaan barang
lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan

c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak
terdapat permasalahan hukum.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara
lain:

a. barang milik daerah secara fisik tidak dapat digunakan karena
rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;

b. barang milik daerah secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat
modernisasi;

c. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan
karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan,
seperti terkikis, hangus, dan lain-lain sejenisnya; atau

d. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan
karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran
disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau
pengangkutan.

Pasal 311

Penjualan barang milik daerah berupa tanah kavling yang menurut awal
perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan
pegawai negeri pemerintah daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 305 ayat (6) huruf b, dilakukan dengan persyaratan:

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

pengajuan permohonan penjualan disertai dengan bukti perencanaan
awal yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk
pembangunan perumahan pegawai negeri pemerintah daerah yang
bersangkutan; dan

penjualan dilaksanakan langsung kepada masing-masing pegawai negeri
sipil pemerintah daerah yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 312

Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas
operasional dapat dilaksanakan apebila telah memenuhi persyaratan,
yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai
dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau

b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai
dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.

Dalam hal barang milik daerah berupa kendaraan bermotor rusak berat
dengan sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen), maka
penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh)
tahun.

Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh)
tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat
keterangan tertulis dari instansi yang berkompeten.
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Paragraf 3
Tata Cara Penjualan Barang Milik Dacrah Pada Pengelola Barang

Pasal 313&

Pelaksanaan penjualan barang milik daerah yang berada pada Pengelola
Barang dilakukan berdasarkan:

a.
b.

(1)

(2)

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

(3)

Inisiatif Bupati; atau

Permohonan pihak lain.

Pasal 314

Penjualan barang milik daerah pada Pengelola Barang diawali dengan
membuat perencanaan penjualan yang meliputi antara lain:

a. data barang milik daerah;
b. pertimbangan penjualan; dan

c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh
Pengelola Barang.

Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan kepada Bupati
disertai perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 315

Bupati melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 314 ayat (2).

Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian.

Penelitian sebagaimana dimaksud paca ayat (2) meliputi:
a. penelitian data administratif; dan

b. penelitian fisik.

Pasal 316

Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 ayat (3)
huruf a, dilakukan untuk meneliti:

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah,
luas, nilai perolehan tanah, dan data identitas barang, untuk data
barang milik daerah berupa tanah;

b. tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolchan bangunan,

nilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik
daerah berupa bangunan; dan

c. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data
identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa selain
tanah dan/atau bangunan.

Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 ayat (3) huruf b
dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan
dijual dengan data administratif sebegaimana dimaksud pada ayat (1).

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan
oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan
kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

Pasal 317

Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
316 ayat (3), Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk
melakukan penilaian atas barang milik daerah yang akan dijual.

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai
dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah.

Pasal 313

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan
barang milik daerah kepada Bupati.

Apabila penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan
permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD.

Pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan terhadap:

a. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297
ayat (1) huruf a;

b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari
Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 297 ayat (1) huruf b.

Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau
persetujuan DPRD sebagaimana dimeksud pada ayat (2) melebihi batas
waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih
dahulu harus dilakukan penilaian ulang.

Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih
tinggi, atau sama, atau lebih rendah dengan hasil penilaian sebelumnya
yang diajukan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati

tidak perlu mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan barang
milik daerah kepada DPRD.

Bupati melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) kepada DPRD.

Pasal 319

Bupati menetapkan barang milik dacrah yang akan dijual berdasarkan
hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (3) dan persetujuan
sebagaimana dimaksud dalam 318 avat (1) dan ayat (2).

Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:

a. data barang milik daerah vang akan dijual;
b. nilai perolehan dan/atau nilai buku barang milik daerah; dan

c. nilai limit penjualan dari barang milik daerah.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 320

Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 319 ayat (1) merupakan penjualan barang milik daerah yang
dilakukan secara lelang, Pengelola Barang mengajukan permintaan
penjualan barang milik daerah dengan cara lelang kepada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang,

Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 319 ayat (1) merupakan penjualan barang milik daerah yang
dilakukan tanpa lelang, Pengelola Barang melakukan penjualan barang
milik daerah secara langsung kepada calon pembeli.

Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan serah terima barang berdasarkan:

a. Risalah lelang, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan
secara lelang; dan

b. Akta jual beli, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan
tanpa lelang.

Pasal 321

Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 ayat (3)
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang
milik daerah kepada Bupati.

Paragraf 4
Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 32)2

Penjualan barang milik daerah pada Pengguna Barang diawali dengan
menyiapkan permohonan penjualan, antara lain:

a. data barang milik daerah;
b. pertimbangan penjualan; dan

c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh
Pengguna Barang.

Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usulan

permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Bupati.

Tata cara penjualan barang milik daerah pada Pengelola Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 sampai dengan Pasal 320

berlaku mutatis dan mutandis pada tata cara penjualan barang milik
daerah pada Pengguna Barang.

Pasal 323

Serah terima barang penjualan ba-ang milik daerah pada Pengguna
Barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik
daerah kepada Pengelola Barang.
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Paragraf 5

Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara,

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Mantan Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pasal 324

Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui
lelang kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara, adalah:

a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:

1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk
perolehan dalam kondisi baru; atau

2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk
perolehan selain tersebut paca angka 1.

b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui
lelang kepada pegawai ASN adalah telah berusia paling singkat 5 (lima)
tahun:

a. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk
perolehan dalam kondisi baru; atau

b. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk
perolehan selain tersebut pada huruf a.

Pasal 325
Kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada:
a. pejabat negara;
b. mantan pejabat negara; atau
c. pegawai ASN.
Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
a. Bupati;
b. Wakil Bupati.

Mantan Pejabat Negara sebagaimane dimaksud pada ayat (1) huruf b,
yaitu:

a. Mantan Bupati;
b. Mantan Wakil Bupati.

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
adalah Sekretaris Daerah.

Pasal 326

Syarat Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas
tanpa melalui lelang adalah:

a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat)
tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal
ditetapkan menjadi Pejabat Negara;
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(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan
ancaman hukuman pidana penjara paling singkat S (lima) tahun.

Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang

sama atau pada instansi yang berbeda.

Pasal 327

Pejabat Negara mengajukan permohonan penjualan kendaraan
perorangan dinas pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara.

Tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah tahun terakhir pada periode jabatan Pejabat Negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling
banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 [satu) orang Pejabat Negara, untuk
tiap penjualan yang dilakukan.

Pasal 328

Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas
tanpa melalui lelang memenuhi persyeratan:

a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat)
tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal
ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa
jabatan;

b. belum pernah membeli kendaraen perorangan dinas tanpa melalui
lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat
Negara,

c. tidak sedang atau tidak pernan dituntut tindak pidana dengan
ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan

d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang
sama atau pada instansi yang berbeda.

Pasal 329

Kendaraan‘perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang kepada
mantan Pejabat Negara paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1

(satu) orang mantan Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang
dilakukan.

Mantan Pejabat Negara mengajukan permohonan Penjualan kendaraan

perorangan dinas paling lama 1 (sztu) tahun sejak berakhirnya masa
jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan.
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Pasal 330

(1) Pegawai ASN yang dapat membeli kerdaraan perorangan dinas tanpa
melalui lelang memenuhi persyaratan:

a. telah memiliki masa Kerja atau masa pengabdian selama 15 (lima
belas) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai

tanggal ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil;

b. telah menduduki, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya paling singkat 5
(lima) tahun; dan

c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan
ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(2) Masa jabatan paling sedikit S (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b adalah masa jabatan baik dalam instansi yang sama atau
pada instansi yang berbeda sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 331

Pengguna Barang menentukan harga jual kendaraan perorangan dinas yang
dijual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara/Pegawai ASN yang
dilakukan tanpa melalui lelang dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun,
harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar
kendaraan;

b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah
20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.

Pasal 332

Pembayaran atas penjualan barang milik daerah berupa kendaraan
perorangan dinas tanpa lelang dilakukan cengan:

a. pembayaran sckaligus, bagi Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara;

b. pembayaran secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun, bagi pegawai
ASN.,

Pasal 333

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 dilakukan melalui
penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah:

a. paling !ama I (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat
persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus; dan

b.  sesuai mekanisme yang diatur dalam perjanjian antara Pengguna Barang
dengan pegawai ASN, untuk pembayaran angsuran.

Pasal 334

Apabila pembayaran atas penjualan kenderaan perorangan dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 333 belum lunas cibayar, maka:

a. kendaraan tersebut masih berstatus sebagai barang milik daerah:

b. kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;

¢. biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat
Negara/mantan Pejabat Negara atau Pegawai ASN; dan

124



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan,
dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak lain.

Pasal 335

Pejabat Negara dan mantan Pejaba: yang tidak memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 huruf a, Pasal 333 huruf a, dan
Pasal 334, dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas.

Pegawai ASN yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 332 huruf b, Pasal 333 huruf b, dan Pasal 334 dicabut
haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas tersebut dan
angsuran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh Pejabat
Negara/mantan Pejabat Negara sebaga'mana dimaksud pada ayat (1), dan
oleh Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan
kembali untuk pelaksanaan tugas.

Pasal 336

Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan
kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1
(satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan
Pejabat Negara atau Pegawai ASN yang membeli kendaraan perorangan
dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331.

Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya selain pemeliharaan
rutin atas kendaraan perorangan dines.

Pasal 337

Pejabat Negara atau Pegawai ASN yang pernah membeli kendaraan
perorangan dinas, dapat membeli lagi 1 (satu) unit kendaraan perorangan

dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak
pembelian yang pertama.

Pembelian kembali atas kendaraan perorangan dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Pejabat Negara
tersebut masih aktif sebagai Pejabat Negara secara berkelanjutan.

Pasal 338

Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, diawali dengan pengajuan
permohonan penjualan oleh:

a. Pejabat Negara, pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara;

b. Mantap Pejabat Negara, paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya
masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan;

c. Pegawai ASN.

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh:

a. Pejabat Negara kepada Pengguna Barang;
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(3)

(1)

(2)

(3)

b. Mantan Pejabat Negara kepada Bupati; dan
c. Pegawai ASN kepada Pengguna Barang.

Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara
lain:

a. data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat, dan tempat/tanggal
lahir; dan

b. alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas.

Pasal 3392

Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 ayat (3)
dilampiri dokumen pendukung.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat
Negara/mantan pejabat negara, antare lain:

a. fotokopi surat keputusan pengangkatan bagi Pejabat Negara atau
surat keputusan pemberhentian bagi mantan Pejabat Negara;

b. fotokopi kartu identitas;

surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau
pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelah
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama bagi
Pejabat Negara;

d. dalam hal Pejabat Negara mengajukan pembelian kembali kendaraan
perorangan dinas tanpa lelang, dilampirkan fotokopi surat
keputusan pengangkatan menjadi Pejabat Negara secara
berkelanjutan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak
pembelian pertama kendaraan perorangan dinas sebagaimana
dimaksud pada huruf c;

e. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli
kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang

bersangkutan menjadi Pejabat Negara bagi mantan Pejabat Negara;
dan

. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah
dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai
ASN, antara lain:

fotokopi surat keputusan pengangkatan menjadi Sekretaris Daerah;

a.
b. fotokopi surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
fotokopi kartu identitas;

0

B

surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau
pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelah
jangka waktu 10 tahun sejak pembelian pertama; dan

e. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah

dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun.
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(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(1)

(2)

Pasal 340

Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pagal 338
ayat (3), Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan penjualan,
antara lain:

a. data administrasi kendaraan perorangan dinas; dan

b. penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan
dinas tanpa melalui lelang.

Dalam hal persiapan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah selesai, Pengguna Barang melalui Pengelola Barang
mengajukan usulan penjualan kepada Bupati selaku pemegang
kekuasaan pengelolaan barang milik daerah disertai:

a. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB),
b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK):

c. surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 339 ayat (2) dan ayat (3);

d. rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dax_eral} untuk
perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli .dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan;
dan

e. surat pernyataan dari pengguna barang bahwa sudah ada kendaraan
pengganti.

Bupati melakukan penelitian atas usulan permohonan penjualan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Bupati membentuk Tim untuk:

a. melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan
permohonan penjualan barang milik daerah;

b. melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik

kendaraan perorangan dinas yang akan dijual dengan data
administratif.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam
berita acara hasil penelitian untuk selanjutnva disampaikan kepada
Bupati melalui Pengelola Barang.

Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan
penilaian atas kendaraan perorangan dinas yang akan dijual.

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan sebagai
dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah.

Pasal 341

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan
berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 340 ayat (5) dan ayat (7) kepada Bupati sesuai batas
kewenangannya.

Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan
terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas yang
akan dijual berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:

a. data kendaraan perorangan dinas;

nilai perolehan;

b

ci nilai buku;

d. harga jual kendaraan perorangan dinas; dan

e. rincian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk
perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan
sebagaimana dimaksud dalam Fasal 336 ayat (1) untuk Pejabat

Negara dan pegawai ASN.

Dalam hal Bupati tidak menyetujui penjualan kendaraan perorangan
dinas tanpa melalui lelang Bupati memberitahukan secara tertulis kepada
pemohon melalui Penggelola Barang.

Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola
Barang melakukan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada
Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara.

Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna
Barang menyiapkan perjanjian penjualan kendaraan perorangan dinas
yang ditandatangani Bupati dengan pegawai ASN.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya
memuat:

a. identitas pegawai ASN;

b. data kendaraan perorangan dinas;

c. bentuk pembayaran dan jangka waktu; dan
hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pasal 342

Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri
dari:

a. pembelian kendaran perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan
perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331; dan

b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk
perbaikan kendaraan perorangan dinas vang akan dibeli dalam
Jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (1).

Mantan Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah

sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 331.

Pegawai ASN melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri dari:

a. pembelian kepdaran perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan
perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331; dan



(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk
perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (1).

Serah terima barang dilaksanakan setelah lunas dibayar yang dibuktikan
dengan surat keterangan pelunasan pembayaran dari Pengelola
Barang/Pengguna Barang.

Pengelola Barang/Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan
barang milik daerah sebagai tindak lanjut serah terima barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan
perorangan dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing
sesual dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kendaraan perorangan dinas yang tidak dilakukan penjualan dengan
mekanisme tanpa melalui lelang sebegaimana diatur dalam Pasal 325
serta tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas, dapat dilakukan
penjualan secara lelang.

Bagian Keempat
Tukar Menukar

Paragraf 1
Umum

Pasal 343
Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan
pemerintahan;

b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
c. tidak tersedia dana dalam APBD.

Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh apabila
pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan
pengganti.

Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tukar
menukar dapat dilakukan:

a. apabila barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

b.  guna menyatukan barang milik daerah yang lokasinya terpencar:

dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah pusat/
pemerintah daerah;

d. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar
menukar adalah barang milik daerah berupa tanah dan/ atau
bangunan; dan/atau

e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau
ketentuan peraturan perundangundangan, apabila objek tukar

menukar adalah barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan.
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(4) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:
a. Pemerintah Pusat,
b. Pemerintah Daerah lainnya;

c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik
pemerintah lainnya yang dimiliki regara;

d. Pemerintah Desa; atau
e. Swasta;

(5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah pihak swasta,
baik yang berbentuk badan hukum meupun perorangan.

Pasal 344
(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
c. selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau
bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pengguna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah
atau penataan kota.

(3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pengelola Barang.

Pasal 345
Tukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan:
a. aspek teknis, antara lain:
1. kebutuhan Pengelola Barang /Pengguna Barang; dan
2. spesifikasi barang yang dibutuhkan;

b. aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap nilai barang milik daerah
yang dilepas dan nilai barang pengganti;

c. aspek yuridis, antara lain:
1. tata ruang wilayah dan penataan kota; dan
2. bukti kepemilikan.

Pasal 346

Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 terhadap barang
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, Bupati dapat memberikan
alternatif bentuk lain pengelolaan barang milik daerah atas permohonan

persetujuan tukar menukar yang diusulkan oleh Pengelola Barang/Pengguna
Barang.

Pasal 347
(1) Barang pengganti tukar menukar dapat berupa:
a. barang sejenis; dan/atau

b. barang tidak sejenis.
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(3)

(4)
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa
tanah, harus berupa:

a. tanah; atau
b. tanah dan bangunan.

Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa
bangunan, dapat berupa:

a. tanah;

b. tanah dan bangunan;

c. bangunan; dan/atau

d. selain tanah dan/atau bangunan.

Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus
berada dalam kondisi siap digunakan pada tanggal penandatanganan
perjanjian tukar menukar atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 348

Nilai barang pengganti atas tukar menukar paling sedikit seimbang
dengan nilai wajar barang milik daerah yang dilepas.

Apabila nilai barang pengganti lebih kecil daripada nilai wajar barang
milik daerah yang dilepas, mitra tukar menukar wajib menyetorkan ke
rekening Kas Umum Daerah atas sejumlah selisih nilai antara nilai wajar
barang milik daerah yang dilepas dengan nilai barang pengganti.

Penyetoran selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2
dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Berita Acara Serah
Terima (BAST) ditandatangani.

Selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan
dalam perjanjian tukar menukar.

Pasal 349

Apabila pelaksanaan tukar menukar mengharuskan mitra tukar menukar
membangun bangunan barang pengganti, mitra tukar menukar
menunjuk konsultan pengawas dengan persetujuan Bupati berdasarkan
pertimbangan dari Perangkat Daerah terkait.

Konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
badan hukum yang bergerak di bidang pengawasan konstruksi.

Biaya konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
tanggung jawab mitra tukar menukar.

Pasal 2350

Tukar menukar dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat
persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
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Paragraf 2
Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah
Pada Pengelola Barang

Pasal 351

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang berada pada Pengelola
Barang dilakukan berdasarkan:

a.
b.

(1)

(2)

(3)

(4)

kebutuhan dari Pengelola Barang untuk melakukan tukar menukar; atau

permohonan tukar menukar dari pihak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 343 ayat (4).

Pasal 352

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada
kebutuhan pengelola barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351
huruf a, diawali dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan
penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan tukar menukar yang
didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343
ayat (1) dan ayat (3).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitian kelayakan tukar menukar, baik dari aspek teknis,
ekonomis, maupun yuridis;

b. penelitian data administratif; dan
c. penelitian fisik.

Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan untuk meneliti:

a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk
lokasi tanah, luas, peruntukan, kode barang, kode register, nama
barang, dan nilai perolehan, untuk data barang milik daerah berupa
tanah;

b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang,
konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, lokasi, nilai
perolehan, dan nilai buku, untuk data barang milik daerah berupa
bangunan;

c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah,
nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan
kendaraan untuk data barang milik daerah berupa selain tanah
dan/atau bangunan.

Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dilakukan
dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan

ditukarkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dituangkan
dalam berita acara penelitian.

Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) kepada Bupati untuk penetapan barang milik daerah
menjadi objek tukar menukar.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(©)

Pasal 353

Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (6),
Pengelola Barang menyusun rincian rencana barang pengganti sebagai
berikut:

a. tanah meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan
tata ruang wilayah;

b. bangunan meliputi: jenis, luas, dan konstruksi bangunan serta
sarana dan prasarana penunjang;

c. selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis barang, kondisi
barang dan spesifikasi barang.

Pengelola Barang melakukan penilaien sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 292 dan Pasal 293 terhadap barang milik daerah yang akan
ditukarkan dan barang pengganti.

Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
Pengelola Barang kepada Bupati.

Pasal 354

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 ayat
(3), Bupati melakukan penetapan mitra tukar menukar.

Bupati menerbitkan keputusan tukar menukar paling sedikit memuat:
a. mitra tukar menukar;
b. barang milik daerah yang akan d lepas;

c. nilai wajar barang milik daerah yang akan dilepas yang masih
berlaku pada tanggal keputusan diterbitkan; dan

d. rincian rencana barang pengganti.

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar
kepada Bupati.

Dalam hal tukar menukar memerlukan persetujuan DPRD, Bupati

terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar
kepada DPRD.

Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati dan mitra tukar menukar
menandatangani perjanjian tukar menukar.

Setelah menandatangani perjanjian tukar menukar sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), mitra tukar menukar melaksanakan:

a. pekerjaan pembangunan/pengadaan barang pengganti sesuai

dengan perjanjian tukar menukar, untuk tukar menukar atas barang
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.

b. pekerjaan melaksanakan pekeraan pengadaan barang pengganti
sesuai dengan perjanjian tukar menukar termasuk menyelesaikan
pengurusan dokumen administratif yvang diperlukan, tukar menukar
atas barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 355

Bupati membentuk Tim untuk melekukan monitoring pelaksanaan
pengadaan/pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan
konsultan pengawas dan penelitian lapangan.

Sebelum dilakukan penyerahan barang milik daerah yang dilepas,
Pengelola Barang melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 292 dan Pasal 293 terhadap kesesuaian barang pengganti sesuai
dengan yang tertuang dalam perjanjian tukar menukar.

Dalam hal hasil penilaian sebaga mana tersebut pada ayat (2)
menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuian spesifikasi dan/atau
jumlah barang pengganti dengan perjanjian tukar menukar, mitra tukar
menukar berkewajiban melengkapi/ memperbaiki ketidaksesuai tersebut.

Dalam hal kewajiban mitra tukar menukar untuk
melengkapi/memperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dapat dipenuhi, maka mitra tukar menukar berkewajiban untuk
menyetorkan selisih nilai barang milik daerah dengan barang pengganti
ke rekening Kas Umum Daerah.

Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian kelengkapan
dokumen barang pengganti, antara lain bukti kepemilikan, serta
menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk ditandatangani oleh
Pengelola Barang dan mitra tukar mer ukar.

Pasal 356

Berdasarkan perjanjian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 354 ayat (5) Pengelola Barang melakukan serah terima barang,
yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pengelola Barang mengejukan usulan penghapusan barang
milik daerah yang dilepas dari daftar barang Pengelola kepada Bupati
serta Pengelola Barang mencatat dan mengajukan permohonan

penetapan status penggunaan terhadap barang pengganti sebagai barang
milik daerah.

Pasal 357

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada
p?rmot.lonan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 huruf b,
diawali dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data
pendukung berupa:

a. rincian peruntukan:
jenis/spesifikasi;
lokasi/data teknis;

perkiraan nilai barang pengganti; dan

6 oH o

hal lain yang diperlukan.
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(3)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada
kebutuhan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352
sampai dengan Pasal 356 berlaku mutatis mutandis pada Pelaksanaan
tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada permohonan

dari pthak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (4).

Paragraf &
Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Pada Pengguna Barang

Pasal 3583

Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar
kepada Bupati melalui Pengelola Barar.g, dengan disertai:

a. penjelasan/pertimbangan tukar menukar;

b. surat pernyataan atas perlunya cilaksanakan tukar menukar yang
ditandatangani oleh Pengguna Barang;

c. Peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota;
d. data administratif barang milik daerah yang dilepas; dan
e. rincian rencana kebutuhan barang pengganti.

Data administratif barang milik daerah yang dilepas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, diantaranya:

a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk
lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, dan
nilai perolehan, untuk barang mi ik daerah berupa tanah;

b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang,
konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, nilai perolehan, dan
nilai buku, untuk barang milik daerah berupa bangunan;

c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah,
nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan

kendaraan, untuk barang milik daerah berupa selain tanah
dan/atau bangunan.

Rincian rencana kebutuhan barang pengganti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a. luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang
wilayah, untuk barang milik daerah berupa tanah;

b. jenis, luas, dan rencana konstruksi bangunan, serta sarana dan
prasarana penunjang, untuk barang milik daerah berupa bangunan;
dan/atau

c. jumlah, jenis barang, kondisi barang dan spesifikasi barang untuk
barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah pada Pengelola Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 sampai dengan Pasal 356 ayat
(1) berlaku mutatis mutandis pada pelaksanaan tukar menukar barang
milik daerah pada Pengguna Barang.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengguna Barang
mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang dilepas dari
Daftar Barang Pengguna kepada Pengelola Barang serta Pengguna Barang
mencatat dan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan
terhadap barang pengganti sebagai barang milik daerah.
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Paragraf 4
Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima
Pasal 359
(1) Tukar menukar dituangkan dalam perjanjian.
(2) Perjanjian sekurang-kurangnya memuat:
a. identitas pihak;
b. jenis dan nilai barang milik daerah;

c. spesifikasi barang pengganti;

d. klausal bahwa dokumen kepemilikan barang pengganti
diatasnamakan pemerintah daerah;

e. jangka waktu penyerahan objek tukar menukar;

f. hak dan kewajiban para pihak;

g. ketentuan dalam hal terjadi kahar (force majeure;

h. sanksi; dan

i.  penyelesaian perselisihan.

(3) Perjanjian tukar menukar ditandatangani oleh mitra tukar menukar
dengan Bupati.

Pasal 360

(1) Penyerahan barang milik daerah dan barang pengganti dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
356 ayat (1).

(2) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan Pengelola Barang.

(3) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penandatanganan
perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang telah siap
digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani.

(4) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal penandatanganan
perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang belum siap
digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani.

(5) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) hanya dapat
dilakukan dalam hal mitra tukar menukar telah memenuhi seluruh

ketentuan dan seluruh klausul yang tercantum dalam perjanjian tukar
menukar.

Pasal 361

Bupati berwenang membatalkan perjanjan Tukar Menukar secara sepihak
dalam hal Berita Acara Serah Terima (BAST) tidak ditandatangani sampai

dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (3) dan ayat
(4).

136



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Bagian Kelima
Hibah

Paragraf 1
Umum

Pasal 362

Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk
kepentingan:

a. sosial;

b. budaya;

C. keagamaan;

d. kemanusiaan;

e. pendidikan yang bersifat non komersial;

f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antara
pemerintah daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan
pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi
pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pasal 363
Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:
a. bukan merupakan barang rahasia negara;

b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang
banyak; atau

c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung
sepenuhnya oleh pihak penerima hibzh.

Pasal 354

Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana
ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah.

Hibah sebagaimana dimaksud pada zyat (1) dilaksanakan oleh Pengelola
Barang.

Pasal 365
Pihak yang dapat menerima hibah adalah:

a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga
kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial
berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau
pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa
lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud:;

b. pemerintah pusat;
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(2)

(1)

(3)

(4)

c. pemerintah daerah lainnya;
pemerintah desa,

perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan
kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau

f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah kepada pemerintah cdesa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d dilakukan dalam hal:

a. Barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa dapat
dihibahkan kepemilikannya kepada desa;

b. Barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh pemerintah
daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang
sudah digunakan untuk fasilitas umum.

Pasal 366
Hibah dapat berupa:
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
c. selain tanah dan/atau bangunan.

Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau
bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan
sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal
pengadaannya untuk dihibahkan; dan

b. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih
optimal apabila dihibahkan.

Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olzh Bupati.

Paragrafl 2
Tata Cara Hibah Barang Milik Dasrah Pada Pengelola Barang

Pasal 367

Pelaksanaan hibah barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang
dilakukan berdasarkan:

a.

b.

inisiatif Bupati; atau

permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 365.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

(1)
(2)

(3)

Pasal 368

Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengelola Barang yang
didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud Pasal dalam 367
huruf a, diawali dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan

penelitian.

Penelitian sebagaimana dimaksud pade ayat (1) meliputi:
a. penelitian data administratif; dan

b. penelitian fisik.

penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a dilakukan untuk meneliti:

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah,
luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan
peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah,;

b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register,
nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan
untuk data barang milik daerah berupa bangunan;

c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan,
kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku,
dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah
dan/atau bangunan; dan

d. data calon penerima hibah.

Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (G) huruf d, Tim dapat melakukan
klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai
kesesuaian data calon penerima hibal.

Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan
dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan
dihibahkan dengan data administratil sebagaimana dimaksud pada ayat

(3).

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5) dituangkan dalam berita acara penelitian.

Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Bupati untuk
menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah.

Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) Hibah dapat dilaksanakan, Bupati melalui Pengelola Barang

meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada calon
penerima hibah.

Pasal 369

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada
Bupati.

Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu
mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD.

Apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud
ayat pada (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah, yang sekurang-
kurangnya memuat:

a. penerima hibah;
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

b. objek hibah;

c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan
penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;

d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan
penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan

e. peruntukan hibah.

Pasal 370

Berdasarkan keputusan pelaksanaar Hibah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 369 ayat (3), Bupa:i dan pihak penerima hibah
menandatangani naskah hibah.

Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-
kurangnya:

a. identitas para pihak;

b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;
c. tujuan dan peruntukan hibah;

d. hak dan kewajiban para pihak;

e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak
penerima hibah; dan

f.  penyelesaian perselisihan.

Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pengelola Barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada

penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
(BAST).

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang
milik daerah yang telah dihibahkan.

Pasal 371

Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada pengelola barang yang
didasarkan pada permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah
sebagaimana dimaksud Pasal 367 huruf b, diawali dengan penyampaian
permohonan oleh pihak pemohon kepada Bupati.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. data pemohon;

b. alasan permohonan;
c. peruntukan hibah;
d

jenis/spesifikasi/nama barang milik daerah yang dimohonkan untuk
dihibahkan;

e. jumlah/luas/volume barang milik daerah yang di mohonkan untuk
dihibahkan;

f. lokasi/data teknis; dan

g. surat pernyataan kesediaan menerima hibah.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

Pasal 372

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat
(1), Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian.

Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada
pelaksanaan hibah yang didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 368 sampai dengan Pasal 370 berlaku mutatis
mutandis terhadap tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah
terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada permohonan pihak
pemohon sebagaimana dimaksud dalara Pasal 371.

Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola
Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan
hibah, disertai dengan alasannya.

Paragraf
Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah
Pada Pengguna Barang

Pasal 373

Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengguna Barang diawali
dengan pembentukan Tim Internal pada PERANGKAT DAERAH oleh
Pengguna Barang untuk melakukan pznelitian.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penelitian data administratif; dan
b. penelitian fisik.

Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a dilakukan untuk meneliti:

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah,
luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan
peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;

b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register,
nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan
untuk data barang milik daerah berupa bangunan;

c. tahun perolehan, spesifikasi/icentitas teknis, bukti kepemilikan,
kode barang, kode register, name barang, nilai perolehan, nilai buku,
dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah
dan/atau bangunan; dan

d. data calon penerima Hibah.

Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan
dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan
dihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(3).

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
dituangkan dalam berita acara penclitian dan selanjutnya disampaikan
Tim kepada Pengguna Barang.

Berdasarkan berita acara hasil penclitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (5), Pengguna Barang mengajukan permohonan hibah kepada
Pengelola Barang yang memuat:

a. data calon penerima hibah;
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(7)

alasan untuk menghibahkan;

data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan;

e 0 g

peruntukan hibah;

tahun perolehan;
status dan bukti kepemilikan;

nilai perolehan,;

5 m o0

jenis/spesifikasi barang milik daerah yang dimohonkan untuk
dihibahkan; dan

i. lokasi.

Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
disertai dengan surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

Pasal 374

Tata cara penelitian barang milik daerah yang akan dihibahkan yang berada
pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 berlaku
mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian atas permohonan yang
diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 373.

(1)

(2)

(3)

(4)

)

(©)

Pasal 375

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada
Bupati.

Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu
mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPRD.

Apabila permohonan Hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atau disetujui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Bupati menetapkan pelaksanaan aibah, yang sekurang-kurangnya
memuat:

a. penerima hibah;
b. objek hibah;

c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan
penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;

d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan
penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan

e. peruntukan hibah.

Apabila permohonan Hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola
Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang vang
mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.

Berdasarkan penetapan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Pengelola Barang dan pihek penerima hibah menandatangani
naskah hibah.

Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sekurang-
kurangnya:

a. identitas para pihak;
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(7)

(8)

jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;

tujuan dan peruntukan hibah;

oo g

hak dan kewajiban para pihak;

klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak
penerima hibah; dan

o

f. penyelesaian perselisihan.

Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Pengelola Barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada

penerima hibah yang dituangkan delam Berita Acara Serah Terima
(BAST).

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang
milik daerah yang telah dihibahkan.

Pasal 376

Pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan
selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaanya direncanakan
untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat (2) dan ayat
(3) huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(3)

(4)

Bagian Keenam
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 377

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan
dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan
Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen
penganggaran  diperuntukkan bagi Badan Usaha  Milik
Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara
dalam rangka penugasan pemerintah; atau

b. Barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha
Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki
Negara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah
disertakan dalam penyertaan moda' pemerintah daerah kepada Badan
Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki
Negara menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 37€

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dapat
berupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;
b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang, atau
c. selain tanah dan/atau bangunan.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang
setelah mendapat persetujuan Bupati, sesuai batas kewenangannya.

Pasal 379

Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang
akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 378 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Bupati, sesuai
batas kewenangannya.

Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 ayat (1) huruf b, antara lain
tanah dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya direncanakan
untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang
tercantum dalam dokumen penganggaran, vaitu Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA).

Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 ayat (1) huruf
¢, antara lain meliputi:

a. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal
pengadaannya untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah;

b. barang milik daerah selain taneh dan/atau bangunan yang lebih
optimal untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah.

Pasal 330

Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan analisa

kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1)

(2)

Paragraf 2
Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Atas Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang

Pasal 381

Pengelola Barang melaksanakan penilaian dengan menugaskan:

a. Penilai sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 292, untuk tanah

dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal;

b. Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, untuk selain tanah
dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal.

Pengelola Barang menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati.
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(3)

(4)

(5)

()

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(1)

Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap:

a. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. data administratif, diantaranya: tahun perolehan,
spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode
register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku;

c. kesesuaian tujuan penyertaan modal pemerintah daerah,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377.

Tim melakukan kajian bersama dengan calon penerima penyertaan modal
pemerintah daerah dan/atau PERANGKAT DAERAH terkait, yang
dituangkan dalam dokumen hasil kajian.

Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
penyertaan modal pemerintah daerah layak dilaksanakan, maka calon
penerima penyertaan modal pemerintah daerah menyampaikan surat
pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah daerah
yang berasal dari barang milik daerah.

Tim menyampaikan dokumen hasil kejian sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati.

Pasal 382

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penyertaan
modal pemerintah daerah kepada Bupati.

Dalam hal penyertaan modal pemerintah daerah memerlukan
persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan
persetujuan kepada DPRD.

Apabila permohonan tidak disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atau tidak disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan pada calon
penerima penyertaan modal disertai dengan alasan.

Apabila permohonan penyertaan mocal pemerintah daerah atas barang
milik daerah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati

menetapkan keputusan atas barang milik daerah yang akan disertakan
sebagai penyertaan modal.

Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang

penyertaan modal pemerintah daerah dengan melibatkan Perangkat
Daerah terkait.

Rancangan Peraturan Daerah tenteng penyertaan modal pemerintah
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DPRD
untuk dilakukan pembahasan bersama dan selanjutnya ditetapkan
sebagai Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Pasal 383

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382 ayat (6), Pengelola
Barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah berpedoman
pada keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382 ayat (4).
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(2)

Berdasarkan peraturan daerah dan keputusan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan serah terima
dengan penerima Penyertaan Modal Pernerintah Daerah yang dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 38¢<

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pa'stal
383 ayat (2), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik
daerah yang telah dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah.

(1)

(2)

(3)

Paragraf O
Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Atas Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 385

Penyertaan modal pemerintah daeran yang dari awal pengadaannya
direncanakan untuk dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah
daerah, maka Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan
usul kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa:

a. data administratif, antara lain:
1. dokumen anggaran dan/atau dokumen perencanaannya,
2. nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan
3. keputusan penetapan status penggunaan.

b. dokumen hasil analisis kelayakan investasi mengenai penyertaan
modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal pemerintah daerah yang diarahkan untuk optimalisasi
barang milik daerah, maka pengajuan usul oleh Pengguna Barang melalui

Pengelola Barang kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan
data berupa:

a. data administratif, antara lain tahun perolehan, spesifikasi/identitas
teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang,
dan nilai perolehan atau nilai buku;

b. dokumen hasil analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan
modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara penyertaan modal pemerintah daerah mengenai penilaian
sampai dengan serah terima barang vang disertakan sebagai penyertaan
modal pemerintah daerah vyang berada pada Pengelola Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 sampai dengan Pasal 383
berlaku mutatis mutandis pada penilaian sampai dengan serah terima
barang yang akan disertakan sebagai penyertaan modal pemerintah
daerah yang berada pada pengguna barang.

Pasal 386

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (EAST) Pengguna Barang mengajukan

usulan penghapusan barang milik daereh yang telah dijadikan penyertaan
modal pemerintah daerah.
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BAB X
PEMUSNAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 387

Pemusnahan barang milik daerah dilakukar: apabila:

a.

b.

(1)
(2)

(3)

tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat
dipindahtangankan; atau

terdapat alasan lain sesuai dengan <etentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 383

Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.

Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang.

Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 389
Pemusnahan dilakukan dengan cara:
dibakar;
dihancurkan;
ditimbun;

& o o

(1)

(2)

(3)

ditenggelamkan; atau

cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemusnahan Pada Pengguna Barang

Pasal 390

Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan oleh
Pengguna Barang kepada Bupati.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. pertimbangan dan alasan pemusnahan; dan
b. data barang milik daerah yang dusulkan pemusnahan.

Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
antara lain meliputi:

a. kode barang;
b. kode register;
c. nama barang;

d. tahun perolehan;
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(4)

(1)

(2)

(3)

3 m o

spesifikasi barang;
kondisi barang;
jumlah barang;

bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi
dengan bukti kepemilikan;

nilai perolehan; dan

nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan
penyusutan.

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dokumen pendukung berupa:

a.

surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
yang sekurang-kurangnya memuat:

1. identitas Pengguna Barang/kuasa Pengguna Barang; dan

2. pernyataan bahwa barang milik daerah tidak dapat digunakan,
tidak  dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak  dapat
dipindahtangankan atau alasan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangzan.

fotokopi bukti kepemilikan, untuk barang milik daerah yang harus
dilengkapi dengan bukti kepemilikan;

kartu identitas barang, untuk barang milik daerah yang harus
dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan

foto barang milik daerah yang divsulkan pemusnahan.

Pasal 391

Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan
Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

b.

C.

penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan
pemusnahan barang milik daerah;

penelitian data administratif; dan

penelitian fisik.

Penelitian data administratif sebagairana dimaksud pada ayat (2) huruf
b, dilakukan untuk meneliti antara lain:

a.

e Ao o

5

kode barang;

kode register;
nama barang;
tahun perolehan;
spesifikasi barang;
kondisi barang;
jumlah barang;

bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi
dengan bukti kepemilikan;

nilai perolehan; dan/atau
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(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

j.  nilai buku, untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan
penyusutan.

Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan
dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan
dimusnahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan
pemusnahan barang milik daerah.

Pasal 392

Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak disetujui,
Bupati memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola
Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasan.

Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui, Bupati
menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah.

Surat persetujuan pemusnahan bar-ang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang
sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama
barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah
barang, nilai perolehan, dan nila: buku untuk barang milik daerah
vang dapat dilakukan penyusutan; dan

b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan
Pemusnahan kepada Bupati.

Pasal 393

Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasa. 392 ayat (2), Pengguna Barang
melakukan pemusnahan barang milik daerah.

Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat persetujuan
pemusnahan barang milik daerah oleh Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 392 ayat (2).

Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat

{12), P;:ngguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik
aerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemusnahan Pada Pengelola Barang

Pasal 394

Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan oleh
Pengelola Barang kepada Bupati.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Muatan materi surat permohonan pemusnahan pada Pengguna Barang
serta kelengkapan dokumen pendukurng sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 390 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis
terhadap muatan materi surat permohonan pemusnahan dan serta

kelengkapan dokumen dukung pada Pengelola Barang.

Pasal 395

Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan usulan pemusnahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394.

Tata cara penelitian terhadap permohonan pemusnahan barang milik
daerah pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap tata
cara penelitian terhadap permohonan pemusnahan barang milik daerah
pada Pengelola Barang.

Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak disetujui,
Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan.

Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui, Bupati
menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah.

Surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:

a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang
sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama
barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah
barang, nilai perolehan, dan nila. buku untuk barang milik daerah
yang dapat dilakukan penyusutan; dan

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan
pemusnahan kepada Bupati.

Pasal 396

Berdasarkan persetujuan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 395 ayat (4), Pengelola Barang melakukan
pemusnahan barang milik daerah.

P@laksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaksanakan paling

lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pemusnahan barang milik
daerah dari Bupati.

Berdasarkan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik
daerah.

BAB XI
PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 397

Penghapusan barang milik daerah melipuci:

a.

penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang
Kuasa Pengguna;

150



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 39%

Penghapusan dari Daltar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang
Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 huruf a,
dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam
penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Penghapusan dari Daftar Barang Penge ola scbagaimana dimaksud cla_lam
Pasal 397 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak
berada dalam penguasaan Pengelola Barang.

Penghapusan dari Daftar Barang Milix Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 397 huruf c, dilakukan dalam hal terjadi penghapusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:

a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;

b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah
tidak ada upaya hukum lainnya;

c. menjalankan ketentuan undang-undang;
pemusnahan; atau
e. sebab lain.

Pasal 399

Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola

Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan
karena:

a. penyerahan barang milik daerah;

b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
c. pemindahtanganan atas barang rnilik;
d

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah
tidak ada upaya hukum lainnya;

e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan,
f. pemusnahan; atau

g. sebab lain.

Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan
sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi
penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut,

menguap, mencair, kadaluwarsa, usang, roboh, faktor alam, mati, dan
sebagai akibat dari keadaan kahar (fcrce majeure).

Pasal 400

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 ayat (1) untuk
barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan

menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah
mendapat persetujuan Bupati.
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(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 ayat (1) untuk
barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan
menerbitkan keputusan penghapusan oleh Bupati.

(3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk barang milik daerah
yang dihapuskan karena:

a. pengalihan status penggunaan;
b. pemindahtanganan; atau
¢. pemusnahan.

(4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik
daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar
Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

(5) Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah St;bagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang

Pasal 401

(1) Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik
daerah.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu)
bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah
Terima (BAST) penyerahan kepada Bupati.

(4) Pengguna Barang melaporkan pernghapusan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati, dengan
melampirkan:

a. keputusan penghapusan; dan
b. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Bupati.

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik
daerah pada daftar barang milik dacrah.

Pasal 402

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah kepada
Bupati harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan
Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penyerahan
barang milik daerah dari Pengguna Barang kepada Bupati harus
dicantumkan dalam laporan semeste-an dan laporan tahunan.
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(1)

(2)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 403

Penghapusan karena pengalihan status penggunaan barang milik daerah
kepada Pengguna Barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399
ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

Barang.

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan scte!gh
Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik
daerah.

Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang
sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status
penggunaan barang milik daerah.

Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati
dengan melampirkan:

a. keputusan penghapusan; dan

b. Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status penggunaan
barang milik daerah.

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik
daerah pada daftar barang milik daerah.

Pasal 404

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan barang milik
daerah harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan
tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat dari pengalihan
status penggunaan barang milik daerah harus dicantumkan dalam
laporan barang milik daerah semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 405

Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 ayat (1) huruf ¢, dilakukan olch
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah

Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik
daerah.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu)

bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah
Terima (BAST).

Keputusan penghapusan barang milik daerah karena pemindahtanganan

atas barang milik daerah disampaikan kepada Pengguna Barang disertai
dengan:

a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal
pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara
lelang;
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(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

b. Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal pemindahtanganan
dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan
penyertaan modal pemerintah daerah; dan

c. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, dalam hal
pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati dengan melampirkan:

a. Keputusan Penghapusan; dan
b. Berita Acara Serah Terima, Risalah Lelang, dan Naskah Hibah.

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Pengelola Barang menghapus barang milik daerah dari Daftar Barang
Milik Daerah.

Pasal 406

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtanganan
harus dicantumkan dalam laporan barang Pengguna/laporan barang
Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan Pengguna Barang dan/atau
Kuasa Pengguna Barang.

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penghapusan
karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan
semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 407

Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang,.

Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik
daerah kepada Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

b. d'fata barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan,
diantaranya meliputi tahun perclehan, kode barang, kode register,

nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau
nilai perolehan.

Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:

a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah
dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan

b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan

penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang meliputi:
a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;
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(6)

(7)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik
daerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
dan

c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan.

Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c
dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara barang milik daerah
yang menjadi objek putusan pengadilan dengan barang milik daerah yang
menjadi objek permohonan penghapusan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.

Pasal 403

Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 407 ayat (2) tidak disetujui, Bupati melalui
Pengelola Barang memberitahukan pada Pengguna Barang disertai
dengan alasan.

Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah disetujui, Bupati
menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah.

Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang disetujui
untuk dihapuskan, diantaranya meliputi:

a. kode barang;

o

kode register;

nama barang;

tahun perolehan;
spesifikasi/identitas teknis;
kondisi barang;

jumlah;

PR oMo oo

nilai perolehan;

——
.

nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan
penyusutan; dan

j-  kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan

Penghapusan kepada Bupati melalui Pengelola Barang,

Pasal 409

Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388
ayat (2), Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang.

Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan
penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengguna
dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pgda ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang
sejak tanggal persetujuan penghapusan barang milik daerah dari Bupati.
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(4)

(5)

Pengguna Barang melaporkan penghapusan l.«_epada Bupati dengan
melampirkan keputusan penghapusan darang milik daerah.

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pgda ayat
(3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar

Barang Milik Daerah.

Pasal 410

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407, Pasgl 408 dan Pasal
409 hanya dilakukan karena adanya putusan _pengadllan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum
lainnya.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 411

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna
Barang.

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 412

Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 ayat (1) huruf e,
diawali dengan pengajuan permohonan penghapusan barang milik daerah
oleh Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang
sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode
register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku,
dan/atau nilai perolehan.

Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan

penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola
Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.

Pasal 413

Apabila Bupati menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 412 ayat (4), Bupati menerbitken surat persetujuan penghapusan.

Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang
sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode
register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi,
jumlah, nilai buku, dan/atau ni ai perolehan; dan
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(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan
penghapusan kepada Bupati.

Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)t
Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari
Daftar Pengguna Barang dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna
dengan berdasarkan keputusan penghapusan Pengelola Barang.

Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diterbitkan paling lama 1 [satu) bulan oleh Pengelola Barang
sejak tanggal persetujuan Bupati.

Pasal 414

Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah kepada
Bupati, dengan melampirkan keputusan penghapusan yang dikeluarkan
oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 ayat (4).

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 413 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah
dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 415

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan
laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 416

Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 ayat (1) huruf f,
dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah  Pengelola Barang menerbitkan keputusan
penghapusan barang milik daerah.

Keputusan penghapusan barang miik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diterbitkan oleh Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal berita acara pemusnahan.

Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan disampaikan
kepada Bupati dengan melampirkan Kkeputusan penghapusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berita acara pemusnahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah pada Daftar
Barang Milik Daerah.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 417

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahuran pengguna barang atau kuasa

pengguna barang.

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemusnahan
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 4183

Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399
ayat (1) huruf g, dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang.

Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik
daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan,
diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register,
nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau
nilai perolehan.

Permohonan penghapusan barang mi ik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan:

a. hilang karena kecurian;

b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk
hewan/ikan/tanaman,; atau

¢. keadaan kahar (force majeure).

Pasal 419

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang
karena kecurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 ayat (3) huruf
a, harus dilengkapi:

a. surat keterangan dari Kepolisian; dan

b. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
yang sekurang-kurangnya memuat:

1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang
m_.nhk daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat
diketemukan; dan

3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa
penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan
adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang
menggunakan/penanggung jawab barang milik
daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup
kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasa.n terbakar,
susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk
hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 ayat (3)
huruf b, harus dilengkapi:

a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

b. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
mengenai kebenaran permohonan yang diajukan.

c. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahv_va
barang milik daerah telah terbakar, susut, menguap, mencair,
kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan

d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri
hasil laporan pemeriksaan/penelitian.

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan
kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 ayat (3)
huruf ¢, harus dilengkapi:

a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:
1. mengenai terjadi keadaan kahar (force majeure); atau
2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force
majeure).

b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar
(force majeure) dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 420

Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan
penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 418 ayat (3).

Penelitian sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) meliputi:

a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan
penghapusan;

b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode barang, kode
register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/ identitas
barang milik daerah, penetapan status penggunaan, bukti
kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi
dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan

c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 ayat (3) huruf b dan huruf
¢, jika diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati
untuk penghapusan barang milik daerah karena sebab lain.

Pasal 421

Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
418 ayat (3) tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengguna
Barang melalui Pengelola Barang disertai dengan alasan.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(2)

(3)

(4)

Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Ffasal
418 ayat (3) disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan
penghapusan barang milik daerah.

Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebag?imapg
dimaksud pada ayat (2) memuat data barang milik' daefrah yang disetujul
untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi:

a. kode barang;
kode register;

nama barang;

o o

tahun perolehan;
spesifikasi/identitas teknis;
kondisi barang;

jumlah;

= ol - B I

nilai perolehan,

—
.

nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan
penyusutan; dan

i. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan
penghapusan kepada Bupati.

Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pagla ayat (3),
Pengelola Barang menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1
(satu) bulan sejak tanggal persetujuan.

Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari
Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna
berdasarkan Keputusan Penghapusar sebagaimana dimaksud pada ayat

(4).
Pasal 422

Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati
dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal £21 ayat (4).

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 421 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah
dari Daftar Barang Milik Daerah.

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam

laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau
Kuasa Pengguna Barang.

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

(1)

Pasal 423
Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 ayat (1) huruf a
dilakukan oleh Pengelola Barang.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.

Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak tanggal
Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Pengguna Barang.

Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati
dengan melampirkan keputusan penghapusan dan Berita Acara Serah
Terima (BAST) penyerahan kepada Pengguna Barang sebagaiamana
dimaksud pada ayat (3).

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik
daerah pada Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 424

Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari penyerahan
barang milik daerah kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penyerahan
barang milik daerah kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 42,5

Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah
kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 ayat (1) huruf
¢, dilakukan oleh Pengelola Barang.

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.

Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak
tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati
dengan melampirkan keputusan penghapusan yang disertai dengan:

a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila

pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara
lelang;

b. Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila pemindahtanganan
dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan
penyertaan modal pemerintah daerah; dan

c. Berita Acara Serah Terima (EAST) dan naskah hibah, apabila
pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar
Barang Milik Daerah.
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(3)
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(9)

(6)
(7)
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Pasal 426

Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai  akibat dari
pemindahtanganan barang milik dacrah harus dicantumkan dalam
laporan barang semesteran dan tahunan Pengelola Barang.

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari
pemindahtanganan barang milik daerah harus dicantumkan dalam
laporan barang milik daerah semesteran dan tahunan.

Pasal 427

Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah rnernpgrolch
kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh
Pengelola Barang.

Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati
yang sekurang-kurangnya memuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan,
sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode
register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku,
dan/atau nilai perolehan.

Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:

a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/
disahkan oleh pejabat berwenang; dan

b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang
milik daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Penelitian sebagaimana dimaksud pacda ayat (4) meliputi:
a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;

b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik
daerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dan sudeh tidak ada upaya hukum lainnya;
dan

c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan, guna memastikan
kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek putusan

pengadilan dengan barang milik daerah yang menjadi objek
permohonan penghapusan.

Dalam hal permohonan penghapusan barang milik daerah tidak disetujui,
Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan.

Dalam hal permohonan penghapusan barang milik daerah disetujui,
Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah.

Surat persetujuan penghapusan bkarang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurangnya memuat:

a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan,
sekurang-kurangnya meliputi <ode barang, kode register, nama
barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi,
jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan
penghapusan kepada Bupati.

Pasal 428

Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427
ayat (7), Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang.

Berdasarkan keputusan penghapusan barang sebagaimana dimaks_gd
pada ayat (1) Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik
daerah dari Daftar Barang Pengelola.

Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan oleh Bup_ati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal persetujuan.

Pengelola Barang menyampaikan lapcran penghapusaq ‘kepada Bupati
dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah.

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pe.xda ayat
(3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar
Barang Milik Daerah.

Pasal 429

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 dan Pasal 428 hanya
dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 430

Perubahan daftar barang Pengelola sebagai akibat dari putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola
barang.

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 421

Penghapusan barang milik daerah karena melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399

ayat (1) huruf e, diawali dengan mengajukan permohonan penghapusan
barang milik daerah dari Pengelola Barang kepada Bupati.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang
sekurang-kurangnya meliputi taaun perolehan, kode barang, kode
register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku
dan/atau nilai perolehan.

Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang
milik daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penelitian sebagaimana dimaksud pacda ayat (3) meliputi:

a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;
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(2)

3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

b. penelitian terhadap peraturan perandang-undangan terkait barang
milik daerah; dan

c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan, guna mem'astik‘an
kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek
peraturan perundang-undangan cengan barang milik daerah vang
menjadi objek permohonan penghapusan.

Pasal 4322

Apabila Bupati menyetujui hasil penelitian sebagaimana dimaksud dala
Pasal 431 ayat (4), Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan.

Surat persetujuan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:

a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang
sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama
barang, spesifikasi/identitas tekais, kondisi, jumlah, nilai buku,
dan/atau nilai perolehan;

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan
penghapusan kepada Bupati.

Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari
Daftar Pengelola Barang berdasarkan keputusan penghapusan barang
milik daerah.

Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diterbitkan oleh Bupat paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal persetujuan.

Pasal 433

Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati
dengan melampirkan keputusan penghapusan.

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 432 ayat (4) Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah
dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 434

Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 435

Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengelola
Barang sebagaimana dimaksud dealam Pasal 399 ayat (1) huruf f
dilakukan dengan ketentuan.

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pengelola Barang setelah Bupati menerbitkan keputusan penghapusan
barang milik daerah.
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(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sejak
tanggal berdasarkan berita acara pemusnahan.

Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati
dengan melampirkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud
pada pada ayat (2) dan berita acara pernusnahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar
Barang Milik Daerah.

Pasal 436

Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Pemusnahan
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan
pengelola barang.

Perubahan Daftar Barang Milik Daeran sebagai akibat dari pemusnahan
barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan
laporan tahunan.

Pasal 437

Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399
ayat (1) huruf g, dilakukan oleh Pengelola Barang.

Pengelola Barang mengajukan permchonan penghapusan barang milik
daerah kepada Bupati yang paling sedikit memuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang
di antaranya meliputi kode barang, kode register, nama barang,
nomor register, tahun perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi
barang, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

Permohonan penghapusan barang mlik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan:

a. hilang karena kecurian;

b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk
hewan/ikan/tanaman; dan/atau

c. keadaan kahar (force majeure).

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang
karena kecurian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus
dilengkapi:

a. Surat Keterangan dari Kepolisian;

b. Surat Keterangan dari Pengelole Barang vang sekurang-kurangnya
memuat:

1. identitas Pengelola Barang;

2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang
milik daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak
dapat diketemukan; dan
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(5)

6)

(7)

(8)

(1)

3. pernyataan apabila di kemucian hari ditemukan bukti bahwa
penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan
adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang
menggunakan/penanggung jawab barang milik
daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup
kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan terbakar,
susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk
hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
harus dilengkapi:

1. identitas Pengelola Barang;

2. pernyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran
permohonan yang diajukan;

3. pernyataan bahwa barang milik daerah telah, terbakar, susut,
menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk
hewan/ikan/tanaman; dan

4. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dilampiri
hasil laporan pemeriksaan/penelitian.

Permohonan penghapusan barang miik daerah dengan alasan keadaan
kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, harus
dilengkapi:

a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:
1. mengenai terjadinya keadaan kahar (force majeure); atau
2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force
majeure); dan

b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar
(force majeure).

Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang
milik daerah dari Pengelola Barang seoagaimana dimaksud pada ayat (3).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:

a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan
penghapusan;

b. penelitian data administratif secikitnya terhadap tahun perolehan,
spesifikasi/identitas barang rmilik daerah, penetapan status
penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang
harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau
nilai perolehan; dan

c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c jika
diperlukan.

Pasal 438

Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
437 ayat (3) tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengeclola
Barang disertai dengan alasan.
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(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

(3)

(1)

Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam F:asa,l
437 ayat (3) disetujui, Bupati rmenerbitkan surat persetuuan
penghapusan barang milik daerah.

Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang disetujui
untuk dihapuskan, yang paling sedikit meliputi:

kode barang;

kode register;

nama barang;

tahun perolehan;
spesifikasi/identitas teknis;
kondisi barang;

jumlah;

< S -SR-S

nilai perolehan;

—
.

nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan
penyusutan; dan

= kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan
penghapusan kepada Bupati.

Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bupati menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal persetujuan.

Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari
Daftar Barang Pengelola berdasarkan keputusan penghapusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 4G9

Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati
dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah.

Berdasarkan keputusan penghapusan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 438 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah
dari Daftar Barang Milik Daerah.

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

BAB XII
PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pembukuan
Pasal 440

Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang
milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar
Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan
pendaftaran dan pencatatan bararng milik daerah yang status
penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna

menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Pasal 441

Pengelola Barang menghimpun daftar barang Pengguna/daftar barang
Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (2).

Pengelola Barang menyusun daftar barang milik daerah berdasarkan
himpunan daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar barang Pengelola
menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Dalam daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal 442

Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi
dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.

Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) kepada Pengelola
Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.

Pasal 443

Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 5 (lima) tahun.

(1)

(2)

(3)

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 444

Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasa
Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan
untuk disampaikan kepada Pengguns Barang.

Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna
Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
bahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan.

Laporan barang Pengguna sebageimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Perangkat Daerah
untuk disampaikan kepada Pengelola barang.
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(1)

(2)

(3)

Pasal 445

Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola semesteran
dan laporan barang Pengelola tahunan.

Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang Pengguna
semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan secbagaimana
dimaksud dalam Pasal 444 ayat (2) serta laporan barang Pengelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan
barang milik daerah.

Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah dacrah.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 446

Pegawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh:

(2]

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau

Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pasal 447
Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap
penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan,

pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di
dalam penguasaannya.

Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk Unit Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kuasa
Pengguna Barang.

Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat
pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut
hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2).

Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil
audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 418

Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang
milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan
pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemantauan dan investigasi sebagairmana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat
pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan
Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.
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(1)

(2)

BAB XIV
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 449

Barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah
merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk
menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang
bersangkutan.

Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pengelolaan Barang Milik Daerah, kecuali terhadap barang yang dikelola
dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan
pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum
Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

BAB XV
BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 450

Rumah negara merupakan barang milik daerah yang diperuntukkan sebagai
tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang
pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah.

(1)
(2)

(3)

Pasal 451
Bupati menetapkan status penggunaan golongan rumah negara.

Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 3
(tiga) golongan, yaitu:

a. rumah negara golongan I;
b. rumah negara golongan II; dan
c. rumah negara golongan III.

Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada pemohonan penetapan status penggunaan yang
diajukan oleh Pengguna Barang.

Pasal 452

Rumah negara golongan | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451 ayat
(2) huruf a, adalah rumah negara dipergunakan bagi pemegang jabatan
tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah
tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang
bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
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(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451 ayat
(2) huruf b, adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak
dapat dipisahkan dari suatu Perangkat Daerah dan hanya disediakan
untuk didiami oleh pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang

bersangkutan.

Termasuk dalam rumah negara golongan Il adalah rumah negara yang
berada dalam satu kawasan dengan Perangkat Daerah atau Unit Kerja,
rumah susun dan mess/asrama pemerintah daerah.

Rumah negara golongan Il sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451 ayat
(2) huruf ¢, adalah rumah negara yang tidak termasuk golongan 1 dan
golongan Il yang dapat dijual kepada penghuninya.

Pasal 453

Barang milik daerah berupa rumah negara hanya dapat digunakan
sebagai tempat tinggal pejabat atau pegawai negeri sipil pemerintah
daerah yang memiliki Surat Izin Penghunian (SIP).
Pengguna Barang wajib mengoptimalkan penggunaan barang milik
daerah berupa rumah negara Golongan I dan rumah negara golongan Il
dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pengguna Barang rumah negara golongan I dan rumah negara golongan
IT wajib menyerahkan barang milik daerah berupa rumah negara yang
tidak digunakan kepada Bupati.

Pasal 454

Surat Izin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453 ayat
(1) untuk rumah negara golongan | ditandatangani Pengelola Barang.

Surat Izin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453 ayat
(1) untuk rumah negara golongan Il dan golongan lIl ditandatangani
Pengguna Barang.

Pasal 455

Suami dan istri yang masing-masing berstatus Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Daerah yang bersangkutan, hanya dapat menghuni satu
rumah negara.

Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat diberikan apabila suami dan istri tersebut bertugas dan
bertempat tinggal di daerah yang berlainan.

Bagian Kedua
Penggunaan
Pasal 456

Barang milik daerah berupa rumah negara dapat dilakukan alih status
penggunaan.

Alih status penggunaan:

a. antar Pengguna Barang untuk ramah negara golongan I dan rumah
negara golongan II;
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(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(1)

(2)

(1)

(2)

b. dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang rumah negara
golongan III, untuk rumah negara golongan II yang akan dialihkan

statusnya menjadi rumah negara golongan III; atau

¢. dari Pengguna Barang rumah negara golongan III kepada Pcngguna
Barang, untuk rumah negara golongan IIl yang telah dikembalikan
status golongannya menjadi rumah negara golongan II.

Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
hanya dapat dilakukan apabila barang milik daerah berupa rumah negara
telah berusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh
pemerintah daerah atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai
rumah negara.

Usulan alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, harus disertai sekuang-kurangnya dengan:

a. persetujuan tertulis dari Bupati mengenai pengalihan status
golongan rumah negara dari rumah negara golongan Il menjadi
rumah negara golongan III;

b. surat pernyataan bersedia menerima pengalihan dari Pengguna
Barang rumah negara golongan Il/;

c. salinan keputusan penetapan status rumah negara golongan II;
d. salinan Surat Izin Penghunian (SIP) rumah negara golongan II; dan
e. gambar ledger/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi.

Pengguna Barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan
keabsahan data dan dokumen yang diterbitkan dalam rangka pengajuan
usulan pengalihan status penggunaan.

Proses pengajuan dan pemberian persetujuan alih status penggunaan
mengikuti ketentuan mengenai alih status penggunaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 sampai denzan Pasal 33.

Pasal 457

Dalam hal diperlukan Bupati dapat melakukan alih fungsi barang milik
daerah berupa rumah negara golongan | dan rumah negara golongan II,
menjadi bangunan kantor.

Alih fungsi barang milik daerah berupa rumah negara golongan | dan
rumah negara golongan Il sebageimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengalihan Hak Rumah Negara
Pasal 458

Pemindahtanganan dalam bentuk penjualan Rumah Negara hanya dapat

dilakukan terhadap barang milik daerah berupa rumah negara golongan
I11.

Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada penghuni yang sah.
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Penjualan barang milik daerah berusa rumah negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengen mekanisme tidak secara lelang.

Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap rumah negara

yang tidak dalam keadaan sengketa.

Pasal 459

Penjualan rumah negara golongan III dilakukan oleh Pengelola Barang
setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan Ill
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengalihan
hak rumah negara golongan III.

Dalam hal usulan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara
golongan III disetujui, maka Bupati menerbitkan surat persetujuan
penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III.

Dalam hal usulan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara
golongan IIl tidak disetujui, maka Bupati menerbitkan surat penolakan
usulan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III
disertai alasannya.

Pasal 460

Pengajuan usul penjualan barang m:lik daerah berupa rumah negara
golongan Ill dilakukan oleh Pengguna Barang rumah negara golongan III

kepada Bupati, yang sekurang-kurangnya disertai dengan data dan
dokumen:

a. surat pernyataan dari Pengguna Barang rumah negara golongan III
yang menyatakan bahwa rumah negara yang diusulkan untuk dijual
tidak dalam keadaan sengketa,;

b. keputusan penetapan status rumah negara golongan III;

c. persetujuan pengalihan dan penetapan status penggunaan barang
milik daerah;

d. Surat ljin Penghunian (SIP) rumah negara golongan III;

gambar/ledger, lokasi, tahun perolehan, luas tanah, dan bangunan
rumah negara golongan III; dan

f.  surat pernyataan kelayakan pengalihan hak rumah negara golongan
III dari Pengguna Barang rumah negara golongan III.

Pengguna Barang rumah negara golongan IIl bertanggung jawab penuh
atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 461

Rumah negara yang dapat dialihkan haknya adalah rumah negara
golongan lII yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan tidak
dalam keadaan sengketa.

Umur rumah negara sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1),

diperhitungkan berdasarkan penetapan status atau pengalihan status
oleh Bupati.
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(4)
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(6)

(7)

Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya
dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni
melalui Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

Penghuni rumah negara golongan Il dapat mengajukan permohonan
pengalihan apabila yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja 10

(sepuluh) tahun atau lebih sebagai pegawai negeri sipil pemerintah daerah
yang bersangkutan.

Dalam hal suami dan istri masing-masing mendapat Surat Izin
Penghunian (SIP) untuk menghuni rumah negara golongan III, maka
pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
diberikan kepada salah satu dari suami dan istri yang bersangkutan dan
belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah
dari pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pegawai negeri sipil pemerintah daereh yang telah memperoleh rumah
dan/atau tanah dari pemerintah, tidak dapat lagi mengajukan
permohonan pengalihan hak atas rumah negara golongan III.

Pengalthan hak rumah negara golongan III kepada penghuninya
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 462

Penghuni rumah negara golongan Il yang dapat mengajukan permohonan
pengalihan hak kepada Pengguna Barang harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:

a. Pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan:

1. mempunyai masa kerja seckurang-kurangnya 10 (sepuluh)
tahun;

memiliki Surat Izin Penghun an (SIP) yang sah; dan

3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah
dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

b. Pensiunan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang
bersangkutan;

1. menerima pensiun dari Negara;
2.  memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan

3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah
dan/atau tanah dari pemerintah, berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

c. Janda/duda pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang
bersangkutan:

1. masih berhak menerima turjangan pensiun dari Negara, yang:

a) almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya
mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun; atau

b) masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah
dengan jangka waktu sejak yang besangkutan menjadi
Jjanda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)
tahun;

2.  memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
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)
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3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah
dan/atau tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

d. Janda/duda pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai
pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku:

1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;
2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan

3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah
dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

e. Pejabat negara, janda/duda pejabat negara:
1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;
2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan

3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah
dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Apabila penghuni rumah negara golongan IIl sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak
atas rumah negara dimaksud dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni
yang bersangkutan.

Apabila pegawai negeri sipil pemerintah daerah  yang
bersangkutan/penghuni yang bersangkutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meninggal dan tidak mempunyai anak sah, maka rumah
negara kembali ke pemerintah daerah.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Barang
mengajukan usulan penjualan rumah negara golongan III Kepada Bupati.

Bupati melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan
pertimbangan persetujuan Bupati atas permohonan yang diajukan
penghuni rumah negara golongan Il sebagaimana dimaksud pada ayat

(4).
Pasal 463

Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan
penilaian atas rumah negara golongan Ill yang akan dialihkan dan hasil
penilaian dilaporkan kepada Bupati.

Dalam melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 462 ayat (5), Bupati dapat membentuk Tim.

Hasil penelitian dan pengkajian dituangkan dalam Berita Acara dan
disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan
penjualan rumah negara golongan III.

Bupati menyetujui dan menetapkan pengalihan hak rumah negara
golongan IIl berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (3).

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan

menerbitkan surat persetujuan dan penetapan dengan menerbitkan surat
keputusan.
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(4)

Pelaksanaan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara
golongan IIl dalam bentuk pengalihan hak harus dilaporkan kepada
Bupati dengan melampirkan salinan keputusan pengalihan hak rumah
negara dan penetapan harga rumah negara golongan III setelah

penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Dalam hal Bupati tidak menyetujui atas pengajuan permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462 ayat (1) Bupati memberitahukan
kepada Pengguna Barang rumah negara golongan III disertai alasannya
untuk disampaikan kepada pengguni rumah negara golongan III.

Pasal 46

Berdasarkan persetujuan sebagaimane dimaksud dalam Pasal 463 ayat
(5) Bupati menetapkan harga rumah beserta tanahnya berdasarkan hasil
penilaian.

Harga rumah negara golongan Il sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai wajar.

Pasal 465
Pengalihan rumah negara golongan Ill dilakukan dengan cara sewa beli.

Bupati menandatangani surat perjenjian sewa beli rumah negara
golongan III.

Pembayaran harga rumah negara golongan Il dapat dilaksanakan secara
angsuran dan disetor ke Kas Umum Daerah.

Apabila rumah yang dialihkan haknya terkena rencana tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayarannya dapat dilakukan
secara tunai.

Pembayaran angsuran pertama ditetapkan paling sedikit 5% (lima puluh
persen) dari harga rumah negara Golongan Ill dan dibayar penuh pada
saat perjanjian sewa beli ditandatangani, sedang sisanya diangsur dalam
jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 466

Penghuni yang telah membayar lunas harga rumah negara golongan III
beserta tanahnya, memperoleh:

a. penyerahan hak milik rumah; dan
b. pelepasan hak atas tanah.

Penghuni yang telah memperoleh penyerahan hak milik dan pelepasan
hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan
permohonan hak atas tanah sesuai dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pelepasan hak atas tanah dan/atau penyerahan hak milik rumah serta
penghapusan dari daftar barang milik daerah ditetapkan dengan
keputusan Bupati.

Bupati menyerahkan surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan
pelepasan hak atas tanah kepada peaghuni yang telah membayar lunas

harga rumah beserta harga tanahnya sesuai perjanjian sewa beli
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465 ayat (2).
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(1)
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Penghuni yang telah memperoleh surat keputusan penyerahan hak milik
rumah dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) wajib mengajukan permohonan hak untuk memperoleh sertifikat hak
atas tanah kepada Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas
tanah untuk ditindaklanjuti dengan penghapusan dari Daftar Barang
Milik Daerah.

Bagian Keempat
Tata Cara Penghapusan Rumah Negara

Pasal 467

Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan
berdasarkan keputusan penghapusan yang diterbitkan oleh:

a. Pengelola Barang untuk penghapusan dari Daftar Barang
Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; dan

b. Bupati untuk penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah
Pengelola Barang.

Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara golongan I
dan rumah negara golongan Il dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa

Pengguna kepada Bupati atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang lainnya;

b. penghapusan barang milik daeral berupa rumah negara golongan III
dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna kepada Bupati atau
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lain rumah negara
golongan III; atau

c. penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara dari Daftar
Barang Milik Daerah.

Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebagai tindak lanjut dari:

a. penyerahan kepada Bupati;

b. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang lain;
c. alih status penggunaan menjadi bangunan kantor; atau
d

sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar
menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam
atau terkena dampak dari terjadinya force majeure.

Penghapusan barang milik daecrah berupa rumah negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sebagai tindak lanjut dari:

a. penyerahan kepada Bupati,

b. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang lain;

c. penjualan rumah negara golongan IlI;
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(5)

d. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar
menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam
atau terkena dampak dari terjadinva force majeure.

Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c dilakukan sebagai tindak lanjut dari:

a. penjualan rumah negara golongan IlII; atau

b. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar
menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam,
atau terkena dampak dari terjadinya force majeure.

Pasal 463

Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 467 dilakukan setelah keputusan penghapusan
diterbitkan oleh:

a.

(1)

(2)

Pengelola Barang untuk barang milik daerah berupa rumah negara

golongan I dan rumah negara golongan II, untuk penghapusan dari daftar
barang Pengguna/Kuasa Pengguna,;

Pengelola Barang rumah negara golongan III, untuk penghapusan dari
Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna rumah negara golongan III;
atau

Bupati, untuk penghapusan dari daftar barang Pengelola Barang.

Pasal 4€9

Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan
kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan dari daftar

barang Pengguna/Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal
468 huruf a dan huruf b.

Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan
karena penjualan rumah negara golongan III kepada Bupati dengan
melampirkan:

a. keputusan penghapusan dari daftar barang Pengguna/Kuasa
Pengguna rumah negara golongan IlI;

b. keputusan penyerahan hak milk rumah dan pelepasan hak atas
tanah rumah negara golongan IlII; dan

c. perjanjian sewa beli.

Pasal 470

Nilai barang milik daerah berupa rumah negara yang dihapuskan sebesar nilai
yang tercantum dalam:

a.

b.

Daftar Barang Pengelola/daftar barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa
Pengguna; atau

Daftar Barang Milik Daerah.
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Bagian Kelima
Tata Cara Penatausahaan Rumah Negara

Pasal 471

Penatausahaan barang milik daerah berupa rumah negara meliputi
kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang
melakukan penatausahaan barang milik daerah berupa rumah negara.

Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pelengkap dari penatausahaan barang milik daerah antara lain:

a. alih status penggunaan,

b. alih status golongan;

c. alih fungsi;

d. penjualan rumah negara golongar IIl; dan

e. penghapusan.

Pasal 472

Inventarisasi dalam rangka penatausahaan barang milik daerah berupa
rumah negara dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima)
tahun.

Pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mengumpulkan data administrasi dan fisik barang milik
daerah berupa rumah negara sekurang-kurangnya meliputi:

a. bukti kepemilikan tanah dan bangunan;
status penggunaan;
status penghunian;

nilai dan luas tanah dan bangunan;

o oo @

alamat, lokasi, dan tipe bangunan; dan
f.  kondisi bangunan

Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh
Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
kepada Bupati.

Pasal 473

Pelaporan dalam rangka penatausahaan barang milik daerah berupa
rumah negara dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan.

Pengguna Barang menyusun laporan semesteran dan tahunan atas

barang milik daerah berupa rumah n=gara sebagai bagian dari pelaporan
barang milik daerah.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap
kegiatan pembukuan dan inventarisasi barang milik daerah berupa
rumah negara.
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Bagian Keenam
Pengawasan dan Pengendalian Rumah Negara

Pasal 47¢<

Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik
daerah berupa rumah negara yang berada dalam penguasaannya.

(1)

(2)

(1)

BAB XVI
GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 475

Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/ pelanggaran
hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui
tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 476
Ketentuan mengenai:
a. Format pelaporan barang milik daerah,;
b. Format perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
c. Format penggunaan barang milik daerah;
d

Format pemindahtanganan barang milik daerah;

m

Format penghapusan barang milik daerah;

=

Kode Barang

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 477

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karawang
Nomor 42 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik
Daerah Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 473
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Karawang.

Dltctapkan di Karawang

Drundangkan di Karawang
pada tanggﬂl 31 Desember 2019

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019
NOMOR 63
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LAMPIRAN | PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
LAPORAN MUTASI ASET TETAP
PENAMBAHAN ASET TANAH
TAHUN ..covivsrnrannas
Luas Harga/M2 | Jumilah Harga Tahun Status Tanah Mekanisme Dokumen Kontrak BAST/SP2D
No lenis/Nama Barang Pengadaan Letak / Alamat Sertifikat/SPH/AIB Penggunaan Pencairan Program Kegiatan Pekerjaan
2 o Hak Nomor T Nilai Nomor | Tanggal Nilai
Lsgiad o) ol Tanggal |_Nomor (GU/TU/LS) i g
1 2 3 4 5 b 7 8 9 E 11 12 1_3 14 15 16 17 18 19 20 21
JIUMLAH
KArBWANE, i irerisasrsnass

Banmiric Barsne
enguryc Sareng

sissssmsseesianssasibesssnainassrsanh snn




LAPORAN MUTASI ASET TETAP
PENAMBAHAN ASET PERALATAN DAN MESIN

TAHUN .......ccoen
Jumlah Harga Jumiah Merk/ Bakian Mekanisme Kontrak/SPK BAST/SP2D
Nama/Jenis Barang Barang Satuan Harga Type Pencairan Program Kegiatan Pekerjaan Ket.
Ta I Nomor Nilai Ta Nomor Nilai
(8h) (Rp) {Rp) (GU/TU/LS) ngga nggal
2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumiah =
Karawang, ...,
Mengetahui;
KEPALA PERANGKAT DAERAH

Pengurus Barang




LAPORAN MUTASI ASET TETAP

PENAMBAHAN ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

TAHUN ...covvnnrenns

Partong Lebar Luas Dolmimen BAST/SP2D
Jeniis Barang/Nama Barang Kontruksi e ™ ™) Letak/Lokasi Pencairan Program Kegiatan Pekerjaan Kontrak/SPK
Tanggal Nomar Harga Nomar Tanggs! Kilad
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ir
Jumlah
LT 1 R — -
Mengetahui;

REFALA FERANG AT DAERAH

fassen




LAPORAN MUTASI ASET TETAP
PENAMBAHAN ASET GEDUNG DAN BANGUNAN

TAHUN ...ccovaiinnnssan
Kontruks! Bangunan Mekanisme SPK/KONTRAK BAST/SP2D
lenis/Nama Barang lnnd:n o / L:‘::l MI Lokasi Pencairan Program Kegiatan Pekerjaan Ket.
B.KB. R8) Tidak Tidak (m2) (GU/TU/LS) Tanggal Nomor Hikai Tanggal Nomor Nilai
2 | 5 & 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumiah
Karawsng, .—eioiies
Mengetahui;
KEPALA PERANGKAT DAERAH Pengurus Barang




LAPORAN MUTASI ASET TETAP

PENAMBAHAN ASET KONTRUKSI DALAM PENGERIAAN

TAHUN ....occeee
Hontruksi Bangunan S Dokumen Kontrak/SPK Mekanisme SP20
lenis/Nama Barang .;,ﬂ';" ingkat)] Beton] II:‘;I } :‘“m T‘,"'N“' Asal-usul Pencairan Program Kegiatan Het.
| vidsk | idak Nomor | Tanggal | wilai b = " Gumuns) Nomor | Tanggal | mai
4 3 4 5 L] 7 8 9 10 11 12 13 1q 15 16 17 18 19 20
dumlah
Karawang.
Mengetahui;

KEPALA PERANGKAT DAERAH




AMBRAN I - PERATURAN BUPAT KARAWANG
NOMOR €3 TAHUN 2019
TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATLIRANDAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIX DAERAK

USLILAN RENCANA KERUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH

[RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGG UNA BARANG
TAHUN 2020
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG
PENGGUNA BARANG T CEE PR s
Hal: ...
USULAN RKBMD s M" u' ': DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN i 'w”“;" -
NO PROGRAM/XEGIATAN/OUTPUT CARA PEMENUHAN KETERANGAN
KODE BARANG NAMA BARANG JUMULAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN
1 4 5 & 7 8 9 10 11 12 13¢7-11) 14 15 16
Kuasa Pengguna Barang
Telah Diperiksa R I LR R b
[No Nama Jabatan Paraf | Tanggal |

Pejabat Penatausahpan Pengguna Barang

Pengurus Sarang Pengguna

NE]



USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAMH
[RENCANA PENGADAAN)
PENGGUNA BARANG . . ... /)
TAHUN 2020

PEMERINTAH DAERAH : KABUPATEN KARAWANG
PENGGUNA BARANG et et bt
[
USULAN RKEMD KEBUTUHAN MAKSIMUM DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN DMH;N L
NO CARA PEMENUHAN KETERANGAN
PROGRAM/KEGIATAN/OQUTPUT | KODEBARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAN SATUAN KOUE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN
1 a 5 6 7 & 2 10 11 12 13(7-11) 14 15 16
OOV
o
Littiersssisty
HOOOOUOUOUDN
3 i 1 14 iv 8
Telah Diperiksa Pengguna Barang
Pejabat Penatausahaan Pengguna
|Barang
Pengurus Barang Fengguna

MR s



PETUNJUK PENGISIAN

(1)  Diisi nomor halaman
(2)  Diisi Nama Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran yang bersangkutan
(3)  Diisi tahun anggaran berjalan
(4)  Diisi nama pengguna anggaran yang bersangkutan
(5)  Diisi No urut
(6)  Diisi nama program/ Kegiatan/ output berdasarkan rencana kerja perangkat daerah
(7)  Diisi kode barang
(8)  Diisi nama barang sesuai dengnan kode barang
(9)  Diisi kuantitas barang yang diusulkan
(10)  Diisi satuan barang, isal: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dl|
(11)  diisi standar kebutuhan maksimum sesuai dengan standar barang dan standar kebutuhan
(12)  Diisi satuan kebutuhan maksimum
(13)  Diisi kode barang yang masih mungkin untuk dioptimalkan
(14)  Diisi nama barang yang masih mungkin di optimalkan
(15)  Diisi jumlah barang yang masih mungkin dioptimalkan
(16)  Diisi satuan barang yang masih mungkin dioptimalkan
(17)  Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan
(18)  Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan
(19)  Diisi sesuai dengan cara pemenuhannnya misalkan pzngadaan, sewa, atau pembelian
(20)  Diisi keterangan dan atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap
(21)  Diisi tempat dan tanggal rencana kebutuhan pengadaan BMD disahkan
(22)  Diisi jabatan pengguna barang yang melakukan penandatangan RKBMD
(23)  Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan RKBMD



FPEMERINTAH DAERAH
PENGGUNA BARANG

: KABUPATEN KARAWANG

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

(RENCANA PEMELIHARAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG ... .....

TAHUN 2020

NO

PROG RAM/KEGIATAN /OUTPUT

BARANG YANG DIPELIHARA

USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN

KODE BARANG

NAMA BARANG

JUMLAR

SATUAN

STATUS BARANG

KONDISI BARANG

RR

NAMA PEMFLIHARAAN

JUMLAH

SATUAN

KETERANGAN

4

5

[3

9

10

11

»

13

XXX KN

NN X XXX

Telah Diperiksa

[no

Jabatan

Pejabiat Penatausahaan Pengguna Barang

Pengurus Barang Pengguna




USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
(RENCANA PEMELIHARAAN)
PENGGUNA BARANG .....ccocerirmimssmmmsepssannes 1
TAHUN 2020 ©

PEMERINTAH DAERAH | KABUPATEN KARAWANG

BARANG YANG DIPELIHARA USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN

NO |  PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT KODE BARANG NAMA BARANG | JUMLAH | saTuan STATUS BARANG ::"ms:‘:'mm:g NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAK | sATuAN e

1 2 3 4 5 3 7 8 9 10 11 12 £ 14

LMHI‘I'L_..._ ..............
1.Ke&illm.m pepreivaie

a. Output...

3. KeBIatdN...civniemsieiancn

By ERIEEAIE covorsrrsronwremsssacerrsers

|B. Program.......

1 Kegiatan..

B OUEPUR....-cconernss e siiarsonea

|No Nama Jabatan Paraf Tanggal | esasg e i S ks i el

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

|Pengurus Barang Pengguna




(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

PETUNJUK PENGISIAN

Diisi nomor halaman

Diisi Nama Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran yang bersangkutan
Diisi tahun anggaran berjalan

Diisi nama pengguna anggaran yang bersangkutan

Diisi No urut

Diisi nama program/ Kegiatan/ output berdasarkan rencana kerja perangkat daerah
Diisi kode barang

Diisi nama barang sesuai dengnan kode barang

Diisi kuantitas barang yang diusulkan

Diisi satuan barang, isal: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dll

Diisi status BMD yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD

Diisi sesuai dengan kondisi barang, jika Baik (B)

Diisi sesuai dengan kondisi barang, jika Rusak ringan (RR)

Diisi sesuai dengan kondisi barang, jika Rusak berat (RE)

Diisi uraian pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan
Diisi dengan kuantitas barang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan
Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaan

Diisi keterangan dan atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap
Diisi tempat dan tanggal rencana kebutuhan pengadaan BMD disahkan
Diisi jabatan pengguna barang yang melakukan penandatangan RKBMD
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan RKBMD




LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 6& TAHUN 2019

TENTANG  PERATURAN PELAKSANA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARAWANG NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH

Format Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah :

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI KARAWANG

Menimbang : bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang

Mengingat

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, perlu ditetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Daerah pada BEPD s

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang MNilik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5887);

5. Peraturan Menteri Dalem Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

MEMUTUSKAN

: Penetapan status penggunaan barang milik daerah pada

SKPD....... untuk tahun .......... Sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini.

: Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada

Diktum Kesatu adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan
pengelolaan oleh SKPD selaku pengguna barang sesuai
ketentuan yang berlaku;

S WREE s inasrynyass dapat melakukan pemanfaatan  atau

pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

: Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas

optimalisasi penggunaan barang milik daerah;

: Rincian terhadap status peaggunaan barang milik daerah dalam

lampiran keputusan ini diuraikan dalam daftar barang milik
daerah pada Pengguna Barang;

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang

Pada tanggal :

BUPATI KARAWANG

-----------------------------------------



Lampiran : Keputusan Bupati Karawang

Nomor
Tanggal :

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

PADK SKPD ..covvvimonsmaminss
TAHUN......cocovvnennen
Kod Nilai
No. il Nama Barang Jumlah Perolehan | Keterangan
Barang (Rp.)

JUMLAH

BUPATI KARAWANG,

ooooooooooooooooooooooooo

oooooo




Format Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Sementara :

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH
PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG.......ccooimiiiimiiiiiiiinns

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEDUA

BUPATI KARAWANG

bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang pada Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang............ , perlu ditetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan
Sementara Barang Milik Daerah Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang.......avesesssensssssssane

I

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomcr 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

: Penetapan status penggunaan sementara barang milik daerah

pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

:Obyek barang yang digunakan sementara oleh Pengguna

barang/Kuasa Pengguna Barang........ yang telah ditetapkan
status penggunaannya pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang...... dengan rincian sebagaimana dalam lampiran
keputusan ini;



KETIGA : Pengguna Barang sementara sebagaimana pada DIktum Kesatu
berkewajiban :

a. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik
daerah yang digunakan sementara;

b. Melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik
daerah yang digunakan sementara;

c. Menyerahkan pada pengguna barang setelah jangka waktu
penggunaan sementara berakhir.

KEEMPAT : Jangka waktu penggunaan sementara selama...... tahun.
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

D:tetapkan di Karawang
pada tanggal

BUPATI KARAWANG

-----------------------------------------



PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH

Lampiran

Tanggal :

: Keputusan Bupati Karawang
Nomor

No.

Kode Barang

Kode
Register

Nama Barang

Spesifikasi

Tahun
Perolehan

Jumlah
Barang

Kondisi
Barang

Keterangan

BUPATI KARAWANG,

...............................




Format Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Sementara :

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMERR &z

TENTANC

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

UNTUK DIOPERASIKAN OLEH ........cccoviinns

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai
tugas dan fungsi SKPD............. , perlu ditetapkan keputusan
bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik
Daerah Untuk Dioperasikan oleh ....................

Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEDUA

= 1.

Undang-Undang Nomecr 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

: Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk

dioperasikan oleh .........o..ooovvevinninn,

: Obyek barang yang digunakan oleh ........... yang telah

ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang
dengan rincian sebagai berikut :

a. Kode Barang

b. Kode Register

¢. Nama Barang

d. Kondisi Barang :

.......



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

e. Jumlah
{. Lokasi

:Jangka waktu penggunaan barang milik daerah yang

dioperasikan oleh....... selama...... tahun.

: Pihak sebagaimana pada Diktum Kesatu berkewajiban :

a. Memelihara dan mengamankan barang milik daerah vang
dioperasikan;
b. Menggunakan obyek sebagaimana dimaksud pada Diktum

Kedua dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai
tugas dan fungsi SKPD.........

c. Menyerahkan barang milik daerah sesuai berakhirnya pada
Diktum Ketiga, pengakhiran secara sepihak oleh SKPD atau
ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

d. Menanggung seluruh biaya pemeliharaan barang milik
daerah yang timbul selama jangka waktu pengoperasian
barang milik daerah.

L SKPD.. oo berkewajiban :

a. Menindaklnajuti penggunaan barang milik daerah untuk
dioperasikan sesuai Diktum Kesatu;

b. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap barang
milik daerah yang dioperasikan sesuai Diktum Kesatu;

c. Membuat perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk
dioperasikan sesuai Diktum Kesatu,

: Keputusan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
peda tanggal

BUPATI KARAWANG,




LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 7 TAHUN
2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK

DAERAH
KOP SURAT
Karawang,

Nomor  : 030/ /Sekret Kepada :
Sifat Yth.Bupati Karawang
Lampiran : | (satu) berkas Melalui :
Hal : Permohonan Penjualan dan Sekretaris Daerah Kabupaten

Penghapusan Barang Milik Karawang

Daerah
di -
KARAWANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Karawang Nomor
...... Tahun 2019 tentang Peraturan FPelaksana Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bersama
ini kami mengajukan permohonan penjualan dan penghapusan barang milik daerah
yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang pada SKPD........., dengan rincian
sebagaimana terlampir.

Usulan penjualan dan penghapusan 3arang Milik Daerah ini kami sampaikan
sechubungan dengan adanya barang milik daerah berupa peralatan dan mesin/gedung
dan bangunan/asset tetap lainnya *) yang sudah tidak digunakan untuk menunjang

tugas fokok dan fungsi tetapi masih mempunyai nilai ekonomis.

Demikian untuk maklum.

KEPALA SKPDvivessersevemvuonsns




LAMPIRAN :

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD.......cccoovvveniiinnn
YANG DIUSULKAN PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN

Surst Kepala SKKPL). .. .ovicoisrimmmansssinsss

Nomor
Tanggal

VRHUN: imsamirrmcan s
Tahun Harga Akumulasi iz
No. | Kode Barang Nama Barang Merk/type Pasofchan Peralehai Penyusutan Nilai Buku Keterangan
KEPALA SKPD..........covemvemsrnsassas




KOP SURAT

Nomor
Sifat
Lampiran

Hal

Karawang,
. 030/ /Sekret Kepada :
Yta.Bupati Karawang
. 1 (satu) berkas Melalui :
: Permohonan Hibah dan Sekretaris Daerah Kabupaten
Penghapusan Barang Milik Karawang
Daerah
di -

KARAWANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Karawang
Nomor ...... Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah, bersama ini kami mengajukan permohonan hibah dan penghapusan
barang milik daerah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang pada
SKPD...ceiiss , dengan rincian sebagaimana terlampir.

Usulan hibah dan penghapusan Barang Milik Daerah ini kami sampaikan
sehubungan dengan adanya permohonan hibah  dari

Barang Milik Daerah yang akan dikibahkan tersebut sudah tidak digunakan
untuk menunjang tugas pokok dan fungsi dan bukan merupakan barang rahasia
negara dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak.

Demikian untuk maklum.

KEPALA SKPD

.....................

.........................................




DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA

LAMPIRAN :

---------------------

Surat Kepala SKPD

Nomor
Tanggal

...................

ooooooooooooooo

||||||||||

BABNIN G usssiasesitisni sz
- Tahun Harga Akumulasi o
No. | Kode Barang Nama Barang Merk/type el Vetslelin Peaiyusiten Nilai Buku Keterangan
KEPALA SEPD.....ciienhecananrisisviise




KOP SURAT

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Karawang,
» 030/ /Sekret Kepada :
Yth.Bupati Karawang

: 1 (satu) berkas Melalui :
: Permohonan Pemusnahan dan Sekretaris Daerah Kabupaten

Penghapusan Barang Milik Karawang

Daerah

di—
KARAWANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Karawang
Nomor ...... Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah, bersama ini kami mengajukan permohonan pemusnahan dan
penghapusan barang milik daerah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang
pada SKPD......... , dengan rincian sebagaimana terlampir.

Usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah ini kami
sampaikan sehubungan dengan adanya barang milik daerah berupa peralatan dan
mesin/Gedung dan bangunan/jalan jaringan dan irigasi/asset tetap lainnya yang
sudah tidak digunakan dan tidak mempunyai nilai baik secara teknis maupun
ekonomis.

Pemusnahan barang milik daerah tersebut akan kami lakukan dengan cara
dibakar/dihancurkan/ditimbun/ditenggelamkan/cara lain..... sesuai dengan
ketentuan perunsang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk mak/um.

KEPALA SKPD

---------------------

........................................

.................................



LAMPIRAN :

Sumat Kepala SKPD

...................

Nomor
Tanggal
DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD..........oooivieenne.
YANG AKAN DILAKUKAN PEMUSNAHAN
V2 16 N —————
Tahun Harga Akumulasi —_— .
No. | Kode Barang Nama Barang Merk/type Betilohas Perolakis: Je—— Nilai Buku Keterangan




LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 7
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMBONGKARA

Nomor : :
Pade hath  Ikssneoncmsmin RBERORL. .oiivcsimsouimnmnssometiion 9117 ) PSS RpES tahun
o kami telah melakukan pembongkarar terhadap Bangunan Milik Pemerintah
Kabupaten Karawang Berupa.................. Kecamatan .........cccoruerenrssnns Kabupaten Karawang yang

beralamat A JAME ...ocueosinsmacissmissssssasssisimavsonsons

Dari hasil pembongkaran tersebut dapat kam inventarisir sisa bongkaran yang masih
mempunyai nilai secara teknis maupun ekonomis, yaitu sebagai berikut :

No. Nama Bahan Bangunan Banyaknya Keterangan

L, Batu Bata
(2. |Genting i=

L Kayu/kusen

4. Kaca

5. | Keramik o
6. Besi

7. Asbes

8.

9. =

Sisa bongkaran tersebut akan kami lakukan penjualan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Komite Sekolah, Kepala Sekolah,

------------------------------------------------------- SABEI R AR ER R R R R AR
] e e

NIP.

Catatan :
Pejabat yang menandatangani berita acara pembongkaran menyesuaikan karakteristik SKPD



FORMAT BERITA ACARA PEMBONGKARAN UNTUK HIBAH

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMBONGKARAN

Nomor :

Pada hari ini........cccoocenicninien tanggal.........ccciciiiiinioisn DAL Gassisssirsrenss tahun
vy kami telah melakukan pembongkaran terhadap Bangunan Milik Pemerintah
Kabupaten Karawang Berupa Bangunan.................ooo. Kabupaten Karawang yang

beralamat di JALAIN v.vveeeeeieeeroisseeeerssssreiesessiansresssmnesssssnsnessisnssessnsnrses

Dari hasil pembongkaran tersebut dapat kami inventarisir sisa bongkaran yang masih dapat

dimanfaatkan/dipergunakan kembali, yaitu sebagai berikut :

Z
=

Nama Bahan Bangunan Banyaknya Keterangan

Batu Bata
Genting
Kayu/kusen
Kaca
Keramik
Besi

Asbes

o[~ Lo f1o] —

Barang-barang tersebut di atas akan kami hibahkan kepada

.................................

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya dan sebagai bahan tindaklanjut.

Komite Sekolah, Kepala Sekolah,

e A T LTy
e

Kepala OPD.......c.coreeesersinrresessoens

-----------------------------------------

Catatan :
Pejabat yang menandatangani berita acara pembongkaran menyesuaikan karakteristik SKPD



FORMAT BERITA ACARA PEMBONGKARAN UNTUK PEMUSNAHAN

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMBONGKARAN

Nomor :

Pada hari iNi......coocsereeevenreneee 1@NEZEAL. s DRIBD. i i tahun
............................. kami telah melakukan pembongka-an terhadap Bangunan Milik Pemerintah
Kabupaten Karawang yang dipergunakan untuk ..., Kecamatan

.................................. Kabupaten Karawang, yaitu sebagai berikut :

4

» Bangunan ukuran ...... vy, S m*” sebanyak ....... ( ) Unit tahun pembuatan.................

Pembongkaran bangunan tersebut ditindaklanjuti dengan pemusnahan karena kondisi
bangunan sudah rusak berat dan tidak ada sisa bongkaran yang bisa digunakan/dimanfaatkan

kembali.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk menjadi bahan tindak lanjut.

Komite Sekolah, Kepala Sekolah.

BEBSAEEEE SRR R AR RS R RS SRR R sesssssss

Kepala OPI). .....ocviniomnemmsncsrasssnpasss

-----------------------------------------

Catatan :
Pejabat yang menandatangani berita acara pembongkaran menyesuaikan karakteristik SKPD




LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG  PERATURAN  PELAKSANA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARAWANG NOMOR 7 TAHUN 20138
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH

Format Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah Pengelola :

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menghapus daftar barang Pengelola
Barang dikarenakan alasan.......... ., perlu ditetapkan
Keputusan tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari
Daftar Barang Pengelola Barang.

Mengingat

o] LY

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
KELIMA

MEMUTUSKAN :

: Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola

Barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
Bupati ini;

: Penetapan Penghapusan Berang Milik Daerah dari Daftar

Pengelola Barang sebagaimaria dimaksud pada Diktum Kesatu
dilaksanakan karena alasan......... dan membebaskan Pengelola
Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang
yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang;

: Pengelola Barang untuk melakukan penghapusan dari daftar

Barang Pengelola Barang;

: Pengelola Barang melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan;;

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang .

pada tanggal

BUPATI KARAWANG

.........................................



Lampiran

Keputusan Bupati Karawang

Nomor

Tanggal

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA

No.

Kode
Register

Nama Barang

Tahun
Perolehan

Jumlah

Harga
Satuan

Total Nilai
Perolehan

Akumulasi
Penyusutan

Nilai Buku | Spesifikasi/Lokasi

Kondisi
barang

BUPATI KARAWANG

.....................................




Format Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah Pengguna :

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG/
KUASA PENGGUNA BARANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG,

Menimbang :bahwa dalam rangka menghapus daftar barang Pengguna

Mengingat

Barang/Kuasa Pengguna Barang........ dikarenakan
alasan.......... , perlu ditetapkan Keputusan tentang
Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indoresia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5887);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daecrah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna

Barang/Kuasa Pengguna Barang, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini;



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang........ sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan karena
alasan......... dan membebaskan Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik
atas barang yang berada dalam penguasaan Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang;

: Pengguna Barang/Kuasa Perngguna Barang untuk melakukan

penghapusan dari daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang;

: Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasil

!

pelaksanaan penghapusan;;

: Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

-----------------------------------------



DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA /KUASA PENGGUNA

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
Nomor

Tanggal
DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

oooooooooo

No.

Kode

Nama Barang

Tahun
Perolehan

Jumlah

Harga
Satuan

Total Nilai
Perolehan

Akumulasi
Penyusutan

Nilsu Buku | Spesifikasi/Lokasi

Kondisi
barang

Keterangan

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG,

-----------------------------------




STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

BUPATI
Permmegang Kekuasaan Pengelolaan
AMD

W

SEKRETARIS DAERAH
Pengelola BMD

—

Kepala SKPD
Pengguna Barang

Pengguna Barang

Y

Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang

Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang

h

Pengurus Barang Pengguna

Pengurus Barang Pengguna

L 4

Kuasa Pengguna Barang

!

Pengurus Barang Pembantu

~

J 1

| : e, | S
: Pembantu Pengurus Barang
i |
1 H
1 - T
1
1
i

I ——

B

| F—

Pengguna Barang

b

Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang

s

Pengurus Barang Pengguna

A

Kuasa Pengguna Barang

!

Pengurus Barang Pembantu

L e - —————

Dibentuk berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendala dan pertimbangan obyektif lainnya

Pengguna Barang

'

Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang

W

Pengurus Barang Pengguna

'

Pembantu Pengurus Barang

7

s (s o S U gy i s N N et B o s ) i T s S A T

1

L d 4 — A

T i -

! {

R 2 y | v!
Kepala SKPD Kepala SKPD Kepala SKPD Krpala Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah
Pajabat Penatassahaan Barang

Pengurus Barang Pengelola

N =

Pembantu Pengurus Barang

prsmssnsms
|
i




LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

KODE BARANG
Rincian | Sub Rinclan d
Akun Kelompak Jenis | Objek Objek Objek Rincian Nama Barang
_Objek
1 3 0 0o 00 00 000 ASET TETAP
1 3 1 00 00 00 D00 TANAH
1 ] 1 01 00 00 000 TANAH
1 3 1 01 01 00 000 TANAH PERSIL
1 s 1 w1 o1 01 000 TANAL DAMCUNAN DERIIMASAN/G TEMPAT TINGGAL
1 3 1 01 o1 01 001 Tanah Bangunan Rumah Negura Golongan |
1 3 1 01 01 o 002 Tanah Bangunan Rumah Negira Golongan 1| -
1 - 1 0l 01 o1 003 Tanah Bangunan Rumah Negara Gelongan 1l
1 3 1 o1 01 o1 004 Tanah Bangunan Rumah ira Tanpa Golongan =
1 3 1 01 01 01 005 Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama
1 3 1 o1 01 01 006 Tanah BangunanPeristirahata 1/Bungalaow/Cottage .
1 3 1 01 01 ol 007 |Tanah Bangunan Rumah Penjaga
1 3 1 01 01 01 D08 Tanah Bangunan Rumah LP
1 3 1 01 01 01 009 Tanah Bangunan RumahTahaan/Rutan —
1 3 1 [} 01 01 010 Tanah Bangunan Flat/Rumah Susun
1 3 1 01 01 01 D11 Tanah Kaveling Tanah Matarg
1 3 1 01 Q1 01 012 Dst....
1 3 1 ol a1 02 000 TANAH UNTUK BANGUNAN GED PERDAGANGAN/ PERUSAHAAN 2
1 3 1 01 a1 02 001 Tanah Bangunan Pasar
1 3 1 01 01 02 002 Tanah Bangunan Pertokoan/|tumahToko/Koperasi
1 3 1 01 01 02 003 Tanah Bangunan Gudang
1 3 1 01 01 02 004 Tanah Bangunan Stasiun Kersta Api
1 3 1 01 01 02 005 Tanah Bangunan Bioskop
1 3 1 01 a1 0z 006 Tanah BangunanHotel/Penglapan/Motel
1 3 1 01 a1 a2 007 Tanah Bangunan Terminal Curat
1 3 i 01 01 02 008 Tanah Bangunan Terminal L ut
1 3 1 01 01 02 009 Tanah Bangunan Terminal U dara =
1 3 1 01 01 02 010 Tanah Bangunan Gedung Kesenian
1 3 1 01 01 02 011 Tanah Bangunan Gedung Pameran
1 3 1 01 01 02 012 Tanah Bangunan Gedung PuiatPerbelanjsan
1 3 1 01 01 02 013 Tanah Bangunan Apotik
1 3 i 01 01 02 014 Tanah Bangunan Garasi/Pool
1 3 1 01 01 02 015 Dst....
1 3 1 01 01 03 000 TANAH UNTUK BANGUNAN INDUSTRI =
1 5 1 01 01 03 001 Tanah Bangunan Industri M) kanan - Ve
1 3 1 01 01 03 002 Tanah Bangunan Industri Minuman
1 3 1 01 01 03 003 Tanah Bangunan Industri Alst RT
1 3 1 01 o1 03 004 Tanah Bangunan IndustriPakaian/Garment
1 3 1 01 )] 03 005 Tanah Bangunan IndustriBaja/Besi/Logam
1 3 1 01 01 03 006 Tanah Bangunan Industri Pengemasan -
1 3 1 0l 01 03 O_D_T Tanah Bangunan Industr Bengkel
1 3 1 01 01 03 008 Tanah Bangunan industri PewulinganMinyak
1 3 1 01 01 03 009 Tanah Bangunan industri Kiriia DanPupuk ——
1 £ 1 01 01 03 010 Tanah Bangunan Industri Otat-Obatan
1 3 1 01 01 03 011 Tanah Bangunan Industri Semen
1 3 1 01 01 03 012 Tanah Bangunan Industri Batu- Bata/Batako
1 3 1 01 01 03 013 Tanah Bangunan Industri Genteng
1 3 1 01 01 03 014 Tanah Bangunan Industri Percetakan
1 3 1 01 01 03 015 Tanah Bangunan Industri Tekstil
1 3 1 01 01 03 016 Tanah Bangunan Industri Alat Olah Raga v
1 3 1 01 01 03 017 Tanah Bangunan Industrikendaraan/Otomotif
1 3 1 01 01 03 018 Tanah Bangunan Industri Persenjataan =
1 3 1 01 o1 03 013 Tanah Bangunan Industri Kapal Udara g
1 3 1 01 01 03 020 Tanah Bangunan Industri Kapal Laut
1 E] 1 n 0 o3 o021 Tanah Bangunan Industri Kereta Api
1 3 1 01 01 k] 022 Tanah Bangunan Industrike amik/A .
1 3 1 01 01 03 023 [Tanah Untuk Bangunan Pakrik Es .
1 3 1 01 o1 03 024 |Dsi... .
1 3 1 01 01 04 000 TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERIA
1 3 1 o1 01 04 001 |Tanah Bangunan Kantor Pemerintah e
1 3 1 01 01 04 002 |Tanah Bangunan Pendidika’s Danlatihan =
1 3 1 01 o 04 003 Tanah Bangunan Rumah Sa«it
1 3 1 01 01 04 004 [Tanah Bangunan BalaiSidar 3/Pertemuan o
1 3 1 01 01 04 005 Tanah Banguran Balai Nika 1
1 3 1 [} ) 01 04 006 Tanah Banguran Puckeems/Posyandu
1 3 1 01 01 04 007 Tanah Bangunan Poliklinik
1 3 1 o1 01 04 008 |[Tanah Bangunan Laborator um pege
1 3 1 01 01 04 009 Tanah Bangunan Fumigasi/ sterilisasi
1 3 1 01 01 04 010 |Tanah Bangunan Karantina =
1 3 1 01 m 04 011 Tanah Bangunan BangsalPengolahan/Pondok Kerja "
1 3 1 01 01 04 012 Tanah Bangunan Kandang ‘ewan =
1 3 1 01 01 04 013 |Tanah Bangunan Bangunan Pembibitan Bl
1 3 1 o1 o1 04 014 |Tanah Bangunan Rumah Pendingin =
1 3 1 01 01 04 015 Tanah Bangunan Rumah Pengeringan
1 3 1 o1 o1 04 016 |Tanah Bangunan Stasiun Penelitian =
1 3 1 01 01 04 017 Tanah Bangunan Gedung Pilelanganikan '_
1 3 1 01 o1 04 018 Tanah Bangunan Pos Jaga/Mi laga s
1 3 1 01 01 02 019 Pengawas/Tower/Lalu Lintas
1 3 1 o1 o 04 020 Tanah Bangunan Gedung Parpustakaan =
1 3 1 01 01 04 021 Tanah Bangunan Gedung F2ngujianKelaikan
1 3 1 o1 o1 04 o012 Tanah Bangunan GedungO:eanorium/Ebservatorium
1 3 1 01 01 04 023 [Tanah Bangunan Gedung PamotonganHewan
1 3 1 01 01 04 024 Tanah Bangunan Gedung FambakaranBangkal Hewan
1 3 1 01 m 04 025 Tanah Bangunan Perawata Kereta Api(Depo) TET
1 3 1 o1 o1 04 026 Dt
1 3 1 01 a1 05 000 TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG SARANA OLAH RAGA B
1 3 1 01 01 05 001 Tanah Untuk Bangunan 5arana OlahRaga Tertutup
1 5 1 01 01 05 002 Tanah Untuk Bangunan Gedung SaranaOlah Raga Terbuka
1 3 1 01 01 05 003 Dst....
1 3 1 01 01 06 000 TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT IBADAH
1 3 1 01 01 06 001 Tanah Untuk Bangunan Masjid
1 3 1 01 01 06 002 [Tanah Untuk Bangunan Gereja 0
1 3 1 01 01 06 003 Tanah Untuk Bangunan Pura

P S A S — ——

B e e

EpS g

car=-tm =

Tt T Es T

EE L g

g

sAree



Sub Sub

Rinclan | Sub Rinclan
Akun | Kelompok | Jenis | Objek Objek Objek Rincian Nama Barang
1 3 1 01 01 06 o4 Tanah Untuk Bangunan Vihara
1 3 1 o o1 06 005 Tanah Untuk Bangunan Klenteng "ull
1 3 1 01 01 o6 006 Tanah Untuk Bangunan Kremato ium
1 3 1 01 o1 06 007 Dt
1 3 1 01 01 o7 o0 TANAH PERSIL LAINNYA
1 3 1 01 01 a7 001 Dst....
1 3 1 0l s 00 000 TANAH NON PEASIL
1 3 1 o1 02 a1 000 TANAH BASAH
1 3 1 01 02 01 001 Tanah Rawa
1 3 i o1 02 1)) 002  |Tanah Danau/Situ/Embung
1 3 1 01 02 o1 003 Tanah hmblﬂimplrrlilnhmll an/Akuarium
1 3 1 01 02 01 004 Tanah Waduk
1 3 1 o0 02 01 008 Tanah Sawah irigasi
1 3 1 01 02 o0 006 Tanah Aliran Sungai
1 3 1 01 02 01 007 Tanah Musra
1 3 1 01 02 01 008 Daerah Aliran Sungal (DAS)
1 3 1 01 0l a1 009 Dasrah Sempadan Sumber Air
1 3 1 01 02 01 010 Dst...
1 3 1 01 g2 02 009 TANAH KERING
1 3 1 01 01 02 001 |Tanah Tegalan
1 3 1 01 02 01 002  [Tanah Kosong Yang SudahDiperuntukkan
1 3 1 01 02 02 003 Tanah Hasil Rekiarmnas
1 3 i 01 02 02 004 Dst....
1 3 1 01 02 03 000 TANAH PERKEBLUINAN
1 3 1 o1 02 03 001 Tanah Kebun Entres
1 E] 1 o1 02 03 002 Tanah Xebun Induk
1 3 1 1 02 03 003 Tanah Kebun Percobaan
1 3 1 1) 02 03 004 Dst..
1 3 1 o1 a2 04 000 TANAH HUTAN
1 3 1 o1 02 04 001 Tanah Hutan Produksi
1 3 1 n 02 04 002 Tanah Hutan Cadangan
i 3 1 4] o2 04 003 Tanah Hutan Lindung
1 3 1 o1 02 04 004 Tanah Hutan Cagar Alam
1 3 1 01 02 04 005 Tanah Hutan Wisata
1 3 1 o0 02 04 006 Tanah Hutan Taman Burung
1 3 1 )8 02 04 00? Tanah Hutan Suaka Marga 5a:wa
1 3 1 01 02 04 008 Tanah Hutan Taman Naskcna'
1 3 1 01 a2 04 009 Tanah Hutan Diklat
1 3 L 01 02 04 010 Dst....
1 3 8 01 02 05 000 TANAH TANDUS
1 3 L 01 02 [+1] 001 Tanah Tandus Berbatu-Batu
1 3 1 01 02 os 002 Tanah Tandus Sekas Tambarg/Galian
1 3 1 01 02 05 003 Tanah Tancus 3erpasir/Pasic
1 3 1 01 02 0s 004 Tanah Tandus Pengambilan/Kuar|
1 3 1 o1 02 0s 005 [Dst...
1 3 1 01 02 06 000 TANAH PADANG ALANG- ALANG/RUMPUT
3 3 1 01 02 06 001 __ |Tanah Padang Alang-Alang
1 3 : | 01 02 06 002 Tansh Padang Rumput
1 3 1 Q1 02 06 003 Tanah Padang Semak Belukir
1 3 1 o1 | 02 06 004 [Dst...
1 3 1 01 0z 07 000 TANAH PERTANIAN
1 3 1 01 02 07 001 Tanah Usaha
1 3 1 01 02 07 002 |9at....
1 3 1 01 02 08 000 TANAH PERTAMBANGAN
1 3 1 01 02 08 001 |intan
1 3 1 01 02 o8 002 Emas
i 3 1 o1 02 o8 003 [Perak iy
1 3 1 01 02 08 004 Mikel
1 3 1 01 02 o8 005 |Timah e
1 3 1 a1 02 08 006 Uranium
1 3 1 o1 02 08 ooy Tembaga
1 3 L 01 02 08 008 Minyak Bumi
1 3 1 o1 02 o] 009 Batu Bars
1 3 1 ol 02 ] Qolo Koslin
1 3 1 o1 02 08 011 |Batu Bara Berharga =
1 3 1 [ 02 [ 012 [Pasir Bernarga ol
1 3 1 01 02 08 013 Dist...
1 3 1 01 02 03 Q00 TANAH NON PERSIL LAINNYA
1 3 1 o1 02 09 00L  |ost. =L
1 3 1 01 03 00 000 LAPANGAN
1 3 1 01 03 [+ Q00 TANAH LAPANGAN OLAH RAGA
1 3 1 01 03 01 001 Tanah Lapangan Tenis
L 3 * 01 o3 01 | 002 |Tenahla n Basket
1 3 1 01 03 01 003 "TM_‘ﬂmumm,m
1 3 1 01 03 01 004 Tanah Lapangan Golf
1 3 1 01 03 01 005 Tanah Lapangan Sepak Bola
1 E] 1 01 03 01 006 Tanah Lapangan Bola Volly
1 3 1 01 03 01 007 Tanah Lapangen Scpak Takraw
1 3 1 01 03 01 008 [Tanah Lapangan Pacuan Kuda il
1 3 1 01 03 01 009 Tanah Lapangan Balap Sepeda
1 3 : - 01 03 01 010 Tanah Lapangan Atletik
1 3 1 0l 03 [ 011 Tanah Lapangan Softball
1 3 1 01 03 o1 012 Tanah Lapangan Hocke,
1 3 1 o 03 o 013 [Tanah Lapangan Balap 1Acbil
1 3 1 o1 03 a1 014 Tanah Lapangan Balsp Motor
1 3 1 01 03 01 015 Tanah Lapal Renang
1 3 1 o1 03 01 016 Tanah Lapangan Futsal
1 3 1 o 03 01 017 TIMMN Senar
1 3 1 01 03 o1 018 Tanah Lapangan Bels Diri
1 3 1 01 03 01 019 |Tanah Lagangan Polo Air
1 3 1 o1 03 a1 Q20 Tanah Lapangan Hokk
1 3 1 01 03 o1 021 Tanah Lapangan Tembak
1 3 1 01 03 ol 022 Tanah Lapangan Halarg Rintang
1 3 1 01 03 01 023 Tanah Lapangan Termbak Senjata Berat
1 3 1 Q1 a3 01 (L] Tanah Lapangan Tembak Darat ke Udara
1 3 1 01 03 01 025 Dst....
1 3 1 01 03 02 000 TANAH LAPANGAN PARKIR
1 3 1 o1 03 01 001 Tanah | Parkir Konstruks| Beton
1 3 1 o1 o3 01 002 ___|Tanah Lapangan Parkir Kenstruksl Aspal
1 3 1 01 o3 o2 003 Tanah Lapangan Parkr Sirtu (Pasir Batu)




Akun | Kelompok | senis | objex | MR | SubRincian| Lo Nama Barang
Objek Objek Obls)
1 3 1 o1 03 02 004 |Tenah Lapangan Farkir Konblok
1 3 1 o1 03 02 005 Tanah Lapangan Farkir Tanah Kerus
1 3 1 01 03 02 006 Tanah Lapangan Apel/Upacara
1 3 1 o1 03 02 007 Dst_.
1 L] 1 01 03 03 000 TANAH LAPANGAN PENIMBUNAN BARANG
1 3 1 01 03 03 001 Tanah Lapangan Penimbunan Bars ngBelum Diolah
1 3 1 0l 03 03 002 Tanah | gan Penimbunan Barangladi
1 3 1 01 03 03 003 Tanah Lapangan P b ' Juangan Sampah
1 3 i Dt 03 03 004 Tanah Lapangan Penimbunan BahsnBangunan
1 3 1 01 03 03 005 [Tanah Lapangan Penimbunan BaringBukt
1 3 1 (1)} E 03 006 Tensh Lopangsn Penimbunan ..nmme__
1 3 . 01 03 03 007 __[Tanah Lapangan Penimbunan BaringKonstruksi Baton
1 3 1 01 03 03 008 Tanah L Penimbunan Baranghonstruksi Aspal
1 E] i o1 03 o3 oos Tanah Lapangan Penimbunan Barsngkonstruksi Tanah
1 3 1 01 03 03 010 Dit....
1 3 1 01 03 04 000 TANAH LAPANGAN PEMANCAR AN S5TUDIO ALAM
1 3 L | o1 | o3 [ oa 001 [Tanah Lapangan PemancarTV/Ralio/Radar
1 3 1 01 03 04 002 Tanah Lapangan Studio Alam
1 3 1 o1 03 o4 003 Dt
1 ] 1 01 03 a5 u_m TANAH LAPANGAN PENGLIIAN/VENGOLAHAN
| 3 1 01 03 05 001 Tanah L \gan Pengujian KendaraanBermator
1 3 1 01 03 05 002 Tansh Lapangan Pengolahan Bat anBangunan
1 3 1 01 03 Qs 003 Dt
1 3 1 01 03 06 000 TANAH LAPANGAN TERBANG
1 iy 1 01 03 06 001 Tanah Lapangan Terbang Perintis
1 3 1 01 03 06 002 Tanah Lapangan Terbang Kome rsial
1 3 1 01 03 06 003 Tanah Lapangan Terbang Khusus/Militer
1 3 i 01 03 06 004 Tanah Lapangan Terbang Olah Faga
1 3 1 01 03 06 005 Tanah Lapangan Terbang Pendidikan
1 3 1 o1 a3 06 006 Tanah Lapangan Terbang Latiha Penerjunan
1 3 1 01 03 06 007 Tanah Lapangan Tembak Lidara [AirWeapon Range/AWR)
1 3 1 01 03 06 008 Dt
1 3 1 01 03 07 000 TANAH UNTUK JALAN
1 3 1 01 03 Q7 0ol Tanah Untuk Jalan Nasional
1 3 1 01 03 07 002 Tanah Untuk lalan Propinst
1 3 1 01 03 07 003 [Tanah Untuk lalan Knbupaten
1 3 1 01 03 07 004 Tanah Untuk lalan Kotamadya
1 3 1 01 03 07 005 Tanah Untuk Jalan Desa
1 3 1 01 03 07 006 Tanah Untuk Jalan Tol
1 3 1 01 03 a7 007 Tanah Untuk lalan Kereta Api/.ori
1 3 1 o1 03 07 008 Tanah Untuk Jalan Landasan PucuPesawat Terbang
1 3 1 01 03 a7 009 Tanah Untuk lalan Khusus/Komplek
1 3 1 01 _Q_J 07 010 Tanah Untuk Jembatan
1 3 1 01 03 Q7 011 DOst....
1 3 1 01 a3 08 000 TANAH UNTUK BANGUNAN AR
1 3 1 oL @3 o8 001 Tanah Untuk Bangunan Alr Irigas
1 3 1 01 03 08 002 Tanah Untuk Bangunan Penga ranPasang Surut
1 3 i oL 03 Q8 03 Tanah Untuk Bangunan PengembangarRaws Dan Polder
i 3 1 o1 03 o8 004 Sungsi Dan Penanggulangan Eencana
1 3 1 01 03 08 005 |Tanah Untuk Bangunan PengembanganSumber Air Dan Alr Tanah
1 3 1 [4)] 03 08 006 Tanah Untuk Bangunan Air Barsih/AirBaku
1 3 1 c1 03 08 007 Tanah Untuk Bangunan Air Kotor
1 3 1 01 o3 08 oo8 Tanah Uniuk Bangunan Hatch ery
1 3 1 01 03 08 009 DOst....
1 3 1 01 03 03 000 TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI
1 3 1 01 03 03 001 Tanah Untuk Bangunan Instalasi AirSersin/Air Baku
1 3 1 o1 03 03 002 [Tanah Untuk Bangunan instaiasi Airkotor/Alr Limbah
1 3 1 01 03 09 003 Tanah Untuk Bangunan Insta asiPengolahan Sampah
1 3 1 01 03 09 004 Tanah Untuk Bangunan Insta asiPengol Bahan &
1 3 1 o1 03 09 005 Tanah Untuk Bangunan instalasi Listrik
1 3 1 o1 03 09 006 Tanah Untuk Bangunan Insta-asi GarduListrik
1 3 1 o1 03 08 007 Tanah Untuk Bangunan | asiPengolahan Limbah
1 3 1 o1 L] 09 008 Tanah Untuk Bangunan InstolasiPertahanan
1 3 1 o1 03 03 009 [ost.
1 3 i 01 03 10 000 TANAH UNTUK BANGUNAN IARINGAN
1 3 1 01 a3 10 001 Tanah Untuk Bangunan Jarirgan AirBersih/Air Baku
1 3 1 01 LE] 10 002 Tanah Untuk Bangunan JarirganKomunikasl
1 3 1 01 03 10 003 Tanah Untuk Bangunan Jaringan Listrik
1 3 1 01 03 10 004 Tanah Untuk Bang 1 JarirganGas/BBM
1 3 1 01 03 10 005 Dst...
1 3 1 01 03 11 000 TAMAH UNTUK BANGUNAN BERSEIARAH
1 3 1 01 03 11 001 [Tanah Untuk Monumen
L L] L} (] 03 11 001 Tanah Untuk Tugu Peringatin
1 3 1 01 03 11 003 Tanah Untuk Tugu Batas W iayah
1 3 1 0 03 11 004 Tanah Untuk Candl
1 3 1 o0 03 13 008 Tanah Untuk Bangunan Miuseum
1 L] 1 01 03 11 006 Tanah Untuk Bangunan Rusnah Adat
1 3 1 01 03 11 007 Dist...
1 3 1 01 03 12 000 TANAH UNTUK MAKAM
1 i 1 01 03 12 poL Tanah Untuk Makam Pahlswan
1 3 1 01 03 12 0c2 Tanah Untuk Maksm Muslim
1 3 1 o1 03 12 008 |Tanah Untuk Makam Kristen
1 3 1 01 03 12 004 Tanah Untuk MakamHindu/Budha/China
1 i 1 01 03 12 005 Tanah Untuk Makam Umum
1 3 1 a1 03 12 006 Tanah Untuk Makam Bersujarah
1 3 1 01 03 12 007 Dst....
1 3 1 1)1 03 13 000 TANAH UNTUK TAMAN
1 3 1 01 03 13 001 Tanah Lapangan Taman PeralatanPerambuan Pantal
1 3 1 [ 03 13 002 __|Tanah Lapangan Taman Prralatan Meteo dan Geolish
1 3 1 01 03 13 003 Dt
1 3 1 Q1 03 14 000 TANAH UNTUK LATIHAN
1 3 i o1 03 14 001 Tanah Untuk Latihan Temaur
1 3 1 01 03 14 002  |Dst..
1 3 1 o0 03 15 000 TANAH DAERAH PERTAHANAN
1 3 1 o1 o3 15 ool Tamah Untuk Pertahanan antai
1 3 1 01 03 15 002 Tanah Untuk Banteng Pertshanan
1 3 1 a1 a3 15 003 Tanah Daerah Pertahanan Pos PAMTAS
i E ] 1 01 03 15 004 Dist....
1 3 1 01 03 16 000 TANAH LAPANGAN PBB
1 3 1 01 03 16 001 Tanah Lapangan Untuk Pitade | Devile




Sub Rincian

Akun | Welompok | lenis | Objek Rincian Nama Barang
Objek Objek Obiok
1 3 1 01 03 16 002 Dst....
1 3 1 01 03 17 000  [TANAH KAMPUNG
1 3 i o1 03 17 001 Tanah Kampung
1 3 1 0l 03 17 002 Dst_.
i F 1 o1 | o3 18 nutmnn
1 3 1 01 a3 18 001 Emplasment
1 ] 1 01 03 18 002 Dst....
1 E] 1 01 03 18 000 LAPANGAN LAINNYA
1 3 1 o1 03 15 001 Dst_,
1 3 2 00 00 00 000 PERALATAN DAN MESIN
1 3 2 01 00 D0 000 ALAT BESAR
1 3 1 01 01 00 000 ALAT BESAR DARAT
1 3 2 01 01 01 000 TRACTOR
1 3 1 01 01 [T 001 Crawler Tractor + Attachment
1 3 2 o1 o1 01 002 Wheel Tractor + Attachment
1 3 2 01 01 01 003 Swamp Tractor + Attachment
1 3 i 01 01 n 004 Prime Mower -
1 3 1 01 01 01 005 Alrcraft Towing Tractor
1 3 2 01 01 01 Q06 Towing Bar
1 3 1 01 01 01 007 Bulldozer
1 3 1 01 01 01 008 {whesel Dozer
1 3 2 01 01 01 008 Dst...
1 3 2 01 01 02 000 GRADER
1 3 2 o1 01 0 001 [Grader + Attachment
1 3 2 01 01 27} 002 Grader Towed Type
1 3 i Ol 0} o2 003 |Buldozer
1 3 3 01 01 02 004 Oraiglines
1 i 1 o) 01 02 00S SlovelDozer
1 3 2 [ 01 02 006 Dat....
1 3 2 [ o1 03 000 EXCAVATOR
1 3 2 o1 01 03 001 Crawler Excavator + Attachment
1 3 2 01 01 03 002 |Wheel Excavator + Attachment
1 3 2 01 0l 03 003 Dit....
1 3 2 01 01 04 000 PILE DRIVER
1 3 2 01 [+ 04 001 Diesel Prle Driver
1 3 2 01 01 04 002 Pneumalic Piie Driver
1 3 2 0 01 0d 003 Vibration File Driver
1 3 1 01 01 04 004 Dati.
1 3 2 01 Qi 05 000 HAULER
1 i 2 01 01 05 001 seil_Propelled Scraper
1 3 2 01 01 a% 002 Towed Scraper
1 3 2 01 [T 05 003 |Dump Truck
1 3 2z o1 0 05 004 Dump Wagon
1 3 2 oo | m 05 005 |ion
1 3 3 01 01 Q5 006 Dist..
1 3 ! 01 01 D& 000 ASPHALT EQUIPMENT
1 3 1 01 01 a6 001 Asphalt Mixing Plant
1 3 2 01 01 06 002 Asphalt Finisher
1 3 z 01 01 06 003 Asphait Distributor
1 3 2 01 01 06 004 Asphalt Heater
i 3 2 01 01 06 005 |Asphalt Tanker
1 3 2 01 o1 08 006 |Asphah Spraver |
1 3 2 o1 01 06 o7 Asbuton Dryer
1 3 H 01 01 08 oos Asphalt Recycle
1 3 F] 01 [} 06 ) Cald Milling Machine
1 3 2 01 01 [ 010 Asphalt Mixer
1 3 2 o1 o1 06 011 Bitumen / Asphalt Tast
1 3 2 01 01 06 012 Dst....
1 3 1 01 01 o7 000 COMPACTING EQUIPMEN'
1 E 2 01 01 o7 001 Macadan Ricller/Three Wheel Roler 1
1 3 d 01 01 o7 002 Tandam Roller
1 3 2 01 01 07 003 Mesh Rolier
1 3 1 [} o1 o7 004 |Vibration Roller
1 3 2 01 01 o7 005 Tyre Rolier
1 3 ] o1 o1 or 006 |Soll Stabilizer
1 3 1 01 01 o7 007 Sheeploot/Tamping Rolle: 1
1 3 2 01 01 o7 oo Stamper
1 3 2 Q1 01 07 009 Vibration Flate
1 3 2 o1 01 o7 010 Pemadat 2
1 3 1 01 0l o7 011 [Truck & Bush Tyre
1 3 2 o1 01 a7 012 Ost...
1 3 2 01 01 08 000 |AGGREGATE AND CONCF ETE EQUIPMENT B
= = 3 = o —ou 001 |stens Crushing =
1 3 2 01 01 [ 002 |Sereening Classifier = =]
1 3 2 01 01 08 003 [Stone Chuser o
1 3 2 01 01 08 004 regate W =
1 El 2 01 01 08 005 Batching Plant it
1 3 2 01 0 o8 006 Concrate Finishar
1 3 2 01 01 08 007 ___[Concrete Pump
i 3 2 01 01 o8 008 Concrete Lift
1 3 1 01 01 o8 009 Concrete Prestres
1 3 2 01 o1 08 010 Concrete Cutter
1 3 2 a1 01 o8 011 Concrete Mixer
1 3 2 o1 01 08 012 |Concrete Vibrator
1 3 2 01 01 o8 013  [Concrete Breaker
1 3 2 01 01 ] 014 |Aggregate/Chip Sprescr =
1 3 z 01 01 [ 015 Grauting Machine
1 3 2 01 (3] 08 016 |Concrete Mould
1 3 2 01 01 08 017 Pipe Plant Eguipment
1 3 2 0l 0l 08 018 Concrete Mixer Tangem
1 3 2 01 01 08 019 Onion Head h
1 3 2 01 01 o8 020 Pan Mixer g
1 3 2 01 01 08 021 Asbuton Mixer
1 3 2 01 ol ] 022 Paddie Mixer
1 3 2 a1 oL 08 023 Asphalt Buton Crushe:
1 3 2 01 01 08 024 Rock Drill
1 3 2 01 01 08 025 Dst....
1 3 a 01 01 os 000 LOADER
1 3 2 [ 01 08 001 [rrack Loader « Attach ment N
1 3 2 01 01 08 002 Wheel Loader + Attac yment




Sub 5ub

Akun Kelompok | lenis | Objek Objek Objek Rincian Nama Barang
1 3 2 Q1 01 03 003 Main Deck Loader
1 3 2 01 [} 09 004 Conveyor Belt Truck
1 3 2 01 01 09 005 H!h Lift Loader
1 3 i ol 01 08 006 Backhoe Loader
1 3 2 o1 01 ] 007 Dst...
1 3 2 01 g_l. 10 000 ALAT PENGANGKAT
1 3 2 01 0 10 Q01 Tower Crane
1 2 2 01 01 10 002 Truck Maunted Crane
i 3 1 01 01 10 003 Truck Crane
1 3 2 01 01 10 004 Wheel Crane
1 E} 2 01 01 10 [ Forkift
1 3 Fl 01 01 10 006 Fortal Crane
1 3 2 01 01 10 oo7 Crawier Crane
1 3 2 01 01 10 008 Container Crane
1 3 2 01 01 10 009 Transtalmer
1 3 2 01 01 10 010 Travelt Container Stacker
1 3 2 01 o1 10 011 Tg Loader
1 3 2 01 01 10 012 Rail Lifter
i 3 2 01 [} 10 Q13 Track Mator Car
1 3 2 01 01 10 D14 Salvage Pesawat Udars
1 3 2 01 o1 10 015 Hand Palet Truck
1 3 z 01 o1 10 016 |Crane Shovel 20 1
1 3 2 01 01 10 017 Shop Wood Working Crane Shovel 20 T
1 3 2 a1 01 1 018 Dst...
1 3 2 01 0 11 000 MESIN PROSES
1 3 2 01 01 11 001 Mesin Pembuat Pellet
1 3 2 01 01 11 __bo2 Mesin Pembuat E1
1 3 2 o1 o0 11 003 Meszin Penghancur Es
1 3 2 01 01 11 004 Water Treaumaent (Mesin Proses)
1 3 2 01 01 11 cos Sea Water Trastment
1 3 2 o1 01 11 006 Mesin Pengolsh Dodol
1 3 2 01 01 11 007 Dst....
1 3 2 01 01 12 000 ALAT BESAR DARAT LAINNYA
1 3 2 01 ol 12 001 [Dst...
) | 3 2 1 02 00 000 ALAT BESAR APUNG
1 3 2 01 02 01 000 DREDGER
1 3 2 01 02 01 001 |Suction Dredger
1 1 2 1} 02 01 002 |Bucket Dredger
1 3 2 o1 02 01 Q03 Cutter Suction Dredger
1 3 2 01 02 01 004 Dst...
1 3 2 01 02 02 000 FLOATING EXCAVATOR
1 3 2 o1 02 oz 001 |Floating Excavator + Attachmant i
1 3 2 01 02 02 002 |Fioating Crane =
o 3 2 01 02 oz 003 Fioating Pump ]
1 3 1 01 02 02 004 Dst....
1 3 1 o1 02 03 000 AMPHIBI DREDGER
1 3 2 01 02 03 001 Plain Suction
1 3 1 ol 02 03 002 Cutter (Amphibi Dredger)
1 3 2 1| 02 03 003 Clamshell / Dragfine
1 3 2 o1 02 03 004 |ost_
1 3 2 a1 02 04 000 KAPAL TARIK
1 3 2 01 02 04 001 Kapal Tarik
1 3 2 01 02 04 002 Dst...
1 3 1 01 0z os 000 MESIN PROSES APUNG
1 E} 2 o1 02 0s 001 Water Tragtment (Mesin Prases Apung)
1 i 2 01 02 [ 002 Dt
1 3 1 01 02 06 000 ALAT BESAR APLING LAINNK YA
1 3 2 Q01 02 06 001 Dit...
1 3 1 01 03 0o 000 ALAT BANTU
1 3 1 o1 03 01 000 ALAT PENARIK
1 3 2 01 03 01 001 Alat Penartk Kapal
1 3 2 01 03 01 002 Alat Penarik Jaring
1 3 2 01 03 01 003 Dst...
1 3 1 01 03 02 000 FEECER
1 3 2 01 03 02 001 Elevator /LR
1 3 2 01 03 02 002 Beit Conveyor (Feeder)
g 3 2 01 03 02 003 |Screw Conveyor (Feeder) i
1 a 2 01 03 02 004 |Escalator R
1 3 2 01 03 0z 005 Gandola
1 3 F 4 01 03 02 006 Elevator (Feeder)
1 3 2 01 03 02 007 Gangway
1 3 2 01 03 02 008 Dst....
1 3 2 o1 03 ) 000 |COMPRESSOR
1 3 2 01 03 03 001 Transportable Compressar
1 3 2 o1 03 03 002 Portable Compressor =
1 3 2 01 03 03 003 Stationary Compressor
1 3 2 o1 03 03 004 |Air Compresor
1 3 2 01 03 03 005 Compressor Pneumatic “ool 25 GMP
1 3 2 01 03 03 006 Dst....
1 3 2 o1 T 04 000 |FLECTRIC GENERATING SET 3
1 3 2 01 03 o4 001 Transportable Generalirg Sot
1 3 2 0 03 04 002 Partable Generating Set
1 3 2 01 03 04 003 Stationary Generating St
1 3 1 01 03 04 004 Dynamo Electric
1 3 2 o1 03 04 005 |Dst__
1 3 2 o1 03 05 000 |POMPA
| 3 3 01 03 05 001 Transportabie Water Pump i
1 3 2 01 03 05 002 |Portable Water Pump
1 3 2 o1 03 05 003 [stationary Water Pump
1 3 2 01 03 0% 004 Pompa Lumpur
1 3 e 01 03 05 005 Sumersible Pump
1 3 1 o 03 0s 006 Pompa Tangan
1 3 2 01 03 03 007 |Pompa Angin
1 3 1 01 03 as oo8 Pompa Bensin/Minya: Stationery
1 3 1 o1 03 05 008 [Pompa Bensin/Minyal. Transportable
1 3 2 01 03 05 010 [Pompa Alr
1 3 2 01 03 05 011 | Water Distributor
1 3 2 01 03 05 012 | Water Purification
1 3 2 01 03 a5 013 Dat....
1 3 2 01 02 06 000 |Mmesin BOR i



Sub Sub
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1 3 1 01 03 D& 001 Mesin Bor Batu
1 3 2 01 ] 06 002 Maesin Bor Tanah
1 3 2 01 o3 06 003 ___|Mesin Bor Beton
1 3 2 [ 03 06 004 |Dst..
1 3 1 oL 03 o7 000 UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN
1 3 2 0l 03 07 o001 Mobil Workshop
1 3 1 01 03 07 002 Service Car
1 i 2 01 03 07 003 Floating Workshop
1 3 i o1 03 o7 004 Road Mai Truck
1 3 2 01 [ ] o7 005 Sweeper Truck
1 3 2 01 a3 07 006 | Wreck Car
1 3 2 01 03 07 007 Leak Detector (Unit Pemeliharaanlapangan)
1 3 2 0 03 o7 D08 Pipe Locator
1 i 2 01 03 07 009 Metal Locator
1 3 2 01 03 07 010 Mesin Diesel
1 3 2 01 a3 07 011 Ketle Heating
1 3 2 o1 a3 07 012 Sweeper Penghisap Ol
1 3 2 01 03 07 D13 |Fuel Tank S
1 3 2 01 03 o7 014 Grass Calector
1 3 a 01 03 07 015 Mesin Pemotong Aspal (Draging)
i 3 1 0 o3 a7 016 Sweeper Rotary
1 3 2 0l Q3 07 o7 Earth Vager Truck
1 3 2 01 03 07 018 Scrapper
1 3 2 01 03 o7 019 Roster
1 3 2 oL 03 07 020 Shop Truck Equip x
1 3 2 01 03 o7 021 Dst....
1 3 2 oL 03 o8 000 [ALAT PENGOLAWAN AIR KOTCR :
1 3 : | 01 03 o8 ool Unit Pangolahan Air Kotor =
1 3 2 01 03 08 002 Di_i__
1 3 2 01 03 09 200 PEMBANGKIT UAP AIR PANASL/STEAM GENERATOR
| 3 2 01 03 (5] 001 Unit Pembangkil Uap Air Paras
1 3 1 o1 03 09 002 Dst...
1 3 2 01 03 10 000 EQUIPMENT/ALAT BANTU
1 3 2 01 03 10 001 |Ground Power Unit
1 3 1 01 03 10 002 Rotarry Movers Soneca K.38
1 3 2 01 a3 10 003 Alr Start Unit/Air Pressure Unit o
1 3 2 01 03 10 004 Heavy Duty Electric Drill_Capacity
1 3 2 [ 03 10 005 |A/C Towing Car
1 3 a2 01 03 10 ] Runway Sweeper
1 3 2 01 o3 10 007 Hanggar Sweeper
1 3 2 01 03 10 008 Bomb Lift Truck
1 3 1 01 03 10 009 |Engine Washer Water Spray
1 3 2 01 03 10 010  |Hydraulic Test Stand
1 3 2 01 a2 10 011 Rectifier (Air Port Maintena wceEquinment/alat Bantu Penerbangan]
1 3 2 [ 03 10 012 |Fiood Light
1 3 2 01 03 10 013 Early Warning >300Nm
1 3 2 01 03 10 014 Survellance/Iif 250-300 Nrv
1 3 2 [ 03 10 015 |Ground Centrol INT i e
1 3 2 01 a3 10 016 lack
1 3 2 01 03 10 017 Cradle
1 3 1 01 a3 10 018 Delly :
1 ] 1 01 03 10 019 Stard
1 3 2 o1 L E] 10 020 Towing Bar Univeral
1 3 2 0l 03 10 021 Nitrogen Servicing
1 3 2 ol 03 10 023 Botol Angine
1 3 2 0l Q3 10 023 Leak Bak
1 3 2 o1 03 10 024 Whee| Chock [Air Port Ma ntenanceEquipment/alat Bantu Penerbangan
1 3 2 oL 03 10 023 Engine Screen
1 3 2 01 03 10 026 Dst....
1 3 2 01 03 11 000 MESIN TATOO
1 3 2 01 a3 11 001 Mesin Tatoo Hewan
1 3 2 01 03 11 002 Dst....
1 3 2 [T 03 12 000 PERLENGKAPAN KEBAKA AN HUTAN
1 3 2 01 03 12 001 |Backpack Pump (Pompa PunggungBesar)
1 3 1 o1 03 12 002 Floatng Fire Pump [Porpa PunggungKecil) y
i 3 2 01 03 12 003 |Pornpa Portabie
1 3 2 o1 03 12 004 |iet Shooter i
1 3 2 oL 03 12 005 Gelok Permadam
1 3 2 oL 03 12 006 Blade Shovel (Sekop Peradam)
1 3 2 01 03 12 007 Sumbut
1 3 2 01 03 12 008 Veld Bed
1 3 2 o1 03 12 009 |Ransel Pemadam =
1 3 2 o1 o3 1 010 Full Body Harness
1 3 2 01 03 12 o Sit Harness
1 3 2 o 03 12 012 [Figure
1 3 1 a1 03 12 013 Ascandar
1 3 2 01 03 12 04 Scroli Lock
1 3 2 01 03 12 015 Periengkapan Rescue
1 3 2 01 03 12 016 Automatic Snap Hook
1 3 2 01 03 12 017 Tanni Tall
1 3 2 01 03 12 018 Nogel Tabir Alumunium
1 3 2 01 03 12 019 MNozel Kuningan Pernekel
1 3 2 01 03 12 Q20 5S¢ Alr
1 3 1 01 03 12 021 Breathing Aparatus [Tabung 10 kg)
1 3 2 01 03 12 022 Gepyok Pemadam
1 3 2 01 [E] 12 023 Fire Rake (Garu Tajam)
1 3 2 01 03 12 024 Pulaskl Axe [Kapak Dua Fungsi)
1 3 2 01 03 12 025 Fire Tool (Garu Pacu / Canghul)
1 El 2 01 03 12 026 Sabit Semak
1 3 1 01 03 12 027 |Flapper (Pemukul Ap |
1 3 2 01 03 12 Di8 Drip Torch (Obor Sulut Tetes)
1 3 2 01 o3 1z 028 Fiies (Kikir Baja)
1 3 2 01 03 12 030 Kaca Mata (Lensa Ta1an Panas)
1 1 F] o1 03 1 031 Kopel Rem
1 3 1 ) a3 12 032 |Felpes
1 3 2 01 03 12 033 [Kantong Air )
1 3 2 01 03 12 034 Batang Pompa -I
1 3 1 01 o3 12 038 Dat... |
1 3 2 01 03 13 000 PERALATAN SELAM
1 3 2 01 03 13 001 Tanks (Tabung selam)




Sub Sub
Akon ok | dents | obgex Rincian | Sub Rincian inci Nama Barang
REony Objek Objek Dbigk
1 3 2 a1 03 13 002 S!E_a_tg Karang
1 F] 2 01 03 13 003 |Xnives (Pisau Selam)
1 3 2 01 03 13 004 [Dive Lights (Senter Selam)
1 3 z | o1 03 13 005 |Regulator instruments
1 3 2 01 03 13 006 |Bouyancy Campensator Device (£CD)
1 3 2 01 03 13 007 Belt (Sabuk Pemberat)
1 3 2 0l [F] 13 008 Weight [Pemberat)
1 3 2 01 03 13 009 Diving Gloves (Sarung Tangan Selam) E
1 3 2 [+7] 03 13 010 Kompresor Selam
1 3 2 01 03 13 011 Pelampung Life Jacket
1 3 2 01 03 13 012 Tas Selam
1 3 2 01 03 13 013 Baju Selam
1 3 1 01 03 i3 014 Dst..
1 3 2 01 03 14 000 PERALATAN SAR MOUNTENERING
1 3 1 01 03 14 001 Tall Kamantel Static
1 3 2 01 03 14 002 Tall 1 D
1 3 2 o1 03 14 003 |Raincoat (Ponco)
1 3 2 01 03 14 004 Seat Harness
1 3 2 o1 03 14 005 [Prusik
1 3 2 01 03 14 006 Jumimar
1 3 2 o1 03 14 007 |Pulley
1 3 1 01 03 14 008 Descender Figure og Eight
1 3 2 o1 03 14 008 Carabiner Nar Screw
1 3 1 Q1 03 14 010 Webbing
1 3 2 01 03 14 011 [Tandu Lipat
1 3 2 01 08 14 012 Dst...,
1 3 F 01 03 15 000 PERALATAN INTELEJEN
1 3 2 01 03 15 001 Vioice Recorder Watch (DAS W 007)
1 3 i 01 03 15 002 Spy Hidden Camera
1 3 2 o1 03 15 003 Spy Carmera Type Springkle
1 3 2 01 03 15 004 Detector Camera Scanner
1 3 2 01 03 15 005 Dit.....
1 3 2 01 03 16 000 ALAT BANTU LAINNYA
1 3 2 01 03 16 001 O3t
1 3 - 02 00 00 000 ALAT ANGEUTAN
1 3 2 02 01 0o 000 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTCOR
1 3 2 02 0l o1 000 KENDARAAN DINAS BERMDTOR PERORANGAN
1 3 2 02 01 01 001 Sedan
1 3 i 01 01 01 002 Jeep
1 3 1 01 01 01 003 Station Wagon
1 3 i 02 01 01 004 Multi Purpose Vehicle [MPV)
1 3 2 01 01 o1 005 |Sport Utiiity Vehicie (SUV)
1 3 1 02 01 01 Q06 Dit....
1 3 ] ' 01 o2 000 KENDARAAN BERMOTUR PENUMPANG
1 3 2 02 01 02 001 Bus ( Penumpang 30 Orang Keatas |
1 3 2 02 01 02 002 Micro Bus { Penumpang 15 5/0 290mang )
1 3 2 01 c1 02 003 Mini Bus | Penumpang 14 OmngKebawah |
1 3 2 02 01 02 004 Kendaraan Lapls Baje
1 3 " 4 a2 0l 02 005 Dst....
1 3 1 EI_J._ 01 03 000 KENDARAAN BE_RMOTDR ANGKUTAN BA'EMG
1 3 F 02 01 02 001 Truck + Attachment .
1 3 2 02 01 03 002 |Pick Up _
1 3 2 o2 01 03 003 Yeengler/Traller
1 3 2 02 01 03 004 Semi Trailer
1 3 2 1] 01 03 005 Truck Ponton dengan Trailisr
1 3 1 02 01 03 006 Calhura i
1 3 i 02 01 03 o7 Det... %
1 3 2 01 01 04 000 KENDARAAN BERMOTOR HERODA DUA
1 3 1 02 01 04 001 Sepeda Motor
1 3 r 02 01 04 002 Scooter
1 3 2 02 01 04 003 Sepeda Motor Perpustakain Kelling
1 3 1 a2 a1 04 004 M Wotor Patroll
1 3 1 02 01 o4 005 Sepeda Motor Pengawala) B
1 3 i a2 01 04 006 Dit....
1 3 2 02 01 05 000 KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA
1 3 2 _@ 01 os 001 [Bemo
0 0 2 | 0 01 _05 002 |Helicak/Baja) ol
0 0 2 0 01 0s 003 |[Trike
0 0 - | 02 01 0s 004 Dt...
1 3 2 02 o 08 000 KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS
1 3 2 02 01 06 001 |Mobil Ambulance
1 3 Fl 02 01 06 Dol Mobil_jenazsh
= - 2 o n 003 [Mobll Unit Penarangan Dar,
1 3 2 02 01 [E'%'_ 004 [mobil nﬁ&?'nTll‘._'._mn“ <
1 3 2 0 01 06 005 |Mobil Tinje =y
1 3 2 02 01 06 006 Mobil Tangki Alr
1 3 1 02 01 06 007 Mobil_Unit Monitoring frekwens! i
1 3 2 02 01 06 008 Mobil Unit Perpustakasn Keliling
1 3 2 02 01 06 009 |Mobil Unit Visual Mini (MUVIANI)
1 3 2 02 01 06 010 Mobil Unit Link Van
1 3 2 02 01 06 011 |Mobil Unit Panggung
1 3 i 02 01 06 D12 Mobll Unlt Pameran
1 3 2 02 01 06 013 Out Side Broad Cast Yan Radio
1 2 2 0z o 06 014 |Out Side Broad Cast Van Televis|
1 3 2 02 01 06 Q15 Mabil Unit Produksi FIim
1 3 1 0l 01 06 016 Mobil_unit Produksi Televisl
1 3 2 02 01 06 017 |Mobil Unit Produksi Cnerama ]
1 3 2 02 01 06 018 |Mobil Unit Kesenatan Masyarakat :
1 3 2 02 01 06 019 Mobll Unit Kesehatar Hewan 1
1 3 2 02 01 06 020 Mobil Unit Tahanan
1 3 2 02 0 06 021 [Mobil Unit Pengangkut Usng
1 3 2 02 01 08 022 Truck Sampan
1 3 2 02 01 06 023 Mobil Tangki Bahan Bakar
1 3 2 02 0 06 024 Mobil Unit Ronigen
i 3 1 0 u 06 025 |Mobil Unit Rehatiiitasi Sosial Keliling
1 | 2 02 01 06 026 Bomp Trailer
1 3 2 02 01 08 027 Kendaraan Klinik
1 3 1 02 01 06 DZ8 Mobil_Unit Penganghut Limbah RadioAktif
1 3 2 02 o1 06 029 Mobil Tranfusi Darat ==
1 3 ] a2 o1 ] 030 __ |Kendarasn Tim Pemeliharaan




Sub Sub.
Akun Kelompok Jenis Objek VENE J Rinclan Nama Barang
Objek |  Objok

i 3 2 | me 01 06 031 |Mobil Penarik [UNIMOG)
1 3 2 a2 01 06 032 mobek/Satmobeng /Satmomas
1 3 2 o2 01 06 033 [Mobil Work Shop/Services
1 3 2 02 01 06 034 Kendaraan Derek
1 3 i Q2 01 06 035 Mobil Unit Khusus Aljihandak
1 3 2 02 01 06 0386 Aircraft Air Conditioning
1 3 2 o2 01 06 037 Kendaraan Girafle Radar
1 3 1 02 01 06 038 Mobil Pers van
1 3 2 02 01 06 038 Kendaraan Unit Badah
1 3 2 02 01 06 040 |Mablle Fioodlight 1
1 3 2 02 01 ] 041 |cendaraan Penganghkut Tank
1 3 2 G2 01 0€ 042 Crash Car
1 3 2 02 01 ] 043 Kendarsan Water Canon
1 El 2 02 01 06 044 [Foam vehicle
1 3 2 02 o1 [ 045 |Kendsraan Tailet
1 3 2 02 01 06 045 Rapid invention Venicle
1 3 2 02 01 06 047 Kendaraan Gas Alrmata
1 3 2 02 01 06 Dag Kendaraan Taktls
1 3 2 02 01 05 049 Kendarsan VIP (Ant! Peluru]
1 3 2 02 01 06 050 |Kendaraan Tangge Pesawat
1 3 2 02 o1 08 051 Kendaraan Meteo
1 3 2 02 01 06 052 Kendaraan Sweeper
1 3 2 02 01 06 053 Kendaraan Kamar Sandi
1 3 F 02 01 06 054 Kendaraan Jamming Frekuensi
1 3 i 02 01 06 055 |Ilendm|n Monitaring Sinyal
1 3 2 02 01 06 058 Mobil Dapur Lapangan
1 3 2 02 o1 26 057 |Mobil Penarik Barrier
1 3 2 02 01 06 058 Mobil Operasional PIR
1 1 1 02 01 06 053 |Automatic Unguided Vehicle (#uGV)
1 3 P 02 01 05 060 Rescue Car
L 3 - 02 01 06 D61 Rapid Deployment Land SAR
1 3 2 01 01 06 062  |Rescue Truck
1 3 2 02 01 06 063 [Monilog (Mobil Logistik/ Personil)
1 3 2 02 01 06 064 Mobill Latih
1 3 i 02 01 06 065 Ran Switch Wagon
1 3 1 02 01 06 066 Ran Cacdri Wagon
(] 3 2 02 01 06 067 Ran Traktor
1 3 2 02 01 06 068 |Ran Tangki
1 3 2 0 01 06 069 Ran Zat Asam
1 3 2 02 01 06 070 Ran Fenyapu Landasan
1 3 2 02 01 06 071 Ran Pandu Pesawat
1 3 i 02 01 06 07z |Ran Penarik Pesawat
1 3 i 02 01 06 073 |Ran Panyapu Hanggar
1 3 2 02 01 05 074 |Ran Drug Chute
1 3 2 02 01 06 075 |Ran Pembangkit Tenaga
1 3 2 02 oL 06 076 |Ran Crime Squis
1 3 2 02 [ 05 077 |Ran Weapon Carrier
1 3 2 02 o1 06 ar8 Ran Laboratorium / Uji Coba
1 3 2 02 oL 06 Q78 Ran Kantin
1 3 2 02 01 0& 080 Ran Patroli
1 3 2 02 01 06 081 Ran Jeep Kommab
1 3 2 02 01 [3 082 |Ran Recovery
1 3 2 0z 01 06 081 |Ran Pengisi BB Pesawat
1 3 2 o2 01 06 084 |Ran Wrecker
1 3 2 02 01 06 085 |Ran Forklip
1 3 2 02 01 06 086 [Mobil Patroli
1 3 2 02 01 08 087 |Kendaraan APC
1 3 2 02 01 06 088 |Kendaraan Dare V
1 3 1 0z 01 06 _ 089 Kendaraan/Mobil Pengaws lan
1 3 2 02 01 06 090 Mabil trup E:
i 3 2 02 01 06 091 Mobll Komiek Polr
1 3 2 02 01 06 092 Mobil Unit TEP
1 3 2 02 o1 06 033 IMobil Unit Laka Lantas
1 3 2 02 01 06 094 [Mobil Unit identifikasi
1 3 2 02 ot 06 095 |Mobil Unit Labfor
1 3 1 02 01 06 096 Mobil Unit Penerangan Pold
1 3 2 02 01 06 097 |Mobil Unit Derek
1 a 1 02 01 06 el ] Mobil Unit Satwa
1 3 i 0z 01 06 039 Rantis PHH
1 3 2 02 01 06 100 h?mmn Pos Polisi Moblle
1 3 2 02 01 06 101 Mobil Unit Alsus Hihandak

i 1 2 02 01 06 102 Mobil Gotfear
1 3 i [ 03 o8 103 Rantis Rescue Samal
1 3 2 02 01 06 104 Ransus Satwa Anjing Tyr & Reci
1 3 2 02 01 06 105 [Ransus Satwa Anjing Type Sedang =
i 3 2 02 01 26 108 Ransus Satwa Anjing Typa Besar
1 3 Fl 02 01 06 107 Aunisus Seiwe Kuds Typs Sedang
1 3 2 02 01 06 108 Ransus Satws Kuda Typs Besar
1 3 i 02 01 06 109 Trailer Kuda
1 3 2 02 01 08 110 Dst.... ]
1 3 2 02 01 07 000 KENDARAAN TEMPUR
1 3 ] 7] 01 07 001 |Kendaraan Tempur Roca Ban
1 3 2 02 01 07 002  Ixendarasn Tempur Roda Rantai
1 3 ] 0 0 07 003 |saladin ]
1 3 2 o2 01 07 004 |Saracen
1 3 2 02 01 ' ] Ferret
1 3 2 02 01 07 006 V-150
1 3 2 02 01 o7 007 BTR
1 3 2 02 01 07 008 CO. Ranger
1 3 2 o2 01 07 009 €O, Scout
1 E] 2 02 01 07 010 BROM
1 3 2 02 01 07 011 A Yani
1 3 2 02 01 o7 012 |Panhard
1 E ] 2 02 01 07 013 VAB-NG
1 3 2 02 [} [ 014 APRI1 V1
1 3 2 02 01 07 015 |apsi -v1 ol
i 3 2 02 2] 07 016 BvP oy
1 3 2 02 o a7 017 VPV [ Retovery
1 3 2 02 01 07 018 Tank AMX 13 APC
1 3 2 02 01 a7 018 Scorpion




Rincian | Sub Rindan “Sab Sub
Akun Kelompok Jenis Objek Rincian Nama Barang

Objek Objek Oblek

1 3 s 02 01 o7 020 Stormer (Ke! Scorplon

1 3 1 02 01 o7 021 PT.7&

1 3 2 02 01 o7 022 |KAFA-61

1 3 2 [F o1 07 023 |BMP-2

1 3 1 02 o1 o7 024 Miclic/Giant Viper

1 3 2 02 01 o7 025 Dt

1 E] 2 02 1) 8 08 000 ALAT ANGKUTAN KERETA REL

1 3 2 02 01 o8 001 __|Lokomotif Diesel Hidraulic

1 3 2 02 01 08 002 Lokomotif Diesel Listrik

1 3 2 oz | o1 08 003 _|Lokemotlf Uap

1 3 2 02 01 oa D04 Kerwts Rel Listrik

1 3 2 02 01 08 005 Kereta Rel Diesel

1 3 2 02| o1 08 006 |Trolly Car/Lori

1 3 2 02 01 08 7 Dst...

1 3 2 01 o1 09 000  |ALAT ANGRUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA

1 3 2 0d 01 0% 00l Dst....

1 3 02 Q2 ] 000 ALAT ANGKUTAN DARAT TAK EERMOTOR

1 3 02 02 01 000 KENDARAAN Tax BEAMOTOR ANGKUTAN BARANG

i 3 1 02 02 g1 001 Gerobak Tarik

1 3 2 021 02 01 002 |Gerobak Dorong

1 3 H 02 02 01 003 Caravan

1 3 2 02 02 01 004 |Lorl Dorong

1 3 2 02 02 01 005 Trailer

i 3 i 02 02 01 006 Container Dolly

1 3 3 02 02 01 007 |Pallet Dolly

1 3 i 02 02 01 008 = And Maill Cart

1 3 2 o0 02 o1 009 ]w Trolly

1 3 1 02 [ 03 010 [Maejs Dorong Ss)i/Troliey Saj;

1 3 2 02 02 01 011 Roda Dus Berinsulasi

1 3 2 02 02 01 012 Rods Tiga/ Gerobak Kayuh Berinsulasi

1 3 1 02 02 01 013 Dit....

1 3 2 02 02 01 000 KENDARAAN TAK BERMOTOA PENUMPANG

i 3 2 02 02 02 001 |Sepeda

1 3 2 02 02 02 002 Dokar/Kuda (Kendaraan Tak_BermatorPenumpang)

1 - 1 2 02 02 02 003 Tandu dorong |

1 3 2 02 02 02 00q Dit..

1 3 1 02 02 03 000 ALAT ANGKUTAM KERETA REL T&l_EEHMDTOR

1 3 i 02 02 03 001 Kereta Penumpang

1 3 1 02 02 03 002 Kereta Makan

1 3 2 02 02 03 003 Power Car

1 3 2 [T 02 03 004 |Gerbong Barang Tertutup

1 i 2 02 02 03 005 Gerbong Barang Terbuka

1 3 2 0 02 03 006 Dst...

1 3 2 02 02 04 000 ALAT ANGKLUTAN DARAT TAK BEMOTOR LAINNYA

1 3 i 02 02 0a 001 Dst...

1 3 2 02 03 00 L8] ALAT ANGKUTAN APUNG EERMOTOR

1 i 2 02 03 o1 000 ALAT ANGKUTAN APUNG EERMCOTOR UNTUK BARANG

1 3 2 02 03 01 001 Kapal Minyak (Tanker)

1 3 2 02 03 01 002 |Tongkang Barmotor

1 3 2 02 03 01 003 Tug Boat + Attachment

1 3 2 02 03 01 004 Landing Ship Transportation| LST )

1 3 2 02 03 01 005 |Kapal Hidrofoli |

1 3 2 02 03 01 006 |xapal Motor

1 3 2 02 03 01 007 |Kapal Carga (Kanal Barang )

1 3 2 02 03 01 008 Truck Air

i 3 2 02 03 01 009 Dst.

1 3 1 02 03 02 000 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG

1 3 1 0z 03 02 001 |Speed Boat / Motor Tempel

1 3 2 02 03 02 002 Motar Boat

1 B 2 02 o3 | o 003 [Kiotok

1 3 2 02 03 02 004 Ferry

1 3 2 02 03 02 005 Hidrofail

1 3 2 02 03 02 006 Jetfoil

1 3 2 02 03 02 oa7 Long Boat

1 E] 2 02 03 02 ooe Kapal Passinger (Kapal “enumpang)

1 3 2 02 03 01 009 Parahu Kayu

1 3 2 02 03 02 010 Dt

1 3 1 02 03 03 000 ALAT ANGKUTAN APUN 3 BERMOTOR KHUSUS

1 3 2 02 03 03 001 Surver Boat

1 3 1 02 03 o3 Q02 Kapal Anti Palusi

1 3 2 0z 03 03 003 |Kapal Perambuan 3

1 3 2 02 03 03 004 |outBoat Motor e

1 3 i [ o3 o3 005 Kapal ki afl

1 3 i 02 03 03 D06 Kapal Unit Penerangen Alr

1 3 2 02 03 03 007 [Kapal Visual Mini e

1 3 2 0z 03 03 008 [Kapal Penangkap lkan

1 3 2 02 | o3 03 005 |Kapal Penganghut Hewan i

1 3 2 02 03 03 010 |Kapal Patreli Pantal

1 3 2 02 03 03 011 Kapal Mator Perpustalaan Keliling

1 3 2 02 03 03 012 Floating Work Shop/Tock

1 3 2 02 03 03 013 [Moring Boat/Kepil

1 3 2 02 03 03 014 |Suction Dredger/Kerul: Hisap

| 3 2 02 03 03 015 |Qutter Dredger/Kerul Bor

1 3 i 02 03 03 016 Bucket Dredger/Kerul Timba

1 3 2 0z 03 03 017 Clampshel Credger/Xaruk Cakram

1 3 2 oz 03 03 018 |Alat Angiutan Apung Untuk Manch

1 3 2 02 03 03 018 Figating Pile + Attachment (AlatAngkutan Apung Bermotor Khusus)

1 3 2 02 03 03 020 Sekoci Motor Tempel

1 3 2 02 03 03 021 |Perahu Motor Tempel

1 3 2 02 03 03 022 Kapal Oseanografi

1 3 2 02 03 03 023 [Peranu Tradisional =]

1 3 2 02 03 03 024 Sea Rider

1 3 1 02 03 03 [rs] Howver Cralt

1 3 2 02 03 o3 026 Kapal Pengangkut lkan

1 E) 1 01 03 [} 027 kapal Pangoiah lkan

1 3 2 02 03 03 028 |xspai Penelitian/ Ekiplorasi Perikanan ]

1 3 2 02 03 03 029 Kapal Pendukung Operasi Penangkapanikan

1 3 2 02 03 03 030 Kapal Pendukurig OperasiPermnbudidayaan fkan

1 3 2 02 03 03 031 Kapal Pengawas Pesikanan

1 3 ] 02 03 03 032 [Perahy Intal 3 orang.




Rincian | Sub Rinclan
Akun Kelompok lenis Objek Objek Objek Rinclan Nama Barang
1 3 2 02 03 03 033 Perahu Serbu 15 prang
1 3 1 02 03 03 034 Kkapal Patroll Polisi
1 3 1 02 03 a3 035 |Jst Sky
1 3 2 02 03 03 036 Dst....
1 3 2 0z 03 04 D00 |ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR MILITER
1 3 2 02 03 L] 001 Kapsl Perusak Kawat (PE/PRR)
1 3 1 02 03 04 Q02 Kapal Penyapu Ranjau
1 3 2 02 03 04 003 Kapal Cepat Rudal
1 3 2 02 03 [ 004 [Kapsl Cepat Torpedo
i 3 2 02 [ak ] 04 005 Kapal Selam Samudra
1 3 2 02 03 04 006 Landing Ship Tank (LST)
1 3 i 02 03 D& 007 Markas Apung
1 3 El 02 03 04 008 Kapal Bantu Cair Minyak [BCM)
1 3 2 02 03 04 009 Kapai Bantu Angkut Personel (B4P) _]
1 3 2 02 03 04 010 |Kapal Angkut Sebag
1 3 2 02 03 04 011 Kapal Bantu Umum
1 3 2 02 03 04 012 |Kapal Patroli Cepat
1 3 2 02 03 04 013 Kal12 sd.25 ton, 16 5.4.30 ton, 31 3.4.100 ton
1 3 1 02 0 o4 014 Kapal Latih
1 3 2 02 03 04 015 |Bengkel Apung (BA)
1 3 2 02 03 o4 016 |Bantu Hidro Oceanciogl (BHO)
1 3 2 02 03 04 017 Kapal Tundra Samudra
1 3 2 _ 02 03 04 D18 Kapal Pendarat
1 3 2 02 03 [ 019 Dst....
1 [ 2 02 03 05 000 ALAT ANGKUTAN APUNG BERN OTOR LAINNYA
1 3 2 02 03 os 001 Dst....
1 3 2 02 04 00 000 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK FERMOTOR
1 3 1 02 D& o1 000 ALAT ANGEUTAN APUNG TAK SERMOTOR UNTUK BARANG
1 3 2 02 04 o1 001 Tongkang
1 3 1 02 04 13 002 Perahu Barang
1 3 2 02 04 01 003 Dst...
1 3 2 02 04 02 000 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK 3ERMOTOR UINTLIK PENUMPANG
1 3 2 02 04 02 001 Perahu Penumpang
1 3 i g2 04 02 002 Perahu Penyeberangan
1 3 2 02 04 02 003 Dst....
1 3 2 02 04 03 000 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS
1 3 2 02 04 03 001 Panton
1 3 2 02 04 03 002 Perahu Karet (Alat Angkutan npung TekBermotor Khusus)
1 3 2 02 04 03 oo3 Panton Rumah
1 3 2 o2 0d 03 004 Floating Platform/Rakit
1 3 2 02 04 03 00% Dst....
1 3 2 02 04 04 000 ALAT ANGKUTAN APUNE TAs BERMOTOR LAINNYA
1 3 2 02 04 04 001 Dst....
1 3 1 02 05 00 000 ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA
1 a 2 0z | o5 o1 000 [KAPAL TERBANG
1 3 2 02 (-] 01 001 Kapal Terbang Sayap Tetap Mesin Turdin| Fuel Jet |
1 3 2 02 05 o1 002 Kapal 'l'trbml__kpp Tetap Mesin TurboProp
1 3 2 02 05 o1 0o3 Kapai Terbang Seysp Tetap Mesin Torak
1 3 z 02 05 01 004 Kapal Terbang Sayap Putar Mesin Turbin
1 3 2 02 05 01 005 Kapal Terbang Sayap Putar Mesin Turbo
1 3 ] 02 05 o1 00& __|Kapal Terbang SayapPutar Mesin Torak
1 -] 2 02 0s 01 o7 Kapai Terbang Anghkut Takti:
1 3 2 02 s o1 008 Kapal Terbang Baling-baling
1 3 2 02 05 [ 0oe Intai Maritim
1 3 2 o2 0s 01 010 Amphibi
1 3 2 02 a5 01 011 Kapal Terbang Latih
1 3 2 02 0s 01 011 Helycopter
1 1 2 02 as 01 013 Pesawat Ringan (Track Flight)
1 3 2 02 05 o1 014 Pesawal Tempur
1 3 2 02 05 01 015 |Pesawat Angkut o]
1 3 2 02 05 01 Ols Pasawat Amphibi
1 3 2 02 0% 01 017 |Pesawat Latin =
1 3 2 Q2 05 01 018 Pesawat Olah Raga
1 3 1 02 os 01 019 Helycopter Tanpa Awak
1 3 2 o2 05 01 020 Pesawst Intal
g i 1 02 05 01 021 Turbo Prop
1 3 2 a2 05 01 022 Dst....
1 3 2 02 05 02 000 ALAT ANGKUTAN TAK BEFMOTOR UDARA LAINNYA
1 3 1 02 05 02 001 Dst...
1 3 2 03 00 00 000 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR
1 3 2 03 01 00 000 ALAT BENGKEL BERMESIN
1 3 2 03 01 01 000 PERKAKAS KONSTRUKS| LOGAM TERPASANG PADA PONDASI
1 3 2 (] Q3 o1 ol Masin Bubut
1 3 2 03 01 01 002 Mesgin Frais
1 3 2 03 01 01 003 Mesin Ketarn {Perkakas KonstruksiLogam Terpasang Pada Pondasl) |
1 3 2 03 01 01 004 Maesin Press Hidrolik & Punch
1 3 F o3 o1 01 005 |Mesin Bor T =
1 3 2 03 01 01 006 Mesin Gergajl Logam
1 3 p 03 0 0 007 Mesin Gerinda
1 3 1 03 a1 01 008 Mesin Ral
1 3 2 o3 [ 01 003 | Mesin Bor Cyiinder _ 5
1 3 2 03 01 [+ 010 Mesin Skru
1 3 2 03 01 01 011 Mesin Meiling
1 3 1 0n 01 01 012 Mesin Pursl
1 3 2 03 01 01 013 Masin Perapen
1 3 2 03 01 01 014 Mesin Sikat Kullt
1 3 2 03 o1 01 015 Mesin Pemotang Kulit
1 3 2 03 01 o1 016 [Mesin Jahit Kulit i
1 k| 2 03 01 01 017 Mesin Pengepres Kulit
| 3 2 03 01 01 018 Mesin Kompresor
1 3 2 03 01 01 019 Maesin Las Listrik
i 3 2 a3 o1 o1 020 Mesin Dynamo Kron
1 3 2 03 01 01 021 Mesin Sikat Besi Kron
1 1 2 03 o1 o1 022 Mesin Pemotang Fibe:glas/Poliyster
i ] 1 15 01 9 023 Mesin Gulung Listrik
1 3 2 03 o1 o1 034 Mesin Pelubang (Perkskas KonstruksiLogam Terpasang P383 PONOs) ]
1 3 2 03 01 oL 05 Mesin Penekub/Lipat Plat
1 3 2 03 a1 o1 026 Mesin Gunting Piat
1 3 2 03 01 [ 027 Maesin Pembengkok Uni
1 3 1 03 01 01 028 Mesin Amplas Plat




Aun | Ketompok | senis | opjes | RNCIEN | SubRinclan | o Nama Barang

Objek Objek Obiek ]
1 3 T 02 03 01 000 AKUMULASI PENYUSUTAN BANGL NAN MENARA PERAMBUAN e
1 3 7 02 03 01 001 Akumulagi Penyusutan Bangunanhlenara PFerambuan Penerangan Pantai
1 3 7 [:F] 03 01 D02 Akumuias! Penyusutan BangunanParambuan Penerangan Pantal |
i 3 T 02 03 01 003 | Akumuias; Penyusutan Bangunanitenara Telekomunikas) e
3 3 T 02 03 01 004 Akumulasi Fenyusutan Bangunanienars Pengawas e
1 3 7 02 03 01 005 Akumulasl Peryusuten BangunantAenara Perambiuan Lainnya ==
1 3 7 02 04 00 000 AKUMULAS! PENYUSUTAN TUGU TiTIK KONTROW/PASTI
1 3 7 02 04 01 000 AKUMULASI PENYUSUTAN TUGU  TANDA BATAS e
1 3 7 02 04 01 001 Akumulasi Penyusutan Tugu,/T: tas Administrasi
1 3 7 02 04 01 002  |Akumuiasi Penyusutan Tugu/Tancalaring Kontrol Geodesi
i 3 7 02 04 01 003 Akumulasi PenyusutanPilec/ Tugu Tands Lainnya
: 3 7 02 ) 01 004 Akumulesl Penyusutan Pagar
1 3 7 02 o4 01 005 |Akumnutasl Penyusutan Tugu/Tan<aBatas Lainnya
1 3 7 03 0o 00 000 JAKUMULASE PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
1 3 7 03 01 0o 000 |AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN
1 3 7 03 01 Ql 000 JAKUMULASE PENYUSUTAN JALAN _
1 3 T 03 01 01 0ol Arurmnulasi Penyusutan lalen Nasional
1 3 7 03 01 01 002 Akumulasi Penyusutan Jalan Proains
i 3 7 03 01 [} 003 Akumulasi PEnyusutan Jaian Kat upaten
1 3 7 o3 01 01 004 Akumulasi Penyusutan Jalan Ko
1 3 7 03 01 01 005 Akumulas| Penyusutan Jalan Desa
1 3 7 03 01 01 006 Akurnulasi Penyusutan Jalan Tal
1 3 7 03 01 01 007 Akumulasi Penyusutan lalan Kereta Api TN
i 3 ¥ 03 01 01 008 Akumulasi Penyusutan Landisan PacuPesawat Terbang *
1 i 7 03 01 01 009 Akumulasi Penyusutan Jalan Kk usus
1 3 7 03 01 o1 010 Akumuiasi Penyusutan jalan Lainnya
1 3 T 03 ol 02 000 |AKUMULASI PENYUSUTAN JEM3ATAN
1 3 7 03 01 01 0oL Akumulasi Penyututan Jembatan Padalalan I =
3 3 ¥ 03 a1 02 002 Akumulasi Penyusytan Jembaten Padalalan Propinsi
1 3 7 03 0 02 003 Akumulasi Penyusutan Jembatin Padalulan Kabupaten
1 3 7 03 01 02 004 (Akumuiasi Penyusutan Jerbatan Padalalan Kata
1 3 7 03 01 02 00s Akutnulasi Penyusutan Jembatan Padalalan Desa
1 3 7 03 01 02 006 Akumulas Penyusutan Jembalan Padalalan ‘mlw
1 3 7 03 ol 02 007 Akumulasi Penyusutan Jembatsn Padajalan Kereta Api
1 3 7 03 01 02 008 Akumulasi Penyusutan Jembatan Padalandasan Pacu Pesawat Terbang
1 3 7 03 01 02 009 {Akumulasl Penyusutan Jembatan Padaaian Khusus
1 3 7 03 0l 02 010 Akumuiasi Penyusutan jembatanPenyeberangan =
1 3 7 03 01 02 011 Akumulasi Penyusutan Jembatanlabuh/Sandar Pada T |
1 3 7 03 oL 02 012 Akumulasl Penyusutan JembaanPenguk
1 3 7 03 o1 02 013 [Akumulasl Penyusutan JembesanLainnya e ]
1 3 7 03 02 00 000 AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN AIR -
1 3 7 03 0 01 000 AKUMULAS| PENYUSUTAN BANGUNAN AIR IRIGASI -
 § 3 7 03 02 01 001 Akumulasi Penyusutan BangunanWaduk irigas:
1 3 ? 03 02 01 002 |Akumulasi Penyusutan Bangi nanFengambilan Irigasi
1 3 7 03 02 01 003 Akumutasi Penyusutan Bang. nanPembawa Irigas| e
1 3 7 03 02 01 004 Akumulasi Penyusutan Bang, nanPembuang Irigasi
1 3 7 03 02 61 005 Axumuissi Pefiyututan BanguranPengaman |rigas
1 3 7 03 02 01 006 Akummuiasi Penyusutan BengunanPelengkap Irigasi S
1 3 7 03 02 01 007 |Akumuiasl Penyusutan BanginanSawah Irigasi
1 3 7 03 02 01 008 Akumulas| Penyusutan Bangunan Airlrigas| Lainnya &
1 3 7 03 02 [+ 000 AKUMULASI PENYLISUTAN BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT
1 3 7 03 02 02 001 Akumulasi Penyusutan BangananWaduk Pasang Surut
1 3 7 03 02 02 ooz Akumulasi Penyusutan BangunanPengarnbilan Pasang Surut
1 3 7 03 02 02 003 Akumulasi Penyusutan Banjunanfembawa Pasang Surut
1 3 i 03 02 02 004 Akumulasi Penyusutan SaluranPembuang Pasang Surut ===,
1 3 7 03 02 o2 005 Akumulasi Panyusutan Bang unanPengaman Pasang Surut =
1 3 7 03 02 02 006 Akumulasi Panyusutan BanjunanPelengkap Pasang Surut
% 3 7 03 02 02 o7 Akumilag! Penyusutan Banjunansawah Pasang Surut
1 3 7 03 02 02 008 Akumuias! Penyusutan BanqunanPengairan Pasang Surut Lainnya B
1 3 7 03 02 03 000 AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN PO_IBER
1 El 7 03 02 o3 001 Akumuiasi Penyusutan BurgunanWaduk Pengembangan Rawa el
1 3 4 03 02 03 002 Akumulasi Penyusutan BangunanPengambilan Pengembangan Rawa ol
1 3 7 03 02 03 003 Akumulasi Penyusutan BargunanPembawa Pengembangan Raws
1 ] 1 o3 02 03 004 Akumnuiesi Penyusutan Bargunanf sang Peng gan Rawa
1 3 7 03 02 03 005 Akumnuias Penyusutan BargunanPengaman Pengembangan Rawa =
1 3 7 03 02 03 006 Akumnulasi Penvusutan BangunanPeiengkap Pengembangan Raws
1 3 ? 03 02 03 0a7 Akumulasi Penyusutan BangunanSawah Pengembangan Rawa ]
1 3 7 03 02 03 008 Akumulasi Penyusutan BangunanPengembangan Rawa dan Polder Lainnya
1 3 7 03 02 04 _oo ARUMULASI PENYUSUTAN BANGUMNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCAMA ALAM
i 3 7 o3 02 04 001 Akumulesi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Fantai dan Penanggulangan Alarn
1 3 7 03 02 04 0a2 Akumulasi Penyusutan BangunanPengambilan Pengaman Sungal/Pantal
1 3 7 03 02 04 003 |Akumulasi Penyusutan BangunanPembawa Pengaman Sungal/Pantal #re- |
i 3 L o3 02 o4 004 Akumulasi Penyusutan BangunanPembuang Pengaman Sungai
| 3 7 03 02 04 005 Akumulasi Penyusutan Beiigunanrengerie Pergemanan Cungsl/Pantai T -
1 3 7 03 02 04 008 Akumulas| Penyusutan BangunanPelengkap Pengaman Sungai e
1 3 7 03 o2 04 oo7? Akumnulasi Penyusutan Bungunan Pengaman Sungal/Panta) & Penanggulangan Bercana Alam Lainnya ==
1 ] 7 03 02 05 000 ARUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH
1 3 7 03 02 05 001 Axumulas Penyusutan BrngunanWaduk P ngan Sumber Air
1 3 7 03 02 05 002 |Akumulas| Penyusutan BangunanPengsmbilan Pergembangan Sumber Air B
1 3 7 03 02 05 003 Akurmulasi Penyusutan BsngunanPembawa Pengembangan Sumber Alr "__.-
1 3 ? 03 02 05 00s Akumnulasi Penyusutan hn.umnhmbmnl Pengembangan Sumoer Air 2
1 3 7 03 02 05 005 Akumulasi Penyusutan Eaﬂgumnﬂcq‘aman Pergembangan Sumber Air rsh
1 3 7 03 02 05 006 Akurmulasi Penyusutan EangunanPelengkap Pengembangan Sumber Air
1 3 1 03 0z 05 oo7 Akumulasi Penyusutan EangunanSawsh Irigasi Ar Tanah
i 3 7 03 02 05 008 Akumulasi Penyusutan langunan Pen n Sumber Alr dan Air Tanah Lainnya
1 3 r 03 0z 06 000 AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU
1 3 7 03 02 05 001 |Akumulasi Penyusutan angunanWaduk Alr Bersih/Air Baku =
1 3 ? 03 | o2 06 002 |Akumulasi Penyusutan 3angunanPengambilan Air Bersin/Alr Baku $ ]
1 3 7 03 02 06 003 Aleumiulas| Penyusuian JangunanPembawa Air Bersih/Air Baku Y
1 3 7 03 02 06 004 Akurnulas| Penyusutan 3angunanPembuang Air Bzersih/Air Baku o
1 3 7 03 02 06 005 |Akumulasi Penyusutan BangunanPelengiap Air Bersin/Air Baku e
1 3 7 03 02 06 006 Akumulasi Penyusutan Bangunan AirBersih/Air Baku Lainnya
1 3 7 03 02 07 000 |AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN AR KOTOR =
1 3 7 03 02 07 001 Akumulas! Peryusutan BanguranPembawa Alr Kator
1 3 7 Q3 02 07 002 Akumulasi Penyusutan BangunanWaduk Alr Kotor
1 3 7 03 02 07 003 |Akumulas| Penyusutan BangunsnPambuang Alr Kotor i
1 3 7 03 02 o7 004 Akumnulasl Penyusutar BangunanPengaman Air Kotor
1 3 7 03 02 o7 005 Akumulasi Penyusutar BangunanPelengkap Air £otor
1 3 7 o3 02 o7 006 |Akumulssi Penyusutar Bangunan Airkotor Lainnya -ﬂ
1 3 7 03 03 00 000 AXUMULASI PENYUSL TAN AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI

E—p—p— i




Alun | Kelompok | jsemis | Objek 'x': ""’m;'::'" Rincian Nama Barang
Oblek
1 3 7 03 03 01 000 AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU -
1 3 7 03 03 01 001 Akumulasi Penyusutan Instaiayi A reermukaan
1 ] T o3 08 o1 002 Akumulati Penyusutan A rSumbar/Mata Air
1 3 7 a3 03 03 oa3 Akumulasi Penyusutan Instalasi AirTanah Dalam
1 3 7 03 03 01 004 Akumulasl Penyusutan Instalasi AirTanah Dangkal
1 3 7 03 03 o1 005 Akumlasi Penyusutan Instalas) A irgers'h/Air Baku Lainnva
1 El 7 03 03 02 000 AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI AIR KOTOR
1 3 4 03 03 02 001 Akumulss| Penyusutan Instalas) AirBusngan Domestik
1 3 7 o3 03 02 002 Akumulasl Penyusutan Instalasi nirBusngan industri
1 3 7 03 03 02 003  |Akumulasi Penyusutan Instalasi AirBuangan Pertanian
1 3 7 03 03 02 004 Akumulasi Peryusutan instalasi Airkotor Leinnya -
1 3 7 03 03 03 000 AXUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH
1 3 7 03 03 03 001 |Akumulasi Penvusutan Instalasiengolahan Sampah Organik
1 3 T o3 a3 o3 007 Akumulasi Penyusutan Instalasi*engolanan Samgah Non Qrganik
1 3 7 03 03 03 003 Al lasl Penyusutan Banguna nPenampung Sampah
! 3 7 03 03 03 004 Akumulay Penyusutan Instalasiengolahan Sampah Lainmya
1 1 7 03 03 04 000 AKUMULASI PENTUSUTAN INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGLINAN Tty
1 E] 7 03 03 04 001 Akumulasi Panyusutan Instalas Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
1 3 7 6; 03 04 D02 Akumulasi Penyusutan Instalas Pengoishan Bahan Bangunan Perinns
1 3 7 03 03 04 003 Akurmuiasi Penyusutan Instalss Pengalahan Banan Bangunan Terapan = a1
1 3 7 D3 03 04 004 |Akumulasi Peny Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
1 3 7 03 03 05 000 AXUMULASI PENYUSUTAN INSTALAS PEMBANGXIT LISTRIK
1 3 7 03 03 08 001 |Akumulesi Peny laziPembangakit Listrik Tenaga Alr (PLTA)
1 3 7 03 03 05 002 Akumulasi Panyusutan instala:iPebangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
1 3 7 03 03 o5 003 |Akumulasi Panyusutan instales) Pembangkit Listrik Tenaga MIEro Hidro (PLTM)
1 3 7 03 03 05 004 [Akumulasl Penyusutan Instala:iPembangkit Listrik Tenags Angin (PLTAN)
! 3 ? 03 03 g5 ous Akumulasi Penyusutan InstalasiPembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
1 3 7 03 03 a5 o0& Akumulasi Penyusutan InstalasiPembangkit Listrik Tanaga Nuklir [PLTN)
1 3 7 o3 03 05 007 |Akumulasi Penyusutan instalssiPermbangkit Listrik Tenaga gas (PLTG) 7
1 3 7 03 03 05 008 Akumulasi Penyusutan instalesi Pembangkit Listrik Tenasga Panas Bumi (PLTP]
1 3 7 03 03 05 009 Al | Penyusutan | iPermbangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
1 3 7 03 03 [ 010 [Akumulast Pemyusutan gkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
1 3 7 [E] 03 05 011 | Akumulas) Penyusutan lusi Pamk Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
1 3 7 03 03 05 012 Akumulasl Penyusutan InstalssiPembangkit Listrik Lainnya
1 3 i 03 03 06 000 AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI GARDU LISTRIK
1 3 7 03 03 06 001 Akumulasi Penyusutan instalisi Gardubistrik induk A
1 3 7 03 03 06 002 Akumulasl Penyusutan Instalingl Gardulistrik Distribusi
1 3 7 03 03 06 003 Akumulai Peny 1 las) PusatPengatur Listrik
1 3 7 03 03 06 004 Akumuiasi Penyusutan instal asl GarduListrik Lainnya
1 3 7 [:[] 03 o7 000 AKUMULASI PENYUSUTAN 115TALASI PERTAHANAN
1 3 7 03 03 07 001 Akdrmulasi Penyusutan (nstalasiPeriahanan DI Darat
1 3 7 03 03 o7 002 Akumulasi Penyusutan Insta'asiPertahanan Lainnya
1 3 7 03 03 o8 [ AKUMULAS! PENYUSUTAN 114STALASI GAS
1 3 7 03 03 a8 001 Akumulasi P tan inita asi GarduGas
1 3 7 03 03 o8 002 Akumulasi Penyututan insta aslaringan Pipa Gas
1 3 7 a3 o3 o8 0g3 Akumuiasi Penyusutan Insta asiPengolahan Gas
1 3 7 03 03 08 D04 |Akumulas Penyusutan instalasi GasLainnya
1 3 7 03 03 09 000 AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI PENGAMAN
1 3 7 03 03 09 001 Akumulayl Penyusutan instalasiPengaman Penanglal Petir
1 3 7 03 03 0% 002 Akumulasi Penyusutan (nsts las ReaktorNuklit )
1 3 7 03 03 09 003 Akumulast Pemyusutan InstilasiPengolanan Umbah Radia Aknf
1 3 7 03 03 09 004 Akumulasi Penyusuta ! gaman Lainnya
1 3 7 03 03 10 000 AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI LAIN
1 3 7 03 03 10 001 Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain
1 3 7 03 04 00 000 AXUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN
1 3 7 03 04 01 000 [AKUMULASI JARINGAN Al MINUM G
1 3 7 o3 04 01 001 Akumuiasi Penyusutan Jar yanPembawa i
1 3 7 03 04 01 002 Akumulasi Penyusutan lardgan induk 31
1 3 7 03 04 01 003 Akumulasi Penyusutan laringan CabangDistribusl
1 3 7 03 04 01 004 Akumulasi Penyusutan Jar ngans bungan ke Rumah
1 3 7 03 04 o1 005 Akumulasi PtnEll.ltlﬂ Aar ngan AirMinum Lainnya
1 3 7 03 04 02 000 AKUMULASI PENYUSUTAR JARINGAN LISTRIK
1 3 7 03 04 02 001 Akumuiasi Penyusutan IssnganTransmisi =
1 3 7 03 04 02 002 Al lasi Penyusutan lasinganDistribusi 5
1 3 7 03 04 02 003 Akumulasi Penyusutan latingan ListrikLainnys
1 3 7 03 04 03 000 AKUMULAS PENYUSUTAN JARINGAN TELEPON =
1 3 ¥ 03 04 03 001 |Akiimulasi Penyusutan Jaingan TeleponDiatas Tanah
1 3 7 03 04 03 002 i lasi Penyusutan la-ingan TelwponDibawah Tanah
1 3 7 03 04 03 03 Al lasi Penyusutan la-ingan TeleponDidalam Air S
1 3 7 03 04 03 004 |Akumiulasi Penyusutan Jaringan DenganMedia Udara
1 3 7 03 04 03 005 Al lasi Penyusutan laringan TeleponLainnya
1 3 7 03 04 04 D00 [AXUMULASI PENTUSUTAN JARINGAN GAS 7
1 3 7 o3 04 04 001 Akumulasi Penyusutan Juringan PipaGas Transmis| '
1 3 7 03 04 04 002 Akumuiaii PEnyusutan Joningar Pipeistribuat
1 3 7 03 04 04 003 [Akumulasi Penyusutan Jaringan Pigabinas =
1 3 7 03 04 04 004 Akumulasi Penyusutan laringan BBM +
1 3 7 03 04 04 005 Akumulasi Penyusutan Jaringan Ea_a.!.lwlﬂ 3
1 3 7 04 00 00 000 AXUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA
1 3 7 04 01 oo 000 AKUMULAS! PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA T
1 3 2 04 [T 01 000 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA o
1 3 7 04 01 01 001 Akumulasi Penvusutan Aset Tetaplainnys
1 5 [+] oo | oo 0o 000 ASET LAINNYA
1 5 2 00 00 00 000 KEMITRAAN DENGAN FIHAK KETIGA
1 5 2 o1 0o 00 000 [KEMITRAAN DENGAN PIHAX KETIGA ==
1 5 2 oL 01 00 Q00 WEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA
1 5 2 [ o1 o1 000 |SEWA ===
1 5 2 ol 01 o1 001 [Sewa Tanah
1 5 2 o1 01 o1 002 '_;-u Peralatan dan Mesin
1 5 2 01 o 01 003 Sewa Gedung dan Banjunan
1 5 2 o1 (31 01 004 Sewa lalam, Irigasi dan laringan e
1 5 2 01 01 02 000 [KERJASAMA PEMANFAATAN e
1 5 2 01 01 a2 001 Kerja Sama Permanfaatan Tanah
1 5 2 01 01 02 002 |Kerja 5ama Pemanfaatin Peralatan danMesin 0
1 S 2 [#3 01 02 003 Kerja Sama Pemanfaatan Gedung danBangunan
1 5 2 01 01 02 004 Kerja Sama Pemantaatan Jalan, Irigasi dan Jaringan 1
1 5 2 o1 01 02 005 |Kerja Sama Pemanfaatan Aset Tetaplainnya Tl
1 5 2 01 01 03 000 BANGUN GUNA SERA~/BANGUN SERAH GUNA |BGS/BSG) S
1 5 2 oL 01 03 001 |Bangun Guna Serah/Bangun SerahGuna (BG5/B3G) Tanah PET.
1 5 2 o1 o1 03 002 __|Bangun Serah Guna (ESG) Peralatan danMesin iy
1 5 1 o1 o1 03 ] Bangun Serah Guna (E5G) Gedung danBangunan




Sub Sub

aun | kelompor | sents | oujey | Mclin [SubSincien | e Nama Barang
Dbjek Objek Obick
1 5 2 01 131 03 004 Bangun Serah Guna (B5G] lalar, Irigasi dan Jaringan i
i 5 Fl 01 01 03 0os |Bangun Serah Guna (B5G) Aset Tetaplainnya
1 5 2 (13 01 04 000 KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
1 5 2 o1 0 o4 001 Kerja Sama Penyediaan InfrastrukturTanah
1 5 2 01 01 04 002 Kerja Sama Penyediaan infrastrakturPeralatan dan Mesin
1 5 2 01 01 04 003 Kerja Sama Penyediaan InfrastrakturBangunan dan Gedung
1 5 2 01 01 04 004 |Kerja Sama Penyediaan Infrastrakturiatan, Irigasi dan Jaringan
1 5 2 01 01 04 005 |Kerja Sama Penyediaan InfrastrukturAset Tetap Lainnya -
1 5 3 (2] 00 00 000 ASET TIDAK BERWUIUD o
1 5 3 01 00 ] 000 ASET TIDAK BERWUIUD
1 5 3 01 01 =] 000 ASET TIDAK BERWLIUD
1 5 3 01 01 0l 000 |GOODWILL
1 5 3 01 01 01 00l Goodwill... =1
1 5 3 [ o1 o1 002 Dst....
1 5 3 01 01 02 000 LISENSI DAN FRENCHISE
1 5 3 o1 o1 02 001 Lisensi dan Frenchise
1 5 3 01 01 02 002 Dit....
a 5 3 o1 o1 o3 000 HAK CIPTA
1 5 3 o 01 03 001 Hak Cipta....
1 5 3 [ o1 03 00z |oat. =s=esem|
1 5 3 01 0l 04 000 HAK PATEN
1 3 3 a1 01 o4 001 Hak Paten
1 -] 3 01 01 04 002 Dst
1 5 3 01 o1 05 0o SOFTWARE
1 5 3 o1 0l 05 001 Software =
1 5 3 01 o 05 002 |Dst...
1 5 3 01 01 06 000 KAJIAN =
1 3 3 o1 01 06 001 Kajian....
1 H 3 01 01 06 002 Dst.... =2
1 § 3 o 01 a7 ﬂﬁ ASET TIDAK BERWUJUD YANS MEMPLINYAI NILAI SEJARAH/ BUDAYA
1 5 3 o1 01 a7 001 fiim..... A
1 3 3 o1 ol a7 002 Karya Seni/Bugaya.....
1 % 3 01 01 07 003 Dst....
1 5 3 01 o1 08 000 [ASET TIDAK BERWLIUD DALAM PENGERJAAN &
x| 5 3 01 [} 08 001 Aset Tidak Berwujud Dalamengeraan...
1 5 3 01 01 D8 002 Dst....
1 3 3 o1 a1 o9 000 ASET TIDAK BERWLUUD LAIFINYA
1 5 3 01 01 09 001 Aset Tidak Berwujud Lainnya._. %L
1 5 3 o1 01 09 0oz Dst....
1 5 4 00 00 00 [ ASET LAIN-LAIN
1 5 4 01 [ o0 000 ASET LAIN-LAIN
1 5 4 a1 01 00 000 ASET LAIN-LAIN
1 5 4 01 01 01 000 ASET RUSAK BERAT/USANC )
1 5 4 01 01 o1 001 Tanah Rusak Berat
1 5 4 01 01 01 002 Peralatan dan Mesin Rusak 3erat
.1 5 4 0 01 01 003 |Gedung dan Bangunan Rusuk Berat
1 H 4 01 0l 01 o4 Jalan, Irigas| dan Jaringan A isak Berat
1 5 4 01 01 01 005 Aset Tetap Lainnya Rusak Lerat
1 5 4 o 01 02 000 ASET TETAP YANG TIDAK JIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH
1 5 4 [}] 01 02 001 Aset Tetap Tenah Yang Tidik DigunakanDalam Operasional Pemerintah .
1 5 4 ol 01 02 002 Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah "
i 5 4 01 01 02 003 Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan daiam Operasioral Pemerintah
1 3 4@ 01 01 a2 004 Aset Tetap latan, irigasi dzn Jaringan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah
1 5 4 01 01 02 005 Aset Tetap Lainnya yang t dak augun.\i(!ldﬂ'm QOperasional Pemeringah
1 5 4 01 01 03 000 [ASET LAIN-LAIN LAINYA =
1 5 4 o1 01 03 001 Dst....
1 5 5 00 0g Q0 000 AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK Mﬂﬂuﬂ =
1 5 5 I.I_I! 00 00 000 AXUMULASI AMODRTISAS! ASET TIDAK BERWUILD =
1 5 5 01 01 00 000 [AKUMULASI AMORTISAS| ASET TIDAK BERWLLIUD B
1 5 5 01 01 01 000 AKUMULASI AMDRTISASI ASET TIDAK BERWUIUD B
1 5 5 01 01 01 001 Akumulasi Amortisasi Gocdwill
1 5 s 01 o1 o1 002 |Akumulasi Amortisasi Lisens: danFrenchise =
1 5 5 01 01 01 003 |Akumulasi Amortisasi Hak Cipta )
1 5 -] o1 01 01 oo4 Akumulati Amartisasi Hak Paten
1 5 5 01 01 01 005 Akumulasi Amortisasi Software
1 5 5 01 01 01 006 Akumulasi Amartisasi Kajiin ==
1 5 5 o1 01 a1 007 Akumulasi Amornsasi Yang MempunyaiNilai Sejarah/Budaya
1 5 5 o1 01 o1 008 Akumulasi Amartisasi Ase: TakBerwujud Lainnyes
1 5 B 00 00 00 000 AXUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA
1 3 (] o1 00 0o 000 AKUMULASI PENYUSUTAR ASET LAINNYA =
1 5 & o1 o1 00 000 |AKUMULASI PENYUSUTA'I ASET LAINNYA el
1 5 " 01 01 01 000 [AXUMULAS PENYUSUTA' KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA =
1 ] € o1 01 01 001 Akumulasi Penyusutan Sewa o
1 5 & 01 01 o1 002 [Akumulasi Penyusatan KETj) SamaPemaniaatan I
1 5 3 01 01 1) 003 |Akumulasi Panyusutan Bangun SerahGuna (B5G) =
1 5 & 01 a1 01 004 Akumulasi Penyusutan Kerja SamaPenyediaan Infrastruktur
1 5 L] 01 01 02 000 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN- LAIN
i 5 ] (31 01 02 001 Akumuinsi Penyusutan Alet RusakBerat/
1 5 B 01 01 02 002 =
1 5 & 01 o1 02 003




